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bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan

tanpa kontrol/pengawasan. Kemerdekaan/independensi harus
dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan abuse of power
atau tyrani judicial. Keduanya dengan demikian merupakan dua sisi dari
sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, sedari awal
munculnya gagasan mengubah UUD 1945 telah mengemuka kesadaran
bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan
kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif
di bidang etika kehakiman seperti di beberapa negara, yaitu dengan
dibentuknya Komisi Yudisial.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap
perilaku hakim juga mendapat justifikasi dari Mahkamah Agung
sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di Mahkamah Agung sendiri,
yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial serta Cetak Biru
Pembaruan Mahkamah Agung. Di sana jelas dikatakan bahwa Mahkamah
Agung melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan
Komisi Yudisial sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk
hakim agung.

Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran
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Kata Pengantar
Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial RI

dalam sistem ketatanegaraan menjadi poin penting yang
berhasil diwujudkan pada tahun 2001, atau tepatnya ketika
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diamandemen untuk
ketiga kalinya. Sebagai lembaga yang dibentuk di era reformasi,

Keberadaan Komisi Yudisial(KY) sebagai lembaga baru di

KY diharapkan bisa membawa perubahan pada dunia peradilan
kita dengan menjadikan dunia peradilan berwibawa, agung, dan
bersih.

Meskipun pembentukan KY baru diwujudkan pada tahun
2001, akan tetapi pada kenyataannya awal mula terbentuknya KY
telahdimulai pada tahun 1968. Gagasan pembentukannya pertama
kali didiskusikan pada saat pembahasan Rancangan Undang-
Undangtentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
tahun 1968. Akan tetapi, usulan membentuk cikal bakal KY yang
kala itu disebut sebagai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim
(MMPH) tidak jadi dimasukkan di dalam pengaturan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Setelah puluhan tahun lamanya, gagasan
dibentuknya KY kembali muncul ketika Undang-Undang Nomor
35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman dibentuk. Poin penting keberadaan KY yang diatur
di dalam UU tersebut terdapat di dalam bagian penjelasan yang
salah satu butirnya mengatur tentang Dewan Kehormatan Hakim
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(DKH) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan
rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim
serta menyusun kode etik (code ethics) bagi para hakim.

Selanjutnya, pembentukan KY benar-benar diwujudkan,yang
kemudian keberadaannya diatur di dalam Pasal 24B amandemen
ketiga UUD 1945. Di dalamayat (1) Pasal 24B tersebut disebutkan
bahwa KY adalah termasuk lembaga yang mandiri yang diberi
kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenanglain dalamrangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tiga tahun
setelah keberadaan KY diatur di dalam amandemen ketiga UUD
1945, UU tentang KY itu sendiri telah selesai dibuat dan disahkan.
UU yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial (UU No. 22/2004).

Memasuki tahun kedua keberadaan KY, UU No. 22/2004
diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya
dengan No. 005/PUU-1V /2006 MK, MK mempersempit pengertian
hakim dan objek pengawasan yang dilakukan oleh KY. Meskipun
sejak saat itu kewenangan KY telah dikurangi, bukan berarti KY
sebagai lembaga amanat konstitusi berhenti berjuang untuk
menciptakan peradilan yang bersih. Akan tetapi, KY ternyata
tetap berdiri kokoh meski hanya dianggap sebagai lembaga yang
memiliki kewenangan terbatas.

Menyadari pentingnya KY untuk menjaga dan menegakkan
kehormatan serta martabat hakim, pada tahun 2009 secara perlahan
kewenangan KY kembali diperkuat. Penguatan kewenangan
KY ini pertama kali diatur di dalam tiga undang-undang bidang
peradilan yaitu, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan
UU Peradilan TUN. Salah satu poin penting mengenai penguatan
kewenangan KY yang diatur di dalam ketiga UU itu adalah tentang
pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dengan
adanya usulan pemberhentian hakim. MKH dibentuk oleh MA dan
KY paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
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diterimanya usul pemberhentian. Keanggotaan MKH terdiri atas, 3
(tiga) orang hakim dan 4 (empat) orang anggota KY.

Bentuk kongkrit kewenangan tambahan ini adalah
dibentuknya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 047/KMA/
SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan amanat dari Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan SKB ini, secara teknis dan
operasional KY telah mempunyai petunjuk dalam melaksanakan
kewenangan pengawasannya.

Setelah melalui proses yang panjang, yaitu sejak tahun 2006,
akhirnya dinamika keberadaan dan penguatan kewenangan KY
diakomodir di dalam UU KY itu sendiri. Tepat di tahun 2011 yang
lalu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial (UU No. 18 tahun 2011) telah disahkan.

Penjelasan di atas adalah cerita singkat mengenai dinamika
keberadaan KY yang terdapat di dalam buku Risalah ini. Paparan
sejarah singkat itu ditulis secara lebih rinci di dalam Bab Cikal Bakal
KY, Pelembagaan KY, dan terakhir Dinamika KY.

Harapan dengan adanya buku ini, semua kalangan, mulai
dari kalangan hakim sebagai mitra KY dalam menciptakan tegaknya
peradilan yang agung, berwibawa, dan bersih, para penegak
hukum lainnya, serta para akademisi bisa menjadikan buku ini
sebagai buku pedoman untuk mengetahui KY secara menyeluruh
dan lebih jelas.

Jakarta, Agustus 2013
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
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Sekapur Sirih

alah satu substansi penting dari perubahan UUD 1945 adalah
S dibentuknya lembaga negara baru dalam rumpun kekuasaan

kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menurut
Pasal 24B UUD 1945 merupakan lembaga negara yang bersifat
mandiri dan mempunyai dua kewenangan konstitusional, pertama,
mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung,
dan kedua, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh
pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak
bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Kemerdekaan/
independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak
memunculkan abuse of power atau tyrani judicial. Keduanya dengan
demikian merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang tidak
bisa dipisahkan. Karena itulah, sedari awal munculnya gagasan
mengubah UUD 1945 telah mengemuka kesadaran bahwa sebagai
pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan
kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal
yang efektif di bidang etika kehakiman seperti di beberapa negara,
yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal
terhadap perilaku hakim juga mendapatjustifikasi dari Mahkamah
Agung sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di Mahkamah
Agung sendiri, yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi
Yudisial serta Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Di sana
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jelas dikatakan bahwa Mahkamah Agung melihat pengawas
internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan Komisi Yudisial
sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk
hakim agung.

Dinegaralain, munculnyalembaga negara yang di Indonesia
dikenal dengan nama Komisi Yudisial juga merupakan fenomena
ketatanegaraan baru di bidang kekuasaan kehakiman (judicial
power). Negara yang pertama kali membentuk Komisi Yudisial
adalah Perancis pada tahun 1946. Menyusul setelah itu Italia
yang membentuk Komisi Yudisial pada 1947, Swedia pada 1957,
Irlandia pada 1998, Denmark dan Ceko 1999, serta Belanda pada
2002. Dalam perkembangannya, menurut riset yang dilakukan
oleh Chichago University pada tahun 2008 melansir, bahwa jumlah
Komisi Yudisial di seluruh negara di dunia kini berjumlah 121.

Menyadari begitu pentingnya Komisi Yudisial sebagai
lembaga negara yang memiliki wewenang dan tugas strategis
dalam rangka mengakselerasi reformasi dan transformasi
peradilan, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial merasa
penting untuk menerbitkan buku risalah Komisi Yudisial, mulai
dari cikal bakal, pelembagaan, sampai pada dinamika wewenang
dan tugasnya.

Harapannya buku ini dapat menjadi rujukan penting dan
otoritatif bagi semua kalangan terutama para pemegang kebijakan
di negeri ini dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Kehadiran
buku ini juga diharapkan sebagai buku induk yang sekaligus
melengkapi dan mengisi ‘ruang-ruang’ kosong pada buku-buku
yang lahir sebelumnya mengenai Komisi Yudisial.

Mewakili jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial,
kami berharap buku ini bisa menjadi trigger yang mendorong
munculnya berbagai pemikiran, gagasan, dan masukan kritis-
obyektif untuk kemajuan Komisi Yudisial pada masa datang.
Juga menjadi stimulus bagi karya-karya intelektual yang akan
dilahirkan berikutnya.

il Risalal. Komini Yodivial Repullik Indonesia
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Akhirnya, Kepada semua pihak yang telah membantu,
khususnya buat para penyusun, kami mengucapkan banyak
terima kasih dan menyampaikan munajat semoga semua amal
kebaikan semua pihak menjadi amal yang sholeh. Amin.

Jakarta, Agustus 2013
Ketua Bidang Advokasi, SDM,
Penelitian dan Pengembangan

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum.

Rosalad, Komini Vedinial Repudlid Indoneria xii






Sambutan Ketua KY

“SAMBUTAN KETUA
KOMISI YUDISIAL RI”

ehadiran Komisi Yudisial di berbagai belahan dunia
Kmerupakan fenomena baru dalam sistem ketatanegaraan,
khususnya dalam bidang kekuasaan kehakiman (judicial
power).Riset yang dilakukan oleh Chichago University pada tahun

2008 melansir bahwa jumlah Komisi Yudisial di seluruh negara di
dunia kini berjumlah 121.

Di Indonesia, Komisi Yudisial lahir sebagai amanat reformasi
yang tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 pada Bab IX tentang
Kekuasaan Kehakiman yang memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu;
“mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku hakim”. Menyadari begitu beratnya amanah
yang dipikul oleh Komisi Yudisial menyebabkan lembaga ini
harus menjadi katalisator dari proses-proses perubahan di dunia
peradilan, yang saat ini masih memiliki persoalan besar dalam
menegakan hukum dan keadilan.

Pembentukan Komisi Yudisial bukanlah sekadar mengikuti
kecenderungan (trend) yang terjadi di banyak negara, tetapi
suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi.
Gagasannyapun sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya
menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan.
Dengan kata lain, Komisi Yudisial turut berperan serta dan memiliki
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tanggungjawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal
dari fungsi dan kewenangan lembaga peradilan yang merdeka.
Tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang
merdeka dan bermartabat.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bermartabat
merupakan syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan.
Dengan tegaknya hukum dan keadilan akan memperkuat
proses pembangunan peradaban bangsa. Oleh karena itu untuk
menegakkan hukum dan keadilan di lembaga peradilan diperlukan
hakim-hakim yang terus menerus mengasah kepekaan nurani,
memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan
profesionalisme. Walaupun harus diakui dunia peradilan masih
dibelenggu dengan begitu banyak persoalan, namun usaha untuk
mencegahnya terus menerus di lakukan oleh Komisi Yudisial.
Dengan UU No 22 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan UU
No 18 Tahun 2011 menunjukan amanah untuk membenahi dunia
peradilan tetap menjadi harapan masyarakat terhadap Komisi
Yudisial.

Buku Risalah Komisi Yudisial ini berisi tulisan yang sangat
panjang tentang kemunculan, perkembangan dan dinamika
suatu lembaga baru yang lahir dari tuntutuan reformasi. Buku ini
menyajikan begitu banyak informasi dan perdebatan prespektif
untuk menjadikan Komisi Yudisial bermakna dalam dunia
peradilan. Jika dicermati dalam buku ini perdebatan tersebut tidak
semata-mata bersifat praktis hanya pembentukan lembaga saja,
namun juga sangat substantif untuk menjadikan Komisi Yudisial
dapat menegakan hukum dan keadilan.

Buku Risalah ini didasarkan pada keinginan untuk
mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan eksistensi
Komisi Yudisial sehingga pada masa yang akan datang setiap orang
mengetahui dengan benar mengapa lembaga ini hadir. Kehadiran
buku ini akan menambah dokumentasi sejarah hukum dan bahan
studi hukum bagi mereka yang akan melakukan penelitian. Tentu
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kerja besar ini memerlukan waktu dan tenaga yang juga tidak
sedikit. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras
dalam menyelesaikan penulisan, khususnya para penulis. Akhirnya,
semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas, Amin.

Jakarta, Agustus 2013
Ketua Komisi Yudisial,

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
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BAB I
PENDAHULUAN

ekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah

satu pilar penting bagi tegak dan kokohnya negara

hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya
diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga
bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya.' Tidak adanya
kemandirian kekuasaan kehakiman terutama karena pengaruh
kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang pada
penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia
oleh penguasa.’

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan demikian
menjadi instrumen penting bagi demokrasi. Seperti proposisi
berikut:

...Independence judiciary is a fundamental requirement for
democracy. Within this understanding is the nation that judicial
independence must first exist in relation to the executive and in
relation to the parties. It must also almost involve independence in
relation to the legislative power, as well as in relation to political,
economic, or social pressure group...*

1 Ismail Sunny, Mencari Keadilan: Sebuah Otobiografi, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1982, him. 262.

2 Franz Magnis Suseno, Etika Politik:Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
Gramedia, Jakarta, 1993, him. 301

3 E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, Constitutional Law: An Outline of The Lawa

and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the
Citizen and the State and Administrative Law, 7" edition, London: Longmans,
1965.




Pendahuluan

Begitu tingginya tingkat urgensi kekuasaan kehakiman yang
merdeka sebagai instrumen utama the rule of law, maka jaminan
proteksi terhadapnya perlu ditegaskan. Alexander Hamilton dalam
the Federalist Papers No. 78 telah mengingatkan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh
karena itu diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang-
undang dasar.* Terutama di negara-negara yang digolongkan ke
dalam emerging democratic countries atau yang acapkali disebut
sebagai negara-negara transisi.’

Di Indonesia, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka
pertama kali dituangkan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan
dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. ” Menurut Sri
Soemantri, pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia
adalah Mahkamah Agung (MA). MA juga merupakan lembaga yang
melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan di bawahnya.

Pada waktu berlaku Konstitusi RIS 1949, kekuasaan
kehakiman juga dipegang oleh MA. Kondisi tersebut diteruskan
oleh UUDS 1950 yang berlaku sampai dengan tahun 1959. Pada
masa berlakunya UUDS 1950, lahir UU No. 1 Tahun 1950 tentang
Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung
Indonesia yang mulai diberlakukan pada tanggal 9 Mei 1950.”

4 Alexander Hamilton, James Madison, John Day, The Federalist Paper (1961),
456-466. dalam Susi Dwi Harijanti, “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka:
Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia” dalam M. Fajrul Falaakh, Gagasan
Amandemen Ulang UUD 1945 Suatu Rekomendasi, KRHN, Jakarta 2008. him.

36.

5 Luu Tie Dung, “Judicial Independence in transitional countries’, paper (2003), 6.
Ibid. him. 37.

6 J. Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan

Kehakiman, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, him. 189.

7 Ibid, yang disadur dalam Wirjono Prodjodikoro, Kenang-Kenangan sebagai
Hakim: Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Jaman, tanpa penerbit, 1974,
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Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan,
Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
sudah menyinggung mengenai pengertian kekuasaan kehakiman,
dikatakan bahwa para hakim merdeka dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada undang-undang
(UU). Dengan jaminan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan
dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman kecuali dalam
hal-hal yang tersebut dalam UUD. Dalam hal terjadi perselisihan
antara pemegang kekuasaan pemerintahan dengan pemegang
kekuasaan kehakiman maka harus diputuskan yang diatur dalam
undang-undang.?

Pada Era Demokrasi Terpimpin, pengaturan mengenai
pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 19
Tahun 1964. Namun UU tersebut justru memberi legitimasi bagi
pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap peradilan atas
nama revolusi. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai
kemerdekaan kekuasaan kehakiman kemudian berlanjut pada
diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970). Jika
sebelumnya diawali perdebatan yang berarti dan berkepanjangan.
Persoalan pokoknya bagi beberapa kelompok adalah persoalan
mengenai penegakan hukum di Indonesia. Titik tolak perdebatan
itu meluas dengan tuntutan agar UU No. 19 tahun 1964 dicabut
karena dinilai sebagai penyempurnaan patrimonialisme formal.
Demokrasi terpimpin membungkam para hakim, advokat, dan
para intelektual dengan ketentuan Pasal 19, bahwa: “Presiden boleh
campur tangan dengan leluasa dalam tiap tahap proses peradilan demi
kelangsungan revolusi atau kepentingan nasional.”

Faktor itulah yang membuat persoalan badan peradilan diawal

OrdeBarumendapatperhatianlebihbesar daripadamasasebelumnya.
Selain juga karena adanya perubahan pandangan terhadap Negara

him.34.
8 Ibid.
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Hukum, pandangan yang sangat menekankan pentingnya pemberian
jaminan atas hak-hak perseorangan dan pembatasan atas kekuasaan
politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat
dikaitkan dengan lembaga lain.

Bertolak dari alasan itu, setelah melalui berbagai perdebatan,
tahun 1968 Menteri Kehakiman Umar Seno Adji menyerahkan
rancangan yang dibuat oleh kementeriannya sendiri ke Parlemen,
bersama dengan rancangan UU lainnya (mengenai MA dan
pengadilandibawahnya). Duatahunkemudiansetelah diadakannya
perundingan secara luas, UU No. 14 Tahun 1970 pada akhirnya
diundangkan.” Sayangnya, menurut Daniel S. Lev perdebatan
tentang kemandirian lembaga peradilan hanya berlangsung baik
pada awal Orde Baru, mungkin sebelum pemilu tahun 1971, tatkala
kondisi politik masih tampak cair untuk timbulnya persoalan yang
menyangkut sistem itu kemudian wacana kemandirian badan
peradilan hanya wacana kaum akademisi saja."

Setelah reformasi, upaya menegakkan kekuasaan kehakiman
yang merdeka mendapat respon dari Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Melalui Sidang Khusus-nya yang berlangsung pada
November 1998, MPR mengeluarkan Ketetatapan No. X/MPR /1998
yang menetapkan prinsip-prinsip reformasi yang luas, termasuk
di bidang hukum. TAP tersebut memberi spirit yang kuat untuk
mengeliminasi intervensi pemerintah terhadap proses peradilan
dan menghendaki secara ketat pemisahan fungsi yudikatif dan
eksekutif."!

Selanjutnya dengan dukungan masyarakat dan dunia
peradilan yang sudah gerah terhadap intervensi pemerintah,
pemerintahan Habibie memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman
yang merdeka melalui perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970

9 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan,
Jakarta, LP3ES, 1990. Op. cit, him. 393.

10 Ibid.

11 Ibid.
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menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman (UU No. 35 Tahun 1999).

Melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah
diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik
yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi,
dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan MA.
Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “kebijakan satu
atap”. Kebijakan ini ditentukan sudah harus dilaksanakan paling
lambat lima tahun sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999.
Dengan berlakunya UU ini, pembinaan badan peradilan umum,
badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan
peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan MA.
Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik
dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan
peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan
pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia. 2

Pada Era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
juga telah mengambil langkah yang cukup progessif kepada MA
untuk lepas dari dominasi eksekutif. Salah satu wujudnya adalah
terpilihnya beberapa hakim agung dari jalur non karier, terutama
yang berlatar belakang akademisi melalui proses “fit and proper test”
yang ketat di DPR.

Sebelumnya, di era Orde Baru pemilihan Hakim Agung
hanya dari jalur karier dan semuanya diusulkan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) kepada Presiden (dengan rekayasa bahwa calon yang
diusulkan kepada DPR semuanya merupakan keinginan Presiden)
tanpa melalui seleksi yang ketat. Masuknya hakim non karier yang
relatif belum terkontaminasi tersebut dipandang sebagai langkah
maju yang cukup signifikan. Meskipun muncul juga kekhawatiran

12 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Bhuana
llmu Populer, 2007, him. 513.
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terjadi politisasi dari proses seleksi yang dilakukan DPR. **

Upaya untuk melakukan reformasi peradilan (kekuasaan
kehakiman) berpangkal pada tahun 2001, melalui perubahan ketiga
UUD 1945 yang memberikan penegasan tentang kemerdekaan
kekuasaan kehakiman. Bila sebelumnya kemerdekaan kekuasaan
kehakiman hanya diatur pada bagian penjelasan, maka pasca
perubahan UUD 1945, telah diatur dalam batang tubuh, yaitu
pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: ”Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan quna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain itu melalui
perubahan UUD 1945 juga ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di
bawahnyadalamlingkunganperadilanumum, lingkunganperadilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diintrodusir
di atas, UUD 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru
yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
yaitu Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 KY
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku
hakim."

13 Harold Crouch, Political Reform In Indonesia After Soeharto, Institut of
Southeast Asian Studies, Singapore, 2010, him. 195.

14 Dalam rangka memperteguh ketentuan konstitusional di atas, Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1999 tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004, proses peralihan administrasi peradilan dipertegas lagi dalam
Ketentuan Peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi,
administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan
Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.
Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan
militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan
organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan
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KY lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui
perubahan UUD 1945 yang diorientasikan untuk membangun
sistem checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman.
Pembentukan KY oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran
bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan
tanpa kontrol/ pengawasan sebagai wujud akuntabilitas.

Independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan
dua sisi dari sekeping mata uang yang saling melekat. Tidak ada
kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan
lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim
(independency of judiciary) haruslah diimbangi dengan pasangannya
yaitu akuntabilitas peradilan (Judicial accountability)."> Dalam
konteks itulah KY berada.

KelahiranKYjugadidorongantaralainkarena tidak efektifnya
pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan
peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan KY
sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya
pengawasan internal tersebut. Lemahnya pengawasan internal
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan
integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan
disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi
masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan,

dengan keputusan presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan paling
lambat: (a) 30 hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir dan (b) 60 hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

15 Pentingnya akuntabilitas sebagai penyeimbang independensi mendapatkan
legitimasi konseptual dari International Bar Association Code of Minimum
Standards of Judicial Independence dalam angka 33 menyatakan bahwa: “It
should be recognized that judicial independence does not render the judges
free from public accountability, howefer, the press and other institutions should
be aware of the potential conflict between judicial independence and excessive
pressure on judges” (Lihat International Bar Association, International Bar
Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, The
Jerussalem Approved Standards of the 19t IBA Biennial Conference held on
Friday, 22™ October 1982, in New Delhi, India.)
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memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat
membela sesama korps (esprit de corps) yang mengakibatkan
penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap
upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti
akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan
keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat
kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk
menindak-lanjuti hasil pengawasan.'®

Bahkan, kehadiran KY sebagai pengawas eksternal terhadap
perilaku hakim sebenarnya diharapkan juga oleh MA sebagaimana
dapatdilihat pada dua sumber di MA sendiri, yaitu naskah akademik
dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KY serta Cetak
Biru Pembaruan MA. Di sana jelas dikatakan bahwa MA melihat
pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan KY
sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim
agung."

Dengan posisinya tersebut, fungsi dari KY pada dasarnya
sangat terkait dengan fungsi dari lembaga peradilan, karena KY
pada satu sisi merupakan lembaga yang melakukan rekrutmen dan
seleksi hakim baik hakim tingkat pertama maupun hakim agung,
dan pada sisi lain KY juga merupakan lembaga yang melakukan
pengawasan terhadap lembaga peradilan baik bersifat preventif
(menjaga) maupun represif (menegakan).

Bertitik tolak dari narasi di atas, maka sangat penting untuk
mendokumentasikan berbagai data dan informasi mengenai KY
terkait dengan sejarah, dinamika wewenang dan tugas, tantangan,
dan proyeksi kedepan. Hadirnya buku ini diharapkan menjadi
buku induk tentang KY sebagai bahan referensi dan kajian yang
lengkap dan komprehensif. Adapun ruang lingkup buku ini antara

16 Mas Achmad Santosa, artikel: Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, dalam
harian Kompas tanggal 2 Maret 2005, him. 5

17 Lihat dalam Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen
Konstitusi. LP3ES, Jakarta, 2007, him. 125.
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lain untuk mengungkap bagaimana gagasan awal pembentukan,
dinamika pemikiran, dan pelembagaan, serta perkembangan tugas
dan wewenang KY di Indonesia.

Berbeda dengan kebanyakan buku risalah lainnya yang
ditulis semata-mata berdasarkan waktu pembahasan, buku risalah
ini (khusus untuk risalah pembahasan undang-undang) disusun
berdasarkan tema/isu, tanpa menghilankan urut-urutan waktu.
Metode ini semata-mata ditempuh untuk memudahkan para
pembaca dan pengkaji dalam menangkap isi risalah secara cepat
dan fokus pada tema yang diinginkan tanpa harus membaca isi
risalah secara utuh.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan deskripsi
pemikiran dan dinamika politik yang melingkupi kelahiran KY
dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Selain itu, buku
ini juga bisa menjadi buku induk yang bisa dijadikan rujukan
akademik dan upaya transformatif bagi semua kalangan baik,
pemerintah, perguruan tinggi maupun masyarakat luas mengenai
KY, serta mendorong munculnya berbagai pemikiran, gagasan, dan
masukan kritis-obyektif untuk kemajuan KY pada masa datang.

Sumber data dan informasi utama dalam buku ini berasal dari
risalah pembahasan UUD 1945, risalah pembahasan RUU tentang
KY dan UU lainnya yang terkait, Putusan MK dan MA terkait KY
dan sumber-sumber lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengakses langsung ke lembaga-lembaga terkait, terutama DPR/
MPR, NGO, dan para pelaku sejarah perumus UUD 1945 serta UU
yang terkait dengan KY.

Ra zﬁﬁc le“lez 5{“{ ‘ . 9
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BAB II
CIKAL BAKAL
KOMISI YUDISIAL RI

A. Pengantar

KY merupakan lembaga negara independen yang lahir
sebagai konsekuensi dari arus reformasi yang bergulir pada tahun
1998. Pembentukan KY dilandasi oleh kondisi tidak berfungsinya
lembaga-lembaga konvensional yang terlebih dahulu ada. Dalam
konteks ini, lembaga konvensional yang dimaksud adalah MA
sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi. MA dinilai gagal dalam
melaksanakan fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim yang
efektif. Oleh karenanya, konstitusi melalui Pasal 24B memberikan
dua fungsi utama kepada KY. Fungsi pertama, mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung. Fungsi kedua, menjaga dan
menegakkankehormatan, keluhuranmartabat, serta perilaku hakim.
Untuk yang fungsi kedua ini, sejumlah kalangan memaknainya
sebagai fungsi pengawasan.

MeskipunbaruresmidiaturdalamUUD1945hasilamandemen
tahun 2001 dan kemudian secara kelembagaan terbentuk tahun 2005,
namun KY dalam arti konsep sebenarnya telah hidup sejak tahun
1970. Tepatnya, ketika UU No. 14 Tahun 1970 masih dalam proses
perancangan. Kondisi pada era itu memang tidak bisa disamakan
dengan era reformasi 1998. Ketika itu, pengawasan dan rekrutmen
hakim tidak atau belum menjadi permasalahan krusial. Adapun
yang menjadi perhatian justru soal koordinasi antara eksekutif
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dan yudikatif, mengingat pengelolaan lembaga peradilan saat itu
masih berada di dua atap. Eksekutif, dalam hal ini Kementerian
Hukum dan HAM (Departemen Kehakiman), mengurusi hal-hal
administratif. Sementara, yudikatif, dalam hal ini MA, mengurusi
hal-hal teknis.

Lalu, dalam proses pembahasan UU No. 14 Tahun 1970
muncul gagasan pembentukan sebuah lembaga yang berfungsi
sebagai jembatan antara eksekutif dan yudikatif terkait pengelolaan
lembaga peradilan. Gagasan ini lalu mengerucut menjadi sebuah
usulan nama lembaga yaitu Majelis Pertimbangan dan Penelitian
Hakim (MPPH). Walaupun akhirnya batal dimasukkan dalam UU
No. 14 Tahun 1970, MPPH diyakini sejumlah kalangan sebagai
cikal-bakal KY, setidaknya dalam arti gagasan. Setelah MPPH,
gagasan pembentukan sebuahlembagaindependen yang mengurusi
peradilan terus bergulir di forum-forum diskusi dan pembahasan
peraturan perundang-undangan.

Menariknya, UU berikutnya yang juga menyinggung gagasan
yang secara konsep mirip dengan MPPH adalah UU Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman versi amandemen, UU No.
35 Tahun 1999. Di UU itu, nomenklaturnya tidak lagi MPPH tetapi
Dewan Kehormatan Hakim (DKH). Sesuai tahun UU-nya, gagasan
DKH antara lain dilandasi oleh salah satu tuntutan reformasi yang
digaungkan kalangan LSM, mahasiswa, dan tokoh reformis yakni
reformasi peradilan secara total. Konsep DKH lebih diarahkan pada
fungsi pengawasan hakim yang ketika itu memang dinilai bobrok
integritasnya.

B. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim

Walaupun secara resmi baru diakomodir pada tahun 2001
ketika amandemen ketiga UUD 1945 berlangsung- namun embrio
gagasan pembentukan lembaga seperti KY sebenarnya sudah
terlebih dahulu beredar sekitar 33 tahun silam. Ketika itu, tercantum
dalam RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
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nama yang disodorkan adalah MPPH.

Pada awalnya, kisah keterkaitan antara ide pembentukan KY
dengan MPPH hanyalah wacana dalam kegiatan penelitian terkait
penyusunan konsep reformasi peradilan. Wacana ini muncul karena
nyatanya memang terdapat beberapa kemiripan konsep antara KY
dan MPPH, sehingga tercipta asumsi bahwa ide pembentukan KY
di Indonesia sebenarnya bukan suatu hal yang baru.

MPPH akhirnyaresmi diasosiasikan dengan ide pembentukan
KY dalam buku “Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002”. Buku terbitan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK ini adalah dokumen
otentik yang merekam proses pembahasan amandemen UUD 1945
di MPR dalam kurun waktu 1999-2002.

Ide awal kemunculan KY bermula tahun 1968 saat ide
Eembentukan MPPH. Dalam pembahasan RUU tentanl_g[
etentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ide tentang MPP
muncul {\;ang berfungsi memberikan pertimbangan dalam
mengambil Keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau
usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi,
kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukum jabatan
para hakim. Namun, ide tersebut tidak berhasil dimasukkan

dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.'®

Dalam RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, MPPH diatur dalam Bab VII Pasal 32-34. MPPH
dirancang sebagai lembaga tersendiri yang bersifat “non
governmental” dalam lingkungan MA dan berkedudukan di
tempat kedudukan MA. Tugas yang dimandatkan kepada MPPH
adalah mempertimbangkan dan mengambil keputusan terakhir
mengenai saran-saran dan/atau wusul-usul yang berkenaan
dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan

tindakan-tindakan/hukuman-hukuman jabatan para hakim, yang

18 Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002”, Buku VI Kekuasaan
Kehakiman (Edisi Internal), Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, him.
22.
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diajukan baik oleh MA maupun Menteri Kehakiman. Keputusan
MPPH tersebut melalui Menteri Kehakiman disampaikan kepada
yang berwenang menurut UU."”

Komposisi MPPH terdiri dari Ketua MA (Ketua, ex officio
anggota); Menteri Kehakiman (Wakil Ketua, ex officio anggota);
Senior Hakim Agung (anggota) yang dipilih oleh dan dari hakim
agung; Seorang Wakil dari Organisasi Hakim (anggota) yang
dipilih oleh dan dari para hakim seluruh Indonesia; Seorang Wakil
dari Organisasi Pengacara (anggota) yang dipilih oleh dan dari para
pengacara seluruh Indonesia. Anggota MPPH diangkat oleh Kepala
Negara dengan masa jabatan tiga tahun.

Di bagian penjelasan RUU disebutkan bahwa pembentukan
MPPH dimaksudkan untuk mendapatkan hakim yang jujur,
merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh,
baik dari dalam maupun dari luar. Pemikiran ini berangkat
dari kesadaran bahwa “segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut
baik/buruknya tergantung dari pada manusia-manusia pelaksananya, in
casu para hakim”?" Selain itu, MPPH juga digagas sebagai usaha
mendapatkan tenaga-tenaga hakim yang ahli.?

Keterangan pemerintah melalui Menteri Kehakiman Prof.
Oemar Seno Adji menyatakan ide pembentukan MPPH untuk
menegaskan keterkaitan antara “judiciary” dengan “Rule of Law”.
Pemerintah menyiratkan kekhawatiran akan munculnya monopoli
kekuasaan apabila kewenangan pengangkatan, pemberhentian,
promosi, dan persoalan-persoalan administrasi kehakiman
lainnya terpusat pada satu lembaga. Makanya, keberadaan MPPH
juga dipandang sebagai wadah “cooperation/consultation” antara

19 Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
PT Intibuku Utama, Jakarta, 197, him. 17.
20 Ibid.

21 Ibid, him. 24.
22 Ibid, him. 30.
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“judiciary”, baik itu dilakukan sendiri oleh MA maupun badan lain
serta pejabat berwenang terkait.”

MPPH dirancang tidak hanya berperan dalam pengangkatan
hakim, tetapi juga turut serta dalam proses pemilihan Ketua MA.
Peran MPPH di sini sebatas mengajukan dua nama bakal calon Ketua
MA kepada DPR-GR. Setelah dipilih DPR-GR, calon Ketua MA
diangkat oleh presiden, sedangkan, Wakil Ketua MA dipilih oleh
dan dari para hakim agung, tanpa keterlibatan MPPH. Sementara,
untuk hakim agung, peran MPPH langsung mengusulkan ke
presiden yang berwenang melakukan pengangkatan.

Saat penyampaian pandangan fraksi, hanya Fraksi Karya
Pembangunan “A” yang menyinggung secara khusus gagasan
MPPH. Melalui juru bicara Saljo SH, Fraksi ini menyatakan dengan
dasar pertimbangan hakim adalah seseorang yang harus memiliki
kualitas lebih dari orang biasa, maka persyaratan dan pengangkatan
harus diatur secara baik. Terkait hal ini, pemerintah dan DPR-GR
menggagasMPPHtetapimenyerahkanpertimbangan-pertimbangan
tersebut kepada kerja sama antara Menteri Kehakiman dan
Ketua MA. Keduanya harus saling berkonsultasi dalam soal-soal
pengangkatan, promosi, kepindahan dan pemberhentian.”

Sebastian Pompe dalam buku “The Indonesia Supreme Court:
Fifty Years of Judicial Development” menyandingkan konsep MPPH
dengan Conseil Superieur de la Magistrature, KY Perancis. Keduanya
dianggap menjalankan fungsi serupa yang pada intinya terkait
dengan manajemen SDM pengadilan.*® Conseil Superieur de la
Magistrature atau High Council for the Magistrature dibentuk tahun
1946. Conseil dipimpin langsung oleh Presiden Perancis, dan
wakilnya adalah Menteri Kehakiman. Sisanya, terdapat dua belas

23 Ibid, him. 38.
24 Ibid, him. 41.
25 Ibid, him. 93.

26 Sebastian Pompe, The Indonesia Supreme Court: Fifty Years of Judicial
Development, 2005, him. 80.
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anggota dari lingkungan pengadilan dan kejaksaan. Lalu, tiga
anggota lagi dipilih oleh Conseil d’Etat (Council of State), Presiden
Perancis, dan Ketua Parlemen. Lingkup kewenangan Conseil adalah
pengangkatan, promosi, hingga pendisiplinan hakim.”

Mencermati rumusan pasal-pasal terkait dalam RUU
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, konsep
MPPH memang bisa dikatakan mirip dengan KY yang eksis
sekarang. Kemiripan ini terutama terletak pada fungsinya yang
menitikberatkan pada manajemen sumber daya manusia (SDM)
dalam arti luas, mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian. Yang
berbeda adalah peran MPPH lebih pada decision maker (pengambil
keputusan). Sementara, kewenangan KY lebih banyak yang sebatas
rekomendasi. MPPH sepertinya dirancang hanya sebagai muara
dari segala usulan terkait pengangkatan, promosi, kepindahan,
pemberhentian, dan  tindakan-tindakan/hukuman-hukuman
jabatan para hakim. Peran MPPH tidak terlihat -atau setidaknya
tidak/belum dijabarkan secara rinci dalam RUU- pada tahap
sebelum usulan-usulan tersebut diajukan oleh MA dan Menteri
Kehakiman.

Terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim, misalnya,
MPPH hanya bersifat pasif menunggu usulan MA atau Menteri
Kehakiman. Peran aktif MPPH hanya terlihat dalam proses
pengangkatan Ketua MA dan hakim agung. Di sini, MPPH berperan
dalam mengajukan dua nama bakal calon untuk posisi Ketua MA,
dan langsung mengusulkan nama-nama calon hakim agung ke
presiden. Namun, RUU tidak menjabarkan secara detil proses yang
dilakukan MPPH untuk menghasilkan dua nama bakal calon Ketua
MA ataupun nama-nama calon hakim agung tersebut.

Ide pembentukan MPPH akhirnya batal dimasukkan ke
dalam UU No. 14 Tahun 1970. Berdasarkan Laporan Proses

27 Wim Voermans, Strengthen Judicial Reform by a Judicial Commission,
Dipresentasikan pada Seminar tentang Model Perbandingan Komisi Yudisial
yang Diselenggarakan Komisi Yudisial RI — NLRP Jakarta, 5 Juli 2010, him. 3-4.
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Pembicaraan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang disampaikan oleh Kabul Arifin (Pimpinan Bagian
“B” DPR-GR), gagasan MPPH tidak mendapat persetujuan dengan
alasan lembaga ini dipandang tidak perlu ada selama ada jaminan
yang objektif berupa konsultasi kerja sama dan musyawarah antara
MA dengan Menteri Kehakiman.” Selain keterangan di atas, kisah
kandasnya ide MPPH sama sekali tidak berbekas. Tetapi, menarik
untuk mencermati keberadaan Forum Mahkamah Agung dan
Departemen yang populer disingkat Formahdep. Forum ini muncul
tidak lama setelah RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman -di mana MPPH diintrodusir- resmi diundangkan
menjadi dengan UU No. 14 Tahun 1970.

Ir Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pengawasan
Pembangunan/Pendayagunaan Aparatur Negara, saat
menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (perubahan) pada tanggal
12 Juli 1999, mengatakan Formahdep diadakan dalam rangka
pelaksanaan Pasal 11 UU No 14 Tahun 1970.” Pasal tersebut terdiri
dari dua ayat yaitu: (1) Badan-badan yang melakukan peradilan
tersebut Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil
ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang
bersangkutan; (2) MA mempunyai organisasi, administrasi dan
keuangan tersendiri.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Formahdep adalah forum
konsultasi dalam pengangkatan, pemberhentian, pemindahan,
kenaikan pangkat atau tindakan/hukuman administratif terhadap
para hakim pengadilan umum. Tujuan adanya Formahdep adalah
untuk menciptakan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil
keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari

28 Ibid, him. 46.

29 Departemen Kehakiman RI, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat
Paripurna DPR Rl mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 12 Juli 2009,
him. 4.
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luar.*® Keterangan Ir Hartaro senada dengan apa yang tertulis pada
bagian penjelasan RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Bahkan redaksionalnya pun sama, “untuk mendapatkan
hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari
pengaruh baik dari dalam maupun dari luar” >

Satu lagi alasan yang memperkuat asumsi adanya “konversi”
ide MPPH menjadi Formahdep adalah kedudukan Formahdep
sebagai forum konsultasi. Bandingkan dengan pernyataan Kabul
Arifin (Pimpinan Bagian “B” DPR-GR) tentang alasan tidak
dimasukkannya ide MPPH dalam RUU Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman. “MPPH tidak mendapat persetujuan
dengan alasan lembaga ini dipandang tidak perlu ada selama ada jaminan
yang objektif berupa konsultasi kerja sama dan musyawarah antara MA
dengan Menteri Kehakiman”

Formahdep pada akhirnya bubar seiring dengan dialihkannya
kewenangan terkait pengelolaan pengadilan dari Departemen
Kehakiman ke MA atau biasa disebut penyatuan atap. Setelah
Formahdep ditiadakan, forum dengan fungsi yang kurang lebih
sama tetapi dengan komposisi minus departemen, dibentuk dengan
nama Tim Sebelas. Tim yang dibentuk pada era Ketua MA Bagir
Manan ini adalah pengambil keputusan dalam penentuan mutasi
hakim. Bagir Manan menerangkan bahwa Tim Sebelas dibentuk
untuk memangkas praktik S3 alias sowan, sungkem, dan saji.*

30 Ibid.

31 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
PT Intibuku Utama, Jakarta, 1970, him. 24.

32 Ibid, him. 46.

33 “Menkeh dan HAM: Tim Sebelas Putuskan Mutasi Hakim”, http://www.
korantempo. com/news/2003/7/28/Nasional/49. html, diakses pada 1 Agustus
2010, jam. 12. 35.
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C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Kelahiran KY berjalan beriringan dengan proses realisasi
penyatuan atap pengelolaan pengadilan. Sebagian kalangan bahkan
berpendapat lahirnya KY adalah konsekuensi logis dari penyatuan
atap. Dasar pertimbangannya adalah kekhawatiran jika penyatuan
atap justru akan menciptakan suatu monopoli kekuasaan kehakiman
oleh MA. Makanya, dibutuhkan sebuah lembaga penyeimbang
yang menjalankan fungsi check and balances.**

LelP dalam Draft I Policy Paper dan RUU tentang KY
mengemukakan ide pendirian KY pada dasarnya dilatarbelakangi
kegagalansistem yangadauntuk menciptakan pengadilanlebihbaik.
Awalnya, muncul pemikiran bahwa solusi atas masalah ini adalah
dengan mengalihkan kewenangan pembinaan aspek administrasi,
keuangan dan organisasi dari departemen ke MA atau sistem
penyatuan atap. Namun, solusi ini ternyata diragukan sejumlah
kalangan. Penyatuan atap justru dianggap berpotensi menimbulkan
monopoli kekuasaaan kehakiman di tangan MA. Selain itu, MA juga
diragukan akan mampu mengemban kewenangan yang begitu besar
mengingat MA sendiri memiliki sejumlah masalah internal sebelum
penyatuan atap, seperti kelemahan manajemen baik itu organisasi
maupun perkara, serta integritas dan kualitas personel.®

Dasar pertimbangan yang sama juga sempat dinyatakan
oleh pembuat undang-undang ketika proses pembahasan RUU
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian
menjadi UU No. 14 Tahun 1970 (lihat halaman 8). Dalam proses
pembahasan, bahkan dicantumkan pada batang tubuh naskah
RUU, muncul usulan pembentukan MPPH sebagai antisipasi

34 Prim Fahrur Razi, Tesis: “Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial”, Universitas Diponegoro, 2007, hal 17, diunduh
dari eprints. undip. ac. id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi. pdf pada tanggal 25 Juni
2010, jam 14. 50.

35 “Draf | Policy Paper dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial”,
LelP, Jakarta, 2003, him. 6.
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kemungkinan lahirnya kekuasaan kehakiman yang teramat besar.
Namun, pembuat undang-undang pada akhirnya memutuskan
untuk menciptakan mekanisme konsultasi yang erat antara
pemerintah dengan pengadilan, ketimbang membentuk lembaga
eksternal seperti MPPH.

Makna penyatuanatap sendiriadalah pengalihankewenangan
pengelolaan aspek administrasi, organisasi dan keuangan
pengadilan dari Departemen Kehakiman -sekarang Kementerian
Hukum dan HAM- ke MA selaku kekuasaan kehakiman tertinggi.
Ide penyatuan atap sebenarnya telah dikumandangkan cukup lama
oleh korps hakim, khususnya melalui organisasi Ikatan Hakim
Indonesia (IKAHI). Mereka menginginkan agar pengadilan dikelola
oleh orang pengadilan sendiri, tanpa campur tangan pemerintah.

Merunut pada sejarah, pengadilan -dalam hal ini MA-
sebenarnya lahir dari “rahim” Departemen Kehakiman. Ketika
pertama kali berdiri pasca Indonesia merdeka, MA bersama dengan
Kejaksaan Agung berada di bawah satu atap yaitu: Departemen
Kehakiman. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung dahulu bernama
Kehakiman Agung pada MA. * Tahun 1961, ditandai dengan
berlakunya UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok Kejaksaan,
Kejaksaan Agung -ketika itu dipimpin Gunawan, SH selaku
Menteri Jaksa Agung- memilih untuk memisahkan diri. Sementara,
hubungan struktur MA dengan Departemen Kehakiman terus
berlanjut.”

Dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, “kemandirian” MA
mulai diakui. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa MA
mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri (Pasal
11 ayat 2). Namun begitu, ayat (1) tetap menegaskan bahwa
“Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1)

36 “Sejarah Mahkamah Agung”, http://www. mahkamahagung. go. id/pr2news.
asp?bid=5, diakses pada 29 Juli 2010, jam. 2. 05.
37 Ibid..
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organisatoris, administratif dan finansiil ada di bawah kekuasaan
masing-masing Departemen yang bersangkutan”.*

Bertahun-tahun berjuang, ide penyatuan atap akhirnya mulai
menemui titik terang dengan terbitnya Ketetapan MPR No X/
MPR/1998. Salah satu amanat utama yang diusung Ketetapan MPR
ini adalah mewujudkan pemisahan dan kemandirian kekuasaan
kehakiman dari badan eksekutif.*® Terbitnya Ketetapan MPR No
X/MPR /1998 lalu diikuti dengan pembentukan Tim Kerja Terpadu
mengenai Pengkajian Pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/1998
berkaitan dengan Fungsi-Fungsi Yudikatif dari Eksekutif.

Tim yang dibentuk oleh Keputusan Presiden No 21 Tahun
1999 ini dipimpin oleh Ir Hartarto, Menteri Negara Koordinator
bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara. Komposisi keanggotaan Tim Kerja Terpadu terdiri dari
Ketua Muda MA, hakim, akademisi, advokat, dan pemerintah.
Lengkapnya sebagai berikut:*

38 Ibid.

39 Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 1999, diunduh dari situs http://www. bpkp.
go. id/unit/hukum/uu/1999/35-99. pdf, diakses pada 20 Juni 2010, jam. 12.
34.

40 Keputusan Presiden No 21 Tahun 1999, diunduh dari http://legislasi.
mahkamahagung. go. id, diakses pada 1 Agustus 2010, jam. 15. 34.
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Ketua Umum:

Ir. Hartarto, Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara;

Ketua I:

M. Yahya Harahap, S. H. ;

Ketua II:

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S. H., LL. M. ;
Sekretaris Umum:

Dr. Sapta Nirwandar;

Sekretaris I:

M. Ali Boediarto, S. H. ;

Sekretaris II:

Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S. H., LL. M. ;
Anggota:

1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S. H. ;
2. Prof. Dr. Ismail Suni, S. H., MCL;

3. Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S. H. ;

4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqgqie, S. H. ;

5. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. H. ;

6. Prof. Dr. Bagir Manan, MCL. ;

7. Prof. Dr. Sofian Effendi;

8. Laksamana Muda TNI Neken Tarigan, S. H. ;
9. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S. H. ;

10. Dr. Adnan Buyung Nasution, S. H. ;

11. Drs. Oka Mahendra, S. H.

Dalam laporannya, Tim Kerja Terpadu merekomendasikan
perubahan dan penataan kembali bidang-bidang organisasi,
administrasi, keuangan, dan personalia yang dicanangkan akan
dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) tahun. Idealnya, menurut Tim Kerja Terpadu, demi
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terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka segala
aspek teknis maupun administratif termasuk pembinaan hakim,
anggaran, dan fasilitas peradilan diselenggarakan sepenuhnya oleh
MA#

Namun, Tim Kerja Terpadu menyatakan khawatir fungsi check
and balances dapat berkurang karena MA akan menangani seluruh
aspek manajemen pengadilan sehingga muncul eksklusivisme.*?
Oleh karena itu, muncul rekomendasi pembentukan dewan
kehormatan yang akan menjalankan fungsi check and balances.
Komposisi keanggotaan dewan terdiri dari hakim senior, advokat
senior, akademisi dan negarawan.*

Tim Kerja Terpadu merekomendasikan dewan ini memiliki
kewenangan mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi
dalam rekrutmen, mutasi dan promosi, serta menyusun code of
conduct bagi hakim. * Khusus untuk kewenangan terkait rekrutmen,
mutasi dan promosi hakim, rekomendasi dewan bersifat mengikat
bagi MA. Sementara, kewenangan pengawasan yang dijalankan
dewan meliputi pengawasan kualitas, integritas, dan etika hakim.*

Ketetapan MPR No X/MPR/1998 ditindaklanjuti dengan
upaya merevisi UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Pada tanggal 30 Juli 1999, RUU revisi itu telah disetujui
DPR kemudian diundangkan sebulan kemudian menjadi UU No. 35
Tahun1999. Pasal perubahan paling krusial adalah Pasal 11 dan Pasal
11A. Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Badan-badan peradilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan

41 Ringkasan eksekutif, Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian
Pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Fungsi-Fungsi
Yudikatif dari Eksekutif, Jakarta, 4 Juni 1999, him. 5.

42 Ibid, him. 9.
43 Ibid, him. 54.

a4 Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan Tap MPR Nomor
X/MPR/1998 berkaitan dengan Fungsi-Fungsi Yudikatif dari Eksekutif, Jakarta,
4 Juni 1999.

45 Ibid, him. 54.
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finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sementara,
Pasal 11A menetapkan jangka waktu pengalihan kewenangan itu
yakni lima tahun, kecuali untuk pengadilan agama.*

Pada bagian penjelasan dipaparkan bahwa pengalihan
kewenangan ini dilakukan karena pembinaan lembaga peradilan
yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi
peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses
peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif
pada proses peradilan.*

Pengesahan UU No. 35 Tahun 1999 ini sempat diprotes oleh
kalangan LSM. YLBHI dan LelIP menyoroti proses pembahasan
di DPR yang terkesan terburu-buru hingga tidak memberikan
kesempatan kepada publik untuk memberi masukan. Melihat
substansi RUU yang hanya menitikberatkan pada penyatuan
atap, YLBHI dan LelP khawatir akan terjadi monopoli kekuasaan
dan membuka kemungkinan besar bagi abuse of power oleh MA.
Makanya, kedua LSM ini mengusulkan pembentukan sebuah komite
independen yang terdiri dari hakim senior, advokat, akademisi, dan
wakil pemerintah. Mereka bertanggung jawab kepada DPR.*

Apayangdiinginkan YLBHI dan LeIP sebenarnya diakomodir
dalam RUU yang kemudian resmi menjadi UU Perubahan atas
UU No. 14 Tahun 1970. Tetapi, komite independen yang diberi
nama DKH itu hanya tercantum pada bagian penjelasan. Persis
seperti bunyi rekomendasi Tim Kerja Terpadu, penjelasan UU
Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan DKH perlu
dibentuk dalam rangka menciptakan checks and balances terhadap
lembaga peradilan. Kewenangan yang akan diberikan kepada
dewan ini pun sama dengan rekomendasi Tim Kerja Terpadu yakni

46 UU Nomor 35 Tahun 1999, diunduh dari situs http://www. bpkp. go. id/unit/
hukum/uu/1999/35-99. pdf, diakses pada 20 Juni 2010, jam. 12. 34.

47 Ibid, (penjelasan).

48 Majalah Forum Keadilan edisi 2 Agustus 1999, diunduh dari http://www. indo-
news. com/, diakses pada 12 Juni 2010, jam. 11. 45.
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mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai
perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik
(code of conduct) bagi para hakim. Hanya saja, tidak diuraikan dalam
penjelasan, komposisi keanggotaan dewan.*

Diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 1999, penyatuan
atap akhirnya terwujud. Ditandai dengan diundangkannya UU
Kekuasaan Kehakiman yang baru, UU No. 4 Tahun 2004, secara
bertahap pengelolaan empat lingkungan peradilan beralih ke MA.
Peralihan ini juga diikuti dengan terbitnya beberapa UU perubahan
seperti UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5
Tahun 1986 tentang Pengadilan Tatat Usaha Negara atau UU No. 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama.

Selain soal penyatuan atap, UU No. 4 Tahun 2004 juga
menandakan KY naik “derajat”. Dibandingkan UU No. 35 Tahun
1999 yang hanya ditempatkan di bagian penjelasan, KY kini diatur
dalam batang tubuh UU No. 4 Tahun 2004, yakni Pasal 34 ayat (1)
dan (3). Rumusannya memang masih sangat sederhana karena
praktis hanya mengadopsi rumusan Pasal 24B UUD 1945 hasil
amandemen tahun 2001. Namun begitu, UU No. 4 Tahun 2004 bisa
dikatakan sebagai UU pertama yang menegaskan ulang amanat
Konstitusi hasil amandemen tentang keberadaan KY pada bagian
batang tubuh.

Sekitar delapan bulan setelah diundangkannya UU No.
4 Tahun 2004, tepatnya 13 Agustus 2004, UU KY lahir. Dasar
pembentukan UU KY sekali kali lagi sangat terkait dengan dampak
dari penyatuan atap. Raison D’etre adalah lagi-lagi kekhawatiran
kewenangan MA akan sangat besar pasca penyatuan. Kekhawatiran
ini di antaranya diungkapkan juru bicara Fraksi PPP saat rapat
paripurna DPR pengesahan RUU KY sebagai RUU usul inisiatif
DPR. Fraksi PPP menyatakan adanya KY menunjukkan betapa kita
melihat bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari

49 Ibid, (penjelasan).
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campur tangan lembaga lain, rawan disalahgunakan oleh hakim
pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga diperlukan pengawasan
yang efektif untuk menjaga perilaku hakim itu sendiri.”

Dalam kesempatan rapat yang berbeda, Fraksi PDIP
menyatakan beban tugas yang begitu besar ternyata membawa
implikasi negatif bagi penegakan hukum baik itu bobot putusan
maupun mental attitude dan sikap pribadi para hakim agung,
sehingga muncul dorongan pembentukan KY.*!

Dalam Bab I Umum penjelasan RUU KY juga ditegaskan
bahwa diberikannya kewenangan pembinaan dan pengawasan
lembaga peradilan ke MA ternyata justru membuka kelemahan-
kelemahan yang ada pada lembaga tersebut. Kelemahan yang ada
pada struktur organisasi, pola kerja, dan personal menyebabkan
kinerja MA tidak efektif karena jumlah, kemampuan, moralitas dan
integritas beberapa hakim agung dan staf pendukungnya kurang
memadai.”

Pembahasan mengenai keterkaitan KY dengan penyatuan
atap pengelolaan pengadilan juga sempat muncul dalam proses
amandemen UUD 1945. Ketika itu, dalam sidang pleno PAH I
MPR, Hamdan Zoelva dari Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan
kebutuhan adanya KY dalam rangka mengimbangi pengawasan
internal yang dilaksanakan oleh “Inspektorat Jenderal” MA.

Pasca penyatuan atap, fungsi pengawasan yang dijalankan
Inspektorat Jendral Departemen Kehakiman memang turut beralih
ke MA. Konsekuensinya, MA harus mengadakan “inspektorat
jenderal” sendiri. Masalahnya, kata Hamdan Zoelva, pengawasan
internal diragukan mampu menghasilkan keputusan yang tidak
memihak korps hakim. Maka dariitu, diperlukan komisiindependen

50 Proses pembahasan RUU tentang Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal DPR Rl,
2005, him. 33.

51 Ibid, him. 359.
52 Ibid, him. 53.
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yang kedudukannya tidak di internal MA.>

Dari paparan di atas terlihat bahwa ide pembentukan
KY merupakan satu “paket” dengan kekhawatiran munculnya
monopoli kekuasaan kehakiman yang salah satu penyebabnya
adalah penyatuan atap. Ide KY seringkali diposisikan dalam
kerangka mekanisme checks and balances yang berarti fungsi hakiki
KY sebenarnyaadalah sebagai alat kontrol (checks) dan penyeimbang
(balances) kekuasaan kehakiman yang menjelma begitu besar ketika
dialihkan sepenuhnya kepada MA (satu atap).

Pemahamanini kemudian diralatataulebih tepatnya mungkin
diluruskan oleh MK. Dalam putusan Nomor 005/PUU-IV /2006, MK
menyatakan prinsip checks and balances dalam praktik memang sering
dipahami secara tidak tepat. Salah satu contohnya, perspektif yang
digunakan Pasal 24B dalam hubungannya dengan Pasal 24 A UUD
1945 bahwa KY dalam rangka mengimbangi dan mengendalikan
kekuasaan kehakiman oleh MA.

Menurut MK, “original intent” perumusan suatu norma dalam
UUD pun dapat didasarkan atas pengertian yang keliru tentang
sesuatu pengertian tertentu. Kekeliruan ini terulang kembali dalam
Penjelasan Umum UU KY. Atas nama “the sole judicial interpreter of
the constitution”, MK merasa berkewajiban meluruskan pemahaman
yang kurang tepat ini.

D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Begitu MPPH gagal diakomodir dalam UU Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, ide pembentukan lembaga eksternal
dengan kewenangan terkait rekrutmen hakim/hakim agung
serta pengawasan praktis tenggelam selama hampir 30 tahun. Ide
ini kembali hidup bersamaan dengan dimulainya era reformasi
yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru pimpinan

53 Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI
Tahun 2001, him. 38-39.
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(Alm) Soeharto. Ketika itu, salah satu tuntutan reformasi yang
didengungkan publik adalah reformasi lembaga peradilan. Di
antara banyak masalah di lembaga peradilan yang mendapat
sorotan publik adalah integritas hakim yang begitu rendah sehingga
menyuburkan praktik mafia peradilan (judicial corruption).*

Banyak kalangan berpendapat mafia peradilan terjadi
karena sistem rekrutmen dan pengawasan yang buruk sehingga
menciptakan individu-individu hakim dengan integritas rendah.
MA selaku tampuk kekuasaan kehakiman -pasca penyatuan atap-
sebenarnya telah memiliki sistem rekrutmen dan pengawasan yang
telah eksis puluhan tuhun lamanya. Namun, publik kadung tidak
percaya pada sistem internal, khususnya terkait pengawasan dan
pendisiplan yang dinilai sarat dengan nuansa esprit de corps atau
solidaritas korps kehakiman. Alih-alih diawasi atau ditindak, hakim
yang bermasalah justru dibela. Akibatnya, sistem pengawasan
internal menjadi tidak efektif.®

Berangkat dari kondisi ini, wacana pembentukan lembaga
eksternal dengan kewenangan rekrutmen dan pengawasan pun
kembali menguat. Begitu kuatnya sehingga wacana ini diserap oleh
Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian dan Pelaksanaan TAP MPR
No X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan
dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional
sebagai Haluan Negara. Tim merekomendasikan agar segera
dibentuk DKH yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku
hakim, memberi rekomendasi yang mengikat mengenai promosi,

54 “Membangun Komitmen Multi Pihak Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan
yang Mandiri, Profesional dan Berwibawa”, Busyro Muqoddas, disampaikan
dalam Seminar dan Lokakarya di Komisi Peradilan Perdamaian dan Keutuhan
Lingkungan Hidup Keuskupan Maumere, 10 November 2006, hal 2. Diunduh
dari http://www. komisiyudisial. go. id, diakses pada 3 September 2010, jam.
9. 30.

55 Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial,
Mahkamah Agung, Cetakan Kedua, Jakarta, 2004, him. 52.
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mutasi, dan rekrutmen serta menyusun code of conduct.®

Tim Kerja Terpadu juga merekomendasikan agar DKH diberi
tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim;

2. Merekomendasikan gelar, tandajasa, tanda kehormatan
kepada hakim;

3. Memberikan pelayanan informasi tentang perilaku
hakim yang diperkenankan atau tidak berdasarkan
uy;

4. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada

MA dan lembaga lain dalam rangka menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.

Rekomendasi Tim Kerja Terpadu sempat kembali disinggung
oleh Menteri Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan/
Pendayagunaan Aparatur Negara Ir Hartarto di hadapan Rapat
Paripurna DPR saat menyampaikan Keterangan pemerintah
mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.”
Sayang, gagasan DKH hanya sempat disinggung dalam pembahasan
RUU yang berjalan cukup singkat ini.”® Naskah akhir RUU tentang
Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman “maksimal” hanya menempatkan
gagasan Dewan Kehormatan Hakim dalam bab penjelasan.

56 A Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, him. 171

57 Departemen Kehakiman RI, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat
Paripurna DPR Rl mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 12 Juli 2009,
him. 6.

58 RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman resmi diajukan ke DPR melalui Amanat
Presiden No R. 29/PU/VI/1999 tanggal 9 Juni 1999. Belum genap dua bulan,
tepatnya 30 Juli 1999, RUU disetujui melalui Rapat Paripurna DPR.
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DKH disinggung dalam Bab I penjelasan UU No. 35 Tahun
1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970. Salah satu
paragraf tertulis:

Untuk menciptakan checks and balances terhadap lembaga
peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan
pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan
oleh masyaraskat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim
yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan
rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi
Llaiim serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para
akim.

Hasil “setengah hati” UU No. 35 Tahun 1999 sebenarnya
dapat dipahami mengingat misi utama yang diusung di balik
pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Sebagaimana disampaikan Ir Hartarto di hadapan Rapat Paripurna
DPR, yakni dalam rangka pelaksanaan amanat Tap MPR No X/
MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam
Rangka Penyelematan dan Normalisasi Kehidupan Nasional
sebagai Haluan Negara.”

Salah satu amanat itu adalah pemisahan yang tegas antara
fungsi eksekutif dan yudikatif. Tujuanakhirnya adalah mewujudkan
kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini diyakini sejumlah
kalangan khususnya warga pengadilan, hanya akan dapat tercapai
jika pengelolaan peradilan diserahkan sepenuhnya kepada internal
pengadilan atau dengan kata lain penyatuan atap. Makanya tidak
heran jika perubahan yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun
1999 terfokus pada Pasal 11 yang mengatur tentang aspek-aspek
organisatoris, administratif, dan finasial badan-badan peradilan.®

59 Departemen Kehakiman RI, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat
Paripurna DPR Rl mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 12 Juli 2009,
him. 5.

60 Departemen Kehakiman RI, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat
Paripurna DPR Rl mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun
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Kegagalan UU No. 35 Tahun 1999 mengakomodir ide
pembentukan Dewan Kehormatan Hakim menuai kritik. Dalam
buku “Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman”,
KRHN-ICEL-LelP memberikan catatan atas RUU perubahan atas
UU No. 14 Tahun 1970. Ketiga LSM ini menyatakan pemerintah
yang diwakili Menteri Kehakiman Muladi dan DPR sebenarnya
menangkap kekhawatiran masyarakat tentang implikasi monopoly
of power tanpa adanya kontrol yang jelas.

Dalam penjelasan umum RUU, tertulis “perlunya pembentukan
Dewan Kehormatan Hakim vyang mengawasi perilaku hakim, dan
memberikan rekomendasi bagi perekrutan, promosi, mutasi, dan
menyusun kode etik”. Hal ini ditujukan untuk mencegah abuse of
power. Namun, karena hanya tercantum di penjelasan, KRHN-ICEL-
LelP menyatakan rumusan tersebut tidak berkekuatan hukum dan
enforceable. Makanya, perlu dipertegas dalam perubahan UU No 14
Tahun 1985 tentang MA.*

Penyebutan DKH kembali tercantum dalam UU No. 25 Tahun
2000 tentang Propenas 2000-2004. UU No. 25 Tahun 2000 adalah
UU yang pertama kali secara resmi menggunakan istilah KY.
Hal tersebut termaktub dalam Program Pemberdayaan Lembaga
Peradilan yang salah satu kegiatan utamanya adalah “membentuk
Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan
fungsi pengawasan”. Dengan menggunakan kata sambung “atau”,
UU No. 25 Tahun 2000 sepertinya hendak menyodorkan alternatif
nama selain DKH. Sementara, konsep lembaganya sendiri kurang
lebih masih sama yakni sebagai lembaga yang bersifat independen
dengan susunan keanggotaannya dipilih dari orang-orang yang
memiliki integritas yang teruji.*

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 12 Juli 2009,
him. 8.

61 KRHN, ICEL, dan LelP, Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan
Kehakiman, ICEL dan LelP, Jakarta, 2000, hlm. 73-75.

62 Ibid, him. 166.
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Selanjutnya, DKH masuk dalam pembahasan amandemen
UUD 1945, khususnya terkait bab kekuasaan kehakiman. Pada
tahap ini, nomenklatur lembaga eksternal dengan sejumlah
kewenangan rekrutmen dan pengawasan memang masih beragam.
Masing-masing anggota PAH I MPR maupun pihak terkait yang
dilibatkan dalam pembahasan menyodorkan sejumlah nama seperti
judicial committee, KY -terkadang diusulkan dengan nama Komisi
Yudisial -, Dewan Pengawas Judisial dan Dewan Kehormatan
Hakim. Berdasarkan risalah pembahasan amandemen, nama
“Dewan Kehormatan Hakim” bisa dikatakan yang paling populer
diusulkan, bahkan dibandingkan “Komisi Yudisial” sekalipun.
Para pihak yang terlibat dalam pembahasan amandemen bisa jadi
lebih akrab dengan istilah “Dewan Kehormatan Hakim” yang
sebelumnya berulang kali disebut dalam UU No. 35 Tahun 1999,
UU No. 25 Tahun 2004, atau Laporan Tim Kerja Terpadu.

Yang menarik adalah ketika pembahasan amandemen UUD
1945 sempat menggunakan istilah “Dewan Kehormatan Hakim”
dan “Komisi Yudisial” secara bersamaan. Anggota PAH I MPR dari
Fraksi Partai Golkar TM Nurlif mengemukakan bahwa:

untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari
pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan pihak
manapun maka proses rekrutmen dan Eengangkatan hakim
agung haruslah sungguh memperhatikan integritas moral
keahlian dan kecakapannya yang dilakukan oleh komisi
yudisial yang terdiri dari mantan hakim, akademisi, tokoh
masyarakat dan tokoh agama. Dan untuk menegakkan
kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim
dibentuk dewan kehormatan hakim sehingga checks and
balances dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu

sendiri...%

Usulan TM Nurlif diulangi oleh Hamdan Zoelva dari Fraksi
PBB. Hamdan mengatakan KY dibentuk dengan wewenang
untuk mengusulkan hakim agung serta melakukan penilaian dan

63 Buku Kedua lJilid 3 C, Risalah Rapat BP PAH | Sidang Tahunan MPR 2000,
him.746.
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memberikan rekomendasi baik atas promosi maupun pemindahan
terhadap hakim-hakim. Disamping itu untuk menegakkan
kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para
hakim dibentuk dewankehormatanhakim.® Senada, AgunGunanjar
dari Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan dua lembaga eksternal
berbeda. KY, menurut Agun, diberi kewenangan pengangkatan
dan pemberhentian hakim agung. Sementara, Dewan Kehormatan
Hakim melakukan kontrol dalam rangka menegakkan kehormatan
dan menjaga keutuhan martabat.®

Usulan TM Nurlif, Hamdan Zoelva, dan Agun Gunanjar
sempat diakomodir dalam bentuk draf pasal-pasal pada Bab
Kekuasaan kehakiman. Dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000
tentang Penugasan BP untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan
UUD 1945, tercantum draf perubahan mengenai kekuasaan
kehakiman, khususnya terkait KY yaitu:

Pasal 24B

1. Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Komisi Yudisial.

2. Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang susunan,
kedudukan dan keanggotaanya diatur dengan undang-
undang.

3. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh
Hakim Agung.

Pasal 25A

Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran
martabat dan perilaku para hakim dibentuk Dewan
Kehormatan Hakim.

Merujuk pada proses pembahasan amandemen UUD 1945
dan sumber-sumber lain, konsep lembaga eksternal dengan nama

64 Ibid, him. 778.
65 Buku Ketiga, Jilid 10, Risalah Rapat Komisi A, Sidang Tahunan 2000, him. 326.
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DKH terlihat mengalami pergeseran. Awalnya, konsep yang
diusulkan DKH menjalankan kewenangan yang lebih luas seperti
KY yang eksis saat ini. Tidak semata pengawasan, DKH juga
diusulkan memiliki kewenangan pengangkatan hakim agung atau
bahkan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim dan
merekomendasikan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan kepada
hakim sebagaimana diusulkan Tim Kerja Terpadu.

Konsep tersebut mulai mengalami “penyempitan” ketika
dalam proses pembahasan amandemen UUD 1945, sejumlah
pengusul mengkombinasikan ide DKH dengan KY. Kewenangan
DKH oleh pengusul dititikberatkan hanya pada hal-hal yang bersifat
pengawasan dengan rumusan “Untuk menegakkan kehormatan dan
menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim”. Rumusan ini
kurang lebih mirip dengan kewenangan kedua KY yang diatur
dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945. Kesepakatan akhirnya
sebagaimana diketahui bersama, istilah DKH batal digunakan.
Perumus amandemen UUD 1945 memutuskan untuk menggunakan
istilah “Komisi Yudisial” yang juga menjalankan kewenangan yang
awalnya dirancang untuk DKH.

E. Komisi Yudisial dalam Konsepsi Civil Society

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan perhatian
dengan menyusun konsepsi KY sebelum Amandemen Ke-tiga UUD
1945. Salah satunya yang diintrodusir oleh Konsorsium Reformasi
Hukum Nasional (KRHN), Indonesian Center for Evironmental
Law (ICEL) dan Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi
Peradilan (LeIP). Dalam buku “Position Paper: Menuju Independensi
Kekuasaan Kehakiman”, ketiga lembaga mencoba melakukan kajian
ketatanegaraan terhadap independensi kekuasaan kehakiman.
Salah satu metodenya, dengan melakukan perbandingan konstitusi
negara lain.

Kesimpulan yang diperoleh, KRHN dkk menyatakan dalam
konstitusi selalu terlihat adanya pengaturan yang melibatkan
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kekuasaan eksekutif dan/atau legislatif dalam kekuasaan
yudikatif. Independensi kekuasaan kehakiman tidak selalu berarti
bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh memiliki relasi apapun
dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Asumsi awal terhadap
independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan tersebut
harus terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya.

Hal ini harus dibedakan dengan adanya lembaga lain yang
mungkin diperlukan untuk dapat menyelenggarakan fungsi
kekuasaan kehakiman, seperti adanya mekanisme ketatanegaraan
formal yang dapat melibatkan eksekutif atau yudikatif dalam
pengangkatan hakim.®

Salah satu konstitusi negara lain yang dijadikan komparasi
adalah Perancis, di mana diatur bahwa presiden harus menjamin
independensikekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya.
Untuk itu, presiden dibantu oleh High Council of the Judiciary, yang
memiliki dua fungsi yaitu: (1) sebagai lembaga rekrutmen hakim;
(2) sebagai lembaga pengawasan hakim (disciplinary council for
judges). High Council of Judiciary diketuai oleh presiden, sedangkan
wakilnya adalah menteri kehakiman.®”

Selain perbandingan, KRHN dkk juga mengutip sejumlah
norma internasional, seperti International Bar Association (IBA)
Standards dan Beijing Statement bahwa lembaga eksekutif dan
legislatif tidak dilarang berperan dalam perekrutan hakim
dengan syarat-syarat tertentu. Keterlibatan eksekutif dan legislatif
diperkenankan selama pengangkatan hakim tetap dilaksanakan
oleh judicial body yang komposisinya dominan dari kalangan hakim
dan profesi hukum lainnya. Spesifik, Beijing Statement menyebutkan
bahwa sejumlah negara telah menerapkan sistem rekrutmen hakim
dilakukan oleh Judicial Services Commission.%

66 KRHN, ICEL, dan LelP, Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan
Kehakiman, ICEL dan LelP, Jakarta, 2000, him. 28.

67 Ibid, him. 26.

68 Ibid, him. 39.
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Untuk itu, KRHN dkk dalam rekomendasinya menggagas
sistem rekrutmen hakim agung dipilih oleh DPR atas usul
Komisi Independen yang komposisinya terdiri dari wakil MA,
pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pemilihan pimpinan MA juga bisa dilakukan dengan sistem ini
atau alternatifnya dipilih oleh dan dari para hakim agung sendiri.’
Desain Komisi Independen usulan LSM hampir mirip dengan
MPPH, khususnya terkait kewenangan dan komposisi.

Berikut secara lengkap konsep Komisi Independen yang
ditawarkan KRHN dkk adalah:”

1.
2.

Komisi dibentuk dengan undang-undang.

Komposisi keanggotaannya terdiri dari wakil MA (3
orang), hakim (1 orang), pemerintah (1 orang), akademisi
(2 orang), dan pengacara (2 orang).

Kewenangan Komisi antara lain:

1.

Merekomendasikan calon hakim agung dan pimpinan
MA untuk dipilih oleh DPR;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
hakim agung dan pimpinan MA, khususnya terkait
kewenangan memutus perkara, serta pengawasan
terhadap aspek teknis yudisial, administrasi, organisasi,
dan keuangan pengadilan di bawahnya;

Melakukan penindakan yang bersifat administratif bukan
pemberhentian terhadap hakim agung dan pimpinan
MA;

Memberikan pertimbangan kepada MA dalam hal
pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat
pertama dan banding.

Komisi bertanggung jawab kepada DPR.

69 Ibid, him. 41.
70 Ibid, him. 44,
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Dalam konteks hubungan kelembagaan antara Komisi
Independen Pusat dengan MA, KRHN dkk mengusulkan agar
Komisi melaksanakan fungsi pendisiplinan terhadap hakim agung
dan pimpinan MA berdasarkan peraturan perundang-undangan,
seperti UU No. 14 Tahun 1985 yaitu bila hakim agung atau
pimpinan MA dipidana, melakukan perbuatan tercela, melalaikan
kewajibannya terus menerus, melanggar sumpah jabatan/janji.

Dengan begitu, MA tetap dapat menjalankan fungsi
pengawasan secara internal berdasarkan kode etik hakim.”
Pengawasan dan penindakan hakim pada pengadilan tingkat
pertama dan banding dilakukan oleh MA. Jika ada pemberhentian,
MA harus mendengarkan pertimbangan Majelis Kehormatan
Hakim (MKH) yang proses dan hasilnya dibuka ke publik.

Lalu, jika terjadi pelanggaran undang-undang oleh Hakim
Agung, komisi menggelar sidang untuk menghasilkan keputusan
dengan dua alternatif: (1) jika keputusannya adalah sanksi bukan
pemberhentian, maka komisi melaksanakan putusan itu sendiri;
(2) jika keputusannya sanksi pemberhentian, pelaksanaannya oleh
DPR melalui mekanisme impeachment berdasarkan rekomendasi
Komisi.”? Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, proses di
Komisi serta hasil keputusannya dibuka ke publik.”

Dalam rekomendasi akhirnya, KRHN dkk mengusulkan
agar perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1985 mengakomodir
keberadaan Komisi Independen yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan pimpinan MA: melakukan
pengawasan serta penindakan (administratif selain pemberhentian)
terhadap hakim agung dan pimpinan MA; memberi pertimbangan
kepada MA dalam hal pengangkatan ketua dan wakil ketua
pengadilan tingkat pertama dan banding; menindaklanjuti
keputusan Majelis Kehormatan atas pelanggaran kode etik yang

71 Ibid, him. 45.
72 Ibid, him. 47.
73 Ibid, him. 48.
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dilakukan hakim agung dan pimpinan MA.

Setelah buku “Menuju Independesi Kekuasaan Kehakiman”,
LelP minus KRHN dan ICEL, kembali menawarkan konsep komisi
independendengannomenklaturspesifik “Komisi Yudisial”. Konsep
ini dituangkan dalam RUU MA yang penyusunannya dilandasi
pemikiran bahwa penyatuan atap yang telah diakomodir dalam UU
No. 35 Tahun 1999 harus dibarengi dengan perbaikan UU terkait
lainnya, termasuk UU No. 14 Tahun 1985. Perbaikan ini bertujuan
untuk menjamin adanya kontrol yang efektif terhadap MA yang
berpotensi melakukan abuse of power mengingat kewenangannya
begitu besar pasca penyatuan atap.”

KeberadaanKY dalam RUUMA inimemangbukanyangutama.
Namun, LeIlP menempatkan KY sebagai bagian dari perwujudan
prinsip utama yang diusung dalam RUU ini yakni independensi
dan tidak memihak. Menurut LelP, prinsip independensi dan tidak
memihak salah satunya diwujudkan dengan memberi kewenangan
kepada KY yang berwenang merekomendasikan pengangkatan
calon hakim agung dengan membuka partisipasi masyarakat, untuk
kemudian dipilih oleh DPR. Komposisi keanggotaan KY diusulkan
LelP terdiri dari mantan hakim agung, advokat, akademisi, serta
unsur lain yang non partisan.”

Pada prinsip lain yakni akuntabilitas, menurut LelP,
keberadaan KY juga diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan
kekuasaan MA, selain dalam hal teknis yudisial. Pengawasan ini
dijalankan dengan cara menerima dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat serta melakukan pengawasan aktif terhadap hakim
agung dan MA secara lembaga.”

Dalam batang tubuh RUU MA, pengaturan mengenai KY
ditempatkan LelP pada Bab V yang terdiri dari 13 pasal, dan 24 ayat.

74 “Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung, LelP, Jakarta, Maret, 2000,
him. iii.

75 Ibid, him. iv.
76 Ibid, him. v.
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Dibagianawal, Pasal 55, LeIP menjelaskan status dan kedudukan KY
yakni komisi mandiri di lingkungan MA yang mempunyai fungsi
untuk memberikan usulan kepada DPR mengenai pengangkatan
dan pemberhentian serta melakukan pengawasan terhadap hakim
agung. KY berkedudukan di Jakarta. Komposisi struktur KY
terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil), anggota, dan Sekretaris
Jenderal.””

LeIlP mengusulkanKY terdiri dari sembilan orang yang berasal
dari unsur mantan hakim agung (3 orang), advokat (2 orang), tokoh
masyarakat dan/atau agama (2 orang), dan akademisi (2 orang).
Mereka diangkat oleh DPR yang proses pemilihannya melibatkan
masyarakat. Pimpinan dan anggota KY menjabat selama tiga tahun
dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
Kewenangan pemberhentian juga diserahkan kepada DPR.7

LelP mengusulkan KY diberi tugas dan wewenang di
antaranya mengumumkan usulan nama calon hakim agung yang
disertai dengan alasannya. Setelah itu, KY memberikan rekomendasi
nama-nama calon hakim agung kepada DPR. Selain pengangkatan
hakim agung, KY juga memiliki tugas dan wewenang melakukan
pengawasan perilaku hakim serta pelaksanaan tugas dan
kewenangan MA. Dalam rangka itu, KY juga berwenang menerima
dan memeriksa laporan/pengaduan masyarakat. Lalu, KY berhak
memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan. Apabila
terlapor/teradu tidak memenuhi panggilan, KY dapat meminta
bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. Output
akhir kinerja pengawasan KY adalah rekomendasi pemberhentian
apabila hakim agung vyang dilaporkan/diadukan terbukti
bersalah.”

77 Ibid, him. 18.
78 Ibid, him. 19.
79 Ibid, him. 20.
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BAB III
PELEMBAGAAN
KOMISI YUDISIAL RI

A. Komisi Yudisial dalam Pembahasan Perubahan
UUD 1945

1. Pendahuluan

Gerakan reformasi menemukan jalan konkret menuju
perubahan di segala bidang ditandai dengan turunnya Presiden
Soeharto dari jabatannya dan melimpahkan jabatannya kepada
Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie untuk
menjadiPresiden RIpada21Mei1998. Gerakanreformasimerupakan
suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik
secara konstitusional yang didukung oleh mahasiswa dengan
demonstrasi besar-besaran. Gerakan ini lahir sebagai jawaban
atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan: krisis politik,
ekonomi, hukum, dan krisis sosial. Bahkan, krisis kepercayaan
telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Oleh karena
itu, reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak bisa ditawar-
tawar lagi, sehingga hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung
sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.** Dan pada era ini aspirasi
dan tuntutan masyarakat tentang perubahan mendasar dalam

80 B. R. Pudya, Timbulnya Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, http://
www.scribd.com/doc/13630455/Timbulnya-Gerakan-Reformasi-1998-Di-
Indonesiabrp (diunduh 10 Desember 2011 pukul 22:35 WIB).
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kehidupan berbangsa dan bernegara terus berkembang. Enam
Agenda Reformasi yang diserukan mahasiswa adalah:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya;

Laksanakan amandemen UUD 1945;
Penghapusan Dwi Fungsi ABRI;

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya;

Tegakkan supremasi hukum;

ARSI

Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Langkah-langkah penting yang diambil pada masa
pemerintahan  Presiden BJ Habibie dalam melanjutkan
kepemimpinan Soeharto, antara lain: membuka kebebasan pers;
membentuk tiga UU paket politik (UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum,
dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/
MPR); memberikan kesempatan masyarakat untuk mendirikan
partai politik sehingga terbentuk 141 partai politik; mempercepat
penyelenggaraan pemilu yang terjadi pada 7 Juni 1999 dan diikuti
partai politik peserta pemilu sebanyak 48 (empat puluh delapan)
partai politik untuk memperebutkan 500 kursi DPR; serta melakukan
perubahan beberapa Ketetapan MPR RI tentang berbagai hal.

Pemilu 1999 tersebut selanjutnya menghasilkan 21 (dua
puluh satu) partai politik yang menempatkan wakil-wakilnya
di parlemen sebagai Anggota DPR sekaligus sebagai Anggota
MPR. Partai-partai politik tersebut antara lain: Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Partai Golongan Karya (P
Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan beberapa partai
politik lainnya yang mendapat kursi sedikit.

Selain 500 orang anggota DPR yang terjaring melalui pemilu
1999, yang diangkat menjadi Anggota MPR pada masa itu berasal
dari Utusan Daerah (UD) sebanyak 135 orang, yaitu 5 (lima) orang
dari setiap Daerah Tingkat I, dan Utusan Golongan (UG) sebanyak
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65 orang, sehingga keseluruhan Anggota MPR berjumlah 700 orang.
Setelah terpilih dan dilantiknya Anggota MPR periode 1999-2004,
pada tanggal 1-3 Oktober dilaksanakan Sidang Umum MPR RI
tahap pertama. Pada sidang tersebut menghasilkan Fraksi-Fraksi
MPR sebanyak 11 (sebelas) fraksi dan terbentuk Badan Pekerja (BP)
MPR sebagai alat kelengkapan majelis. Fraksi MPR yang terbentuk

adalah:
1.

10.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI
Perjuangan), dengan jumlah anggota 185 orang;

Fraksi Partai Golkar (F-PG), dengan jumlah anggota
182 orang;

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) , dengan
jumlah anggota 69 orang;

Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB berasal dari Partai
Kebangkitan Bangsa) , dengan jumlah anggota 58
orang;

Fraksi Reformasi (F-Reformasi, terdiri atas Partai
Amanat Nasional dan Partai Keadilan) , dengan jumlah
anggota 48 orang;

Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) , dengan jumlah
anggota 14 orang;

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI, yang
merupakan gabungan dari beberapa partai politik,
yaitu PDI, IPKI, PNI-MM, PKP, PP, dan PKD) , dengan
jumlah anggota 14 orang;

Fraksi Perserikatan Daulat Ummat (F-PDU, yaitu
gabungan dari PNU, PKU, PP Masyumi, PDR, dan
PSII) , dengan jumlah anggota 9 orang;

Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB) ,
dengan jumlah anggota 5 orang;

Fraksi Utusan Golongan ( F-UG), dengan jumlah
anggota 70 orang; serta
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11.  Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara
RI (F-TNI/Polri), dengan jumlah anggota 38 orang.®'

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu BP MPR RI
membentuk 3 (tiga) Panitia Ad Hoc (PAH) sebagai alat kelengkapan
BP MPR . Ketiga PAH tersebut adalah:

1. PAH 1 bertugas mempersiapkan naskah materi
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN);

2. PAH II bertugas mempersiapkan Rancangan Ketetapan
MPR RI tentang GBHN, Rancangan Ketetapan MPR
non GBHN, dan Rancangan Keputusan MPR RI tentang
Jadwal Acara Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999;
dan

3. PAH III bertugas mempersiapkan ketetapan MPR
tentang Amendemen UUD 1945.%2

Tugas PAH III berupa Amendemen atau Perubahan UUD
1945 merupakan respon atas aspirasi tuntutan reformasi yang
digaungkan oleh rakyat Indonesia, terutama oleh para mahasiswa.
Aspirasi perubahan UUD 1945 sesungguhnya sudah muncul sejak
era orde baru, namun aspirasi perubahan tersebut selalu gagal
karena penguasa orde baru melakukan “sakralisasi” terhadap
UUD 1945. Tumbangnya kekuasaan orde baru pada 21 Mei 1998
adalah momentum untuk melaksanakan gagasan perubahan
UUD 1945 tersebut. Amendemen konstitusi ini dinilai oleh rakyat
Indonesia sebagai pintu masuk terjadinya perubahan mendasar
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan resmi rencana perubahan UUD 1945 disampaikan
oleh Presiden Habibie terkait keinginan tentang pemilihan presiden
secara langsung. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Presiden
Habibie membentuk “Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat

81 Pimpinan MPR RI, Jejak Langkah MPR dalam Era Reformasi: Gambaran Singkat
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MPR Rl Periode 1999-2004, Sekretariat
MPR RI. him. 12.

82 Ibid, him. 13.
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Madani” melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 198 Tahun
1998, yang diubah dengan Kepres Nomor 41 Tahun 1999, dan
diubah lagi dengan Kepres Nomor 102 Tahun 1999.

Tugas pokok “Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat
Madani” adalah:

1. Menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi,
politik, hukum, sosial dan kebudayaan serta perkiraan
dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan
bangsa.

2. Melakukan telaah dan  pengkajian terhadap
perkembangan global jangka menengah dan panjang
dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan
budaya serta berbagai peluang dan dampak terhadap
kepentingan nasional.

3. Menyusun makalah (konsepsi) kebijakan (policy papers)
tentang perkiraan arah perkembangan transformasi
tersebut untuk disampaikan kepada presiden.

4.  Merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang
upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju
masyarakat madani.®®

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh kelompok Reformasi
Hukum dan Perundang-undangan “Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani” disimpulkan bahwa UUD 1945
perlu diamendemen. Adapun beberapa alasan usulan perubahan
UUD 1945 dalam SU MPR itu diterima antara lain: Pertama,
sebelum diamendemen, UUD 1945 menempatkan posisi kekuasaan
presiden yang sangat kuat (executive heavy), sehingga menghasilkan
pemerintahan yang terpusat (sentralistik) dan mendorong terjadinya
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); Kedua, terjadi lonjakan
harapan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan

83 Keppres Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani.
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tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada sistem
negara/pemerintah yang demokratis; Ketiga, mempertimbangkan
kembali pernyataan pendiri bangsa yang mengatakan bahwa pada
masa pembentukan UUD 1945, berada dalam suasana perang
kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan masih ada
ancaman-ancaman dari penjajah atau bekas penjajah yang mau
kembali menjajah, sehingga dalam pembentukan UUD pada waktu
itu cukup singkat Soekarno menyebut sebagai UUD kilat yang
bersifat sementara itu pada waktunya akan dibuat UUD yang lebih
lengkap dan komprehensif; dan Keempat, para ahli menyatakan
bahwa kerangka penyusunan konstitusi kita tersebut dianggap
tidak memenuhi kaidah-kaidah pembuatan konstitusi yang baik.®

Pada akhirnya, proses perubahan UUD 1945 berlangsung
selama empat tahap, yaitu tahap pertama pada 1999, tahap kedua
pada 2000, tahap ketiga pada 2001, dan tahap keempat pada 2002.
Dan salah satu hasil terpenting dari perubahan UUD 1945 tersebut
adalah ketentuan tentang KY masuk dalam Bab XI Kekuasaan
Kehakiman yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR pada
9 November 2001. Setelah terjadi perubahan Bab XI Kekuasaan
Kehakiman berbunyi:

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. ***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

84 Wawancara Akbar Tanjung, 15 September 2011..
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militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang. ***)

(2) Hakimagungharus memilikiintegritas dankepribadian
yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman
di bidang hukum. ***¥)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih
dari dan oleh hakim agung. ***)

(6) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya
diatur dengan undang-undang. **¥)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim. **¥)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum
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serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela. ***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat. ***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi
Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Rumusan ketentuan tentang KY tersebut bukanlah rumusan

ahistoris, yang tiba-tiba muncul. Rumusan tersebut lahir melalui
proses dan perdebatan yang cukup panjang dalam pembahasan
perubahan UUD 1945. Bahkan di luar persidangan para Anggota
MPR RI, berbagai kelompok masyarakat juga menyusun kajian dan
rumusan perubahan-perubahan untuk diusulkan kepada PAH I
MPR RI seperti yang dilakukan oleh Aliansi Strategis (LIPI-LSM-
Universitas) Kerjasama Hanns Seidel Foundation pada Agustus
2000. Forum Aliansi Strategis ini menyepakati bahwa dalam rangka
penegakan hukum dan pengembangan kekuasaan peradilan ini
perlu ditegaskan secara konstitusional.

KomisiYudisial, menurutAliansiStrategisini,dipandangperlu
untuk dikembangkan dan dikonstitusikan keberadaannya,
dan merupakan komisi yang bersifat independen, yang
dibentuk oleh DPR dan DPD yang disahkan oleh Presiden.

Selain berwenang memberikan masukan kepada Komisi
Bersama mengenai calon ketua dan Anggota Mahkamah
Konstitusi (MK), Komisi Yudisial ini berwenang mengawasi
dan menilai kinerja dan prestasi Hakim Agung, yang hasil
engawasannya disampaikan kepada R dan DPD.
elanjutnya berdasarkan keputusan DPR dan DPD itu,
Presiden akan memberhentikan Hakim-Hakim Agung.®®

Selainitu, Aliansi Strategis juga mengusulkan Draft Rumusan

Perubahan UUD 1945 Tahap II sebagai berikut.

85

Aliansi Strategis (LIPI-LSM-Universitas) kerjasama Hanns Seidel Foundation,
Prosiding Hasil Rapat Pokja & Semiloka Amandemen UUD 1945. (Malang:
Kompilasi A. Mukthie Fadjar, Agustus 2000), him. 19.
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BAB XII
KEKUASAAN PERADILAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 58

Kekuasaan peradilan adalah Kekuasaan yang bebas dan
tidak memihak serta terlepas dari pengaruh maupun
campur tangan kekuasaan-kekuasaan lainnya.

Kekuasaan peradilan meliputi proses penegakan
hukum yang terdiri dari kekuasaan kehakiman,
kekuasaan penuntutan, kekuasaan penyidikan dan
bantuan hukum.

Bagian Kedua
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 59
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi dan badan-badan
peradilan lain yang diatur dengan Undang-Undang.

Susunan, kedudukan dan jenis-jenis badan-badan
peradilan peradilan diatur dengan Undang-Undang,.

Pasal 60

Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan
perkara dalam tingkat kasasi serta mempunyai
kewenangan lain yang ditentukan dengan Undang-
Undang.

Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung dipilih oleh
Komisi Yudisial setelah mempertimbangkan masukan
dari masyarakat untuk selanjutnya disahkan oleh
Presiden.

Persyaratan untuk dipilih dan diberhentikan menjadi
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Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung diatur dengan
Undang-Undang.

Pasal 61
Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk:

melakukan hak uji materiil dan hak uji formil terhadap
semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD
dengan menggunakan stelsel aktif maupun stelsel
pasil.

memberikan interpretasi terhadap UUD.

memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi terhadap
perkara pembubaran partai politik.

memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi terhadap
kejahatan hak asasi manusia yang berat

mengadili sengketa kewenangan antara lembaga
negara, antara pemerintah pusat dengan daerah, dan
antar pemerintah daerah.

Pasal 62

Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan
tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi harus dicabut
oleh lembaga yang membuat peraturan perundang-
undangan tersebut.

Dalam hal terjadi kekosongan hukum, maka pencabutan
dilakukan bersama dengan dinyatakan berlakunya
peraturan perundang-undangan yang baru sebagai
pengganti.

Lembaga pembuat undang-undang diwajibkan untuk
membuat undang-undang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dengan batas waktu paling
lama 1 (satu) tahun.

Pembuat peraturan perundang-undangan dibawah
Undang-Undang diwajibkan untuk membuat peraturan
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perundang-undangan pengganti dengan batas waktu
paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 63

Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi dipilih oleh
Komisi Yudisial setelah mempertimbangkan masukan dari
masyarakat untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.

Pasal 64

Persyaratan untuk dipilih dan diberhentikan menjadi
Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi diatur dengan
Undang-Undang.

Bagian Ketiga
KEKUASAAN PENUNTUTAN

(1)  Kekuasaanpenuntutandalam perkara pidanadilakukan
oleh Kejaksaan sebagai lembaga negara yang mandiri.

(2)  Susunankekuasaan kejaksaan terdiri Kejaksaan Agung,
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

(3) Pembagian kewenangan kekuasaan penuntutan diatur
dengan Undang-Undang,.

(4) Kejaksaan dapat berfungsi sebagai pengacara negara
mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan
perkara tata usaha negara.

(6) Jaksa Agungdan Jaksa AgungMuda dipilih oleh Komisi
Yudisial setelah mempertimbangkan masukan dari
masyarakat untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.

(6) Persyaratan untuk dipilih dan diberhentikan menjadi
Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda dan Jaksa lainnya
diatur dengan Undang-Undang,.
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1)

)

3)

Bagian Keempat
KEKUASAAN PENYIDIKAN

Pasal 66

Kekuasaan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian
Negara.

Kepala Kepolisian Negara dipilih oleh Komisi Yudisial
setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat
untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.

Persyaratan untuk dipilih dan diberhentikan menjadi
kepala Kepolisian Negara diatur dengan Undang-
Undang.

Hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan penyidikan
diatur dengan Undang-Undang,.

Bagian Kelima
KOMISI YUDISIAL

Pasal 67

Komisi Yudisial adalah sebuah komisi independen
yang dibentuk oleh DPR dan DPD yang disahkan
Presiden sebagai Kepala Negara

Komisi Yudisial melakukan pengawasan untuk
menilai kinerja dan prestasi hakim. Hasil pengawasan
disampaikan kepada DPR dan DPD. Selanjutnya
berdasarkan keputusan DPR dan DPD, presiden
memberhentikan hakim agung.

Susunan dan keanggotaan Komisi Yudisial Nasional
disahkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara.

Terlepas dari berbagai usulan maupun pendapat pakar dan
masyarakat, baik melalui media massa, seminar, atau lainnya yang
tidak kalah pentingnya dalam proses ini, namun bagian berikut ini
merupakan rekaman dari proses pembahasan, penyusunan, dan
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perumusan perubahan UUD 1945 yang terkait dengan KY, mulai
dari masa perubahan tahap pertama, kedua, hingga diputuskan
dalam masa perubahan tahap ketiga.

2. Pembahasan Masa Perubahan Pertama

Pembahasan perubahan UUD 1945 pertama dilaksanakan
oleh PAH III BP MPR pada masa sidang I MPR tahun 1999 setelah
para Anggota MPR terpilih dan dilantik. Masa pembahasan
perubahan tersebut berlangsung singkat, 7-13 Oktober 1999. Segala
rumusan yang dihasilkan oleh PAH III BP MPR selama tujuh hari
itu ditetapkan pada 21 Oktober 1999 dalam sidang paripurna.

Sebelum PAH III BP MPR melaksanakan tugasnya, dalam
pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat BP MPR tentang materi
SU MPR, telah mengemuka usulan beberapa tema perubahan UUD
1945. Tema utama yang menjadi sorotan hampir seluruh fraksi
adalah: persoalan pembatasan kekuasaan presiden; persoalan
penguatan lembaga tinggi negara, terutama MPR dan DPR; dan
persoalan independensi lembaga peradilan, terutama MA %

PAH III BP MPR memulai tugasnya membahas amendemen
UUD 1945 pada rapat pertama, 7 Oktober 1999. Pada rapat pertama
itu para wakil fraksi kembali mengumpulkan topik-topik utama
yang akan dibahas dalam amendemen UUD 1945. Tidak jauh
berbeda dengan topik yang mengemuka dalam rapat BP MPR sehari
sebelumnya, para Anggota PAH III menyampaikan persoalan-
persoalan pembatasan kekuasaan presiden, penguatan lembaga
perwakilan, dan independensi lembaga peradilan.

Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG), dalam
pendapatnya mengusulkan agar Hakim Agung diangkat dan
diberhentikan oleh MPR. Usulan tersebut didasarkan atas kenyataan
bahwa pada saat itu Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh
presiden atau usul DPR. Padahal, menurut Harun Kamil, eksekutif,

86 Risalah Rapat ke-2 BP MPR R, tanggal 6 Oktober 1999..
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legislatif, dan yudikatif harus memiliki pemisahan yang tegas.
Sementara itu kedudukan MPR pada saat itu merupakan menjadi
Lembaga Tertinggi Negara yang menjadi penjelmaan tertinggi
kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, MPR memiliki kewenangan
untuk mendistribusikan kekuasaan antara eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. Untuk menjaga independensi yudikatif tersebut
maka kewenangan presiden untuk mengangkat dan menghentikan
Hakim Agung tersebut perlu dipangkas, dan kewenangan tersebut
dialihkan ke lembaga tertinggi negara, MPR.%

Juru Bicara dari Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), Hamdan
Zoelva dalam forum rapat tersebut juga menyinggung tentang
persoalan yudikatif. Dalam pidato, Hamdan Zoelva berpandangan
bahwa kinerja MA terletak pada hakim yang harus diawasi oleh
DKH, bukan oleh internal MA dan bukan DPR. DKH itu merupakan
lembaga yang benar-benar mandiri dan tidak mendapat intervensi
dari eksekutif maupun legislatif. Untuk itu, DKH harus dibentuk
dan dimuat dalam UUD agar memiliki kompetensi dalam menilai
kinerja MA. Adapun unsur-unsur yang menjadi Anggota DKH
tersebut berasal dari kalangan hakim, ahli hukum, dan unsur lain
yang memiliki integritas yang tinggi.®

Pandangan lain terkait persoalan MA, berasal dari Fraksi
Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB) melalui juru bicara
Gregorius Seto Harianto (F-PDKB). Menurut Seto, masalah
kehakiman atau masalah keadilan dalam peradilan itu memang
selalu dikembalikan kepada Tuhan. Dia mengusulkan agar prosedur
tata cara dan prosedur persyaratan mengangkat hakim agung
perlu diperberat, meskipun pada akhirnya MA memang harus
bertanggung jawab kepada Tuhan. Melalui cara yang demikian,
jaminan bahwa orang-orang yang duduk di MA betul-betul bisa

87 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, (1999-2002) Tahun Sidang 1999, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal, 2008), him. 58.

88 Ibid, him. 71-72.
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dipertanggungjawabkan secara etika dan moral.*

Rapat Ke-3 PAH III BP MPR, Sabtu 9 Oktober 1999, topik
tentang kemandirian lembaga yudikatif, terutama MA, muncul
lagi. Harun Kamil dalam kesempatan itu memandang bahwa jika
MA sebagai lembaga yang mandiri di bidang yudikatif, puncak
kewenangan tertinggiberada ditangan MA. Walaupun MA diangkat
dan diberhentikan oleh MPR, namun yang menjadi pertanyaan
Harun Kamil adalah apakah yang dimaksud dengan kemadirian
tersebut hanya jabatan atau termasuk fungsi dan perannya? Sebab
andaikata keputusan akhir atau PK MA yang dikatakan final
ternyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, siapa yang
bisa memperbaiki?

Ini mesti dipikirkan suatu sistem. Memang alternatif tadi ada

dewan kehormatan, tapi yang Easnya itu bagaimana? Sebab

andaikata bahwa itu merupakan pemegang pengambilan

keputusan yang terakhir oleh suatu perkara. Itu barangkali

suatu tambahan yang menjadi pikiran kita bersama supaya

ada jalan keluar terhadap situasi kita hari ini, foh kita bisa

merasakan pernah ada suatu urusan Mahkamah Agung
ang sudah PK, tapi nyata-nyata bertentangan dengan rasa
eadilan masyarakat.”

Selain itu, Harun Kamil mengusulkan tentang perekrutan
dan pengangkatan Hakim Agung. Menurutnya, perekrutan dan
pengangkatan Hakim Agung sebaiknya tidak hanya berasal dari
hakim karir, tetapi juga bisa bisa berasal dari kalangan masyarakat
yang mempunyai integritas tinggi, bisa mengambil keputusan-
keputusan dengan kemampuan dan pengalamannya, misalnya,
pensiunan advokat senior yang betul-betul berkualitas dan
mempunyai jam terbang sangat tinggi, sehingga persyaratan untuk
menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Agung tidak semata-mata

berasal dari hakim karir.”

89 Ibid, him. 76-77.
90 Ibid, him. 241-242.
91 Ibid, him. 243.
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Pada Rapat PAH III BP MPR ke-4, Minggu 10 Oktober 1999,
Ketua Rapat, Amin Aryoso, membacakan hasil kerja Tim Kompilasi
yang bertugas merumuskan hal-hal yang telah disepakati selama
dalam rapat-rapat sebelumnya, antara lain:

1. Perubahan judul Kekuasaan Kehakiman diubah
menjadi Bab IX Mahkamah Agung (F-TNI/Polri);

2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan
Advokat (F-PDI Perjuangan);

3. Dalam melaksanakan tugas-tugas Mahkamah Agung
dibentuk Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan
memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan
memberikan sanksi apabila Mahkamah Agung
dinyatakan melakukan tindakan melanggar hukum
(F-PBB);

4. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung (F-PPP, F-Reformasi, F-UG, F-TNI/Polri);

5. Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan
kehakiman tertinggi (F-Golkar);

6. Kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh dan
campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif,
serta merdeka dari pengaruh badan negara-negara
lainnya (F-UG);

7. Susunan, kedudukan, kekuasaan, dan keanggotaan
Mahkamah Agung ditetapkan dengan ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PPP dan F-TNI/
Polri);

8. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka
terpisah dari kekuasaan pemerintah dan legislatif.
Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil
atas perundang-undangan di bawah Undang-Undang
Dasar (Fraksi PDI Perjuangan);
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9. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yudikatif
yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah
Agung dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Susunan dan
kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-
undang. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan
judicial review (Fraksi Reformasi);

10. Mahkamah Agung menjalankan sendiri urusan
administrasi, keuangan, kepegawaian dan lain-lain.
Mahkamah Agung berwenang secara aktif melakukan
uji materiil judicial review atas undang-undang dan
peraturan di bawahnya (F-P Golkar);

11. MPR menetapkan susunan keanggotaan Mahkamah
Agung. Mahkamah Agung memegang kekuasaan
untuk melakukan judicial review terhadap undang-
undang dan peraturan di bawah undang-undang
yang mekanismennya diatur dengan undang-undang
(F-UG).

12.  Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan
perundang-undangan di bawah ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (F-PPP).”

Menanggapi usulan dan masukan yang melimpah, para
anggota rapat menyepakati untuk menyusun prioritas pasal-pasal
pembahasan serta menentukan sistem dan mekanisme pembahasan
pasal-pasal prioritas tersebut. Untuk itu anggota rapat membentuk
tim yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu (Slamet Effendy Yusuf
[F-PG], Harjono [F-PDI Perjuangan], Patrialis Akbar [F-Reformasi],
Gregorius Seto Harianto [F-PDKB], dan Harun Kamil [F-UG]),
untuk menentukannya. Selanjutnya Tim Lima tersebut berhasil
menyusun prioritas masalah dan pasal yang akan dibahas serta
tata cara pembahasannya. Untuk memudahkan pembahasan,
Tim Lima menyepakati bahwa mekanisme yang akan digunakan

92 Ibid, him. 249-250..
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alam pembahasan dengan cara melakukan persandingan naskah
asli dengan naskah alternatif berdasarkan prioritas pembahasan,
untuk kemudian dilakukan pembahasan, dan pada akhirnya
dirumuskan.”

Adapun pasal-pasal yang menjadi prioritas pembahasan
dalam amendemen UUD 1945 hingga pada 13 Oktober 1999 tersebut
sebanyak 10 pasal, yaitu: Pasal 2 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7,
Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan terakhir
Pasal 1 Ayat (1). Dapat diketahui, rapat kali ini pada akhirnya
tidak memprioritaskan pembahasan tentang Bab Kekuasaan
Kehakiman.*

Meskipun Bab Kekuasaan Kehakiman tidak masuk dalam
pasal prioritas pembahasan, PAH III BP MPR RI telah menyusun
rumusan perubahan hasil kompilasi, yang berbunyi:

Bab IX Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24
1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
2. Susunan, kedudukan, kekuasaan dan keanggotaan

Mahkamah Agung ditetapkan dengan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil
atas undang-undang dan peraturan di bawah undang-
undang.”

Oleh karena rumusan tersebut dibaca pada saat sebelum
dengar pendapat dengan para Ahli Hukum Tata Negara, antara
lain, Prof. Harun Al Rasyid, Prof. Dr. Ismail Sunny, dan Prof. Dr.
Suwoto Mulyosudarmo pada Rapat ke-6 PAH III BP MPR RI 12

93 Ibid, him. 272.
94 Ibid, him. 273-274.
95 Ibid, him. 454.
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Oktober 1999, rumusan tersebut disinggung oleh para Ahli Hukum
Tata Negara tersebut, yang akhirnya direspon oleh para anggota
rapat.

Pada kesempatan itu Hamdan Zoelva memberi pendapat
seputar obyek pengawasan yang pada rapat sebelumnya yang
dipertanyakan oleh Harun Kamil. Hamdan menegaskan bahwa
MPR merupakan sebuah lembaga politik. Apabila MPR bisa
memberhentikan MA karena berkaitan dengan masalah-masalah
yudisial, dinilai Hamdan, tidak bisa dibenarkan. Masalah-masalah
yudisial tidak bisa diselesaikan secara politis. Masalah-masalah
yudisial atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas MA sebagai pelaksana
negara hukum maka dia tidak bisa diintervensi oleh Ketua MPR.

Oleh karena itu dari awal kami mengusulkan perlu ada satu
lembaga tersendiri yang akan mengawasi pelaksanaan yudisiil
dari hakim-hakim ba§< hakim 2L-C;li MA' yang menyangkut
Hakim %ung itu sendiri, atau yangkmenyangkut Ketua l\/ﬁ\/IA
sebagai Hakim Agung maupun hakim-hakim yang lain. Kita
bentuk satu lembaga tersendiri yang menilai pelaksanaan
iudisiil dari hakim-hakim yaitu yang kami usulkan dari

emarin yaitu ada badan tersendiri yaitu dewan kehormatan
hakim. Anggota DKH harus diangkat dari kalangan-kalangan
ahli hukum dan orang-orang penting yang CFun a integritas
yang tinggi yang bisa menilai orang-orang di hakim ini. Jadi
Anggota-Anggota DKH ini saya usulkanitu bisa diangkat oleh
MPR. Apakah itu 20 oranfg, apakah itu 25 oranﬁ, tapi hanya
merekalah yang bisa menilai pelaksanaan tugas hakim-hakim
baik MA dan hakim-hakim yang ada di bawahnya ini, agar
bisa menilai pelaksanaan tugas yudisiilnya itu. Jadi, tidak
pada tempatnya suatu lembaga politik menilai kinerja hukum
dari suatu lembaga hukum yang kita ingin tegakkan sebagai
satu supremasi hukum ini. Ini prinsip kami.”

Topik pembicaraan mengenai Kekuasaan Kehakiman muncul
lagi pada Rapat ke-7 PAH III BP MPR, 13 Okotber 1999. Ahli Hukum
Tata Negara Prof. Dr. Sri Soemantri, SH. yang hadir dalam Rapat
DengarPendapattersebutmengomentarimasalahrekruitmenHakim
Agung di Indonesia. Menurut Sri Soemantri kekuasaan Kehakiman

96 Ibid, him. 447.
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di Indonesia mengalami kondisi yang sangat terpuruk, “Semula itu
hanya melanda pengadilan tingkat pertama dan tingkat tinggi, sekarang
ini sudah merembet kepada kekuasaan kehakiman yang paling tinggi.”
Oleh karena itu seleksi/rekruitmen Hakim Agung menjadi penting
guna memperoleh Hakim Agung yang kompeten dan berintegritas
tinggi. la membandingkan proses seleksi Hakim Agung di India
yang begitu ketat dan sangat menekankan pentingnya integritas.
Bahkan untuk kepentingan itu sampai-sampai harus ditanyakan ke
fakultas perguruan tinggi tempat calon tersebut mengajar.

Selain itu Sri Soemantri juga menekankan pentingnya
proses seleksi Hakim Agung yang bebas dari intervensi kekuasaan
eksekutif.

..di Indonesia sampai sekarang pemilihan hakim agung
diajukan oleh DPR, yang tadinya untuk satu lowongan itu
diajukan satu kursi, satu orang, sekarang ini untuk tidak
menyinggung perasaan Presiden, diajukan dua orang calon.

Ini artinya, memberikan kesempatan kepada Presiden

untuk, tentunya memilih calon yang kira-kira sesuai dengan

keinginan Presiden itu sendiri.’

Akan tetapi, pembahasan Bab Kekuasaan Kehakiman
disepakati untuk dilanjutkan setelah Sidang Umum MPR Tahun
1999. Dan hasil kerja berupa rumusan perubahan UUD 1945 yang
dihasilkan PAH III BP MPR 1999, kemudian dilaporkan di tingkat
BP MPR. Setelah itu, rumusan perubahan menjadi bahan bagi
fraksi-fraksi di MPR dalam penyampaian pemandangan umum
pada rapat paripurna Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21
Oktober 1999. Sidang Umum MPR 1999 kemudian menghasilkan
perubahan pertama UUD 1945. Selain rumusan perubahan pertama,
sidang umum MPR 1999 juga merekomendasikan BP MPR untuk
melanjutkan dan menyiapkan Rancangan Perubahan kedua UUD
1945.

Demikian beragam usulan dan pendapat yang muncul
perihal pola pengawasan dan sistem rekrutmen Hakim Agung

97 Ibid, hlm. 532-533.
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selama pembahasan di masa Perubahan Pertama Tahun 1999. PAH
III BP MPR Tahun 1999 pada akhirnya belum membuat perubahan
apapun terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 karena Bab
Kekuasaan Kehakiman tidak menjadi prioritas pembahasan pada
masa itu.

3. Pembahasan Masa Perubahan Kedua

Pembahasan perubahan UUD 1945 kedua dilaksanakan mulai
6 Desember 1999 sampai Agustus 2000. Para anggota fraksi yang
semula tergabung dalam PAH III BP MPR, kini kembali melanjutkan
tugasnya melakukan perubahan UUD 1945 dalam kepanitiaan Ad
Hocbaru, yaitu PAHIBP MPR. Pada masa perubahan kedua ini pula,
para Anggota PAH I BP MPR kembali melanjutkan pembahasan
tentang perubahan Bab Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya
juga mengatur tentang lembaga pengawas kekuasaan kehakiman.

Hamdan Zoelva dari F-PBB dalam Rapat PAH I BP MPR ke-3
tentang Pengantar Musyawarah Fraksi, Senin 6 Desember 1999,
menyampaikan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap MA
tidak boleh diserahkan kepada Lembaga Tinggi maupun Lembaga
Tertinggi Negara sekalipun karena lembaga-lembaga itu sarat
dengan muatan politik. Untuk melakukan pengawasan dan kontrol
terhadap MA termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya
berkaitan dengan pelaksanaan tugas judisial, perlu dibentuk sebuah
komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan
oleh Presiden selaku Kepala Negara dari para mantan Hakim,
mantan Jaksa, pengacara-pengara senior maupun profesor hukum
dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat
yang memiliki integritas sangat tinggi serta tidak pernah memiliki
cacat moral sedikitpun.

Menurut Fraksi PBB, komisi yang dimaksud tersebut akan
diberi kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim
yang diduga melakukan penyimpangan terhadap, termasuk
keanehan dalam produk putusan yang dihasilkannya. Hasil
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pemeriksaan komisi tersebut harus dijadikan sebagai pertimbangan
dalam penentuan karir seorang hakim, termasuk hukum penurunan
pangkat atau hukuman pemberhentian jika seandainya komisi
merekomendasikannya. Dan hal-hal yang menyangkut komisi ini
perlu diatur dalam UUD ini.*®

Pada Rapat ke-7 PAH I BP MPR yang diselenggarakan pada
13 Desember 1999 dengan agenda mendengar pendapat para pakar,
menghadirkan Dr. Ruslan Abdul Gani, Dr. Pranarka, dan Prof.
Dr. Dahlan Ranuwiharjo. Selain itu, PAH I juga berencana akan
menghadirkan Prof. Philipus M. Hadjon, Prof. Dr. Bagir Manan,
Prof. Ichlasul Amal, dan Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja.

Padakesempatanitu, Prof. Dahlan Ranuwihardjo berpendapat
bahwa MPR tak mungkin menilai keputusan MA. Baginya, Kalau
MPR mesti membatalkan keputusannya dari MA, pekerjaan MPR
nanti bisa bertumpuk, apalagi MA itu sudah mempunyai juga
instansi PK yang bisa meninjau kembali suatu keputusan dari
MA. Oleh karena itu, Dahlan mengusulkan agar yang dinilai oleh
MPR adalah perilaku Hakim-Hakim Agungnya. Karena jika yang
dinilai keputusannya, keputusannya sudah tidak membawa akibat
yustisiabel kepada orang yang mohon keadilan.

Karena itu PK itu sudah merupakan keputusan final, tapi
Hakim Agungnya dinilai, yang nilai itu siapa? MPR. Jadi
Er&gam mentang-mentang I—%,akim Agun; itu dipilih seumur

idup atau sekarang dibatasi pada usia 70 atau 75 tahun, lalu
dia bisa saja mengambil keEutusan bahkan yang bertentangan
dengan hukum, wah tidak ada sanksinya. Sanksinya itu di
tangan MPR. Inikan kasihan MPR...*”

Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, yang hadir dalam Rapat PAH
I BP MPR ke-9, 16 Desember 1999, sebaliknya berpendapat bahwa
tidak perlu ada kontrol kepada kekuasaan kehakiman, dan biarkan

98 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 2000, Buku Satu,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), him. 103..

99 Ibid, him. 240-241.
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itu dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun
kontrol terhadap kekuasaan kehakiman bisa dilakukan melalui
proses rekrutmen.

Proses recruitment atau pengangkatan ini. Ini barangkali
harus ada suatu hal yang balance, terbuka, transparansi
di dalam pengangkatan ini dengan kriteria-kriteria yang
betul-betul cermat di mana kita mendapatkan hakim-hakim
agung termasuk Ketua MA yang integritasnya tinggi dalam
menjalankan fungsi. Kalau fungsinya sampai dikontrol, saya
Kkhawatir tidak akan terjadi penegakan hukum. Saya kira ini
prosesnya, ini proses pengangkatan recruitment, termasuk
recruitment hakimnya kalau nanti dia pejabat, katakanlah
kalau kita akan berikan tempat sebagai Pejabat Negara.
Sekarang kitakan tahu rekruitment hakim ini barangkali

ang masih sangat lemah sekali. Saya berpendapat demikian
igak, bukan pada kontrol fungsinya tapi kontrol pada
groses pembentukan ataupun pengangkatannya. Di mana

arangkali pengangkatannya transparan, boleh saja Presiden,
tapi transparan dan EJI?a harus pertimbangan, pertimbangan
K/z{m cermat dari DPR. Memang ada keinginan katanya ke

PR. Saya kira akan mengalami kesulitan nanti MPR kalau
sampai mengangkat Mahkamah Agung, menurut hemat
saya.'”

Selain menyerap pandangan para pakar, PAH I juga
mengundang dari MA. Rapat PAH I BP MPR ke-15, 17 Februari
2000, PAH Imendengar Iskandar Kamil dari MA yang mengusulkan
pasal-pasal konkret di antaranya draft Pasal 24 ayat (4) yang
mengatur tentang adanya DKH sebagai fungsi kontrol terhadap
perilaku hakim justru datang dari institusi MA itu sendiri. Dia
juga meminta agar dewan kehormatan ini diatur dalam UU. Bunyi
ayat (4) yang diusulkan adalah “Pada Mahkamah Agung dibentuk
dewankehormatan hakim yang mandiri dan bertugas melaksanakan
pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan
peradilan.”

Menurutnya, ayat (4) ini juga menyerap aspirasi masyarakat
bahwa perlu adanya perwujudan checks and balances yang lebih

100  /bid, him. 391.
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konkret. Sebab kadang-kadang dikatakan bahwa jajaran kekuasaan
kehakiman itu seperti tirani yudisial. Di forum itu Iskandar juga
memohon doa restu, mudah-mudahan MA tidak menjadi tirani, dan
memang MA tidak ingin menjadi tiran. Oleh sebab itu, keinginan
itu perlu diwujudkan dalam suatu ketentuan perundangan.

Jadi dewan kehormatan hakim yang mandiri itu yang
dimaksudkan adalah yang independen. Oleh beberapa
kalangan disebutkan juga judicial committee. Jadi semacam
itulah kira-kira Pak, yang bertugas melakukan pengawasan
eksternal, yang dimaksudkan a%lalah idenya nanti personil
dari dewan kehormatan ini adalah bukan personil dari
jajaran peradilan sendiri. Bisa terdiri dari para pakar, para
tokoh-tokoh yang lain begitu. Hanya memang menjadi suatu,
suatu masalah yang barangkali bisa kita pertimbangkan juga
apakah lembaga semacam ini partisan atau tidak, ini satu-satu
masalah barangkali Pak. Tugasnya adalah melakukan
pengawasan atas perilaku hakim dalam menyelengiarakan
Eeradﬂan. Sehingga dengan adanya lembaga ini maka para

akim jtu tidak bisa berperilaku semaunyalah kira-kira
be%itu Pak, dapat berperilaku sebagaimana yang diharapkan
oleh masyarakat.'™

Selain itu, Iskandar Kamil juga mengusulkan ketentuan
Pasal 25 Ayat (1) yang berbunyi, “Penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman, kedudukan, susunan dan tugas Mahkamah Agung
serta badan peradilan, kehormatan hakim.” Menurutnya, ketentuan
itu masih ada kekurangan juga,”...Dewan Kehormatan Hakim serta
hak uji materiil diatur dengan undang-undang.” Oleh sebab itu, dia
mengusulkan agar menambahkan dewan kehormatan hakim diatur
dengan UU.

Ketentuan klausul ini dimaksudkan untuk penegasan bahwa
kewenangan-kewenangan yang diberikan itu harus diatur lebih
lanjut di-breakdowning-kan, dijabarkan lebih lanjut di dalam UU,
sehingga nanti lebih rinci, lebih konkrit rambu-rambunya. Klausul
ini merupakan rumusan baru, yang pada ayat terdahulu tidak

101 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Dua,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), him. 87-88.
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ada.’ Terhadap usulan ini, Hamdan Zoelva menanyakan perihal
siapa saja atau dari unsur mana saja yang menjadi anggotanya?'®

Iskandar Kamil menjelaskan bahwa anggota DKH tersebut
bukan berasal dari intern jajaran peradilan, tetapi hal itu diambilkan
dari luar, misal, mantan Hakim, mantan Jaksa, pengacara dari
perguruan tinggi, dari anggota DPR. “Apakah anggota DPR yang
masih aktif itu masuk dewan kehormatan begitu? Notaris ini ada
claim dari ini, Pak. Tapi itu nanti kita rumuskan lebih lanjut, hanya
memang perlu dijaga jangan sampai confuse begitu Pak, jangan
sampai ada konflik kepentingan.”*%

Iskandar Kamil juga berpendapat, sebagaimana disarankan
Tjaswadi bahwa Hakim Agung diangkat oleh DPR. Selama masa
itu, menurut Undang-Undang 14/1985, Hakim Agung dicalonkan
oleh MA dan DPR, kemudian dipilih oleh DPR, sehingga DPR
memilih jumlah dua kali lipat. Jadi kalau misalnya ada dibutuhkan
dua Hakim Agung, DPR memilih empat calon. Keempat calon ini
diajukan Presiden, Presiden yang menetapkan mana yang diambil
dua dari empat ini. Jadi keputusan akhir ada pada Presiden.

Kami mendukung saran dari Pak T}aswadi tadi, itu sebaiknya
]'Sn an Presiden yang mengambil keputusan akhir, tetapi

PR.Jadi Mahkamah Agung mengajukan calon-calon kepada
DPR, bisa diatur apakah jumlahnya dua atau tiga kali biar
DPR agak leluasa. Kemudian DPR mengadakan seleksi yang
tentunya kita atur nanti mekanismenya begitu. Kemudian
DPR memilih secara definitif hakim yang bersangkutan
kemudian pengukuhannya, SK-nya, administrasinya, yang
mengeluarkan Presiden sebagai kepala negara. Jadi Presiden
cuma teken saja kira-kira begitu, ini perlu untuk keperluan
administratif begitu, Pak.'®

Cara demikian ini, lanjut Iskandar, juga merupakan suatu
perwujudan dari checks and balances. Di sinilah letak kendali DPR,

102 Ibid, him. 90.
103  /bid, him. 102.
104  Ibid, him. 112.
105  Ibid..
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kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Ketua MA. Oleh
karena Hakim Agung-nya sudah dipilih DPR, apakah ketuanya
perlu dipilih lagi oleh DPR? Apa tidak lebih baik kalau yang memilih
Ketua MA itu adalah pleno Hakim Agung hasil pilihan DPR?
Iskandar menilai kurang tepat jika DPR yang sudah mempunyai
wakil-wakil Hakim Agung atau jago-jagonya, tetapi juga harus
memilih ketuanya sekaligus.

Dari sisi yang lain, Ketua MA bukanlah jabatan politis,
tetapi jabatan fungsional atau jabatan yudisial. Ketua MA juga
harus bersidang, bukan sekadar manajerial. Karena ketua juga ikut
bersidang maka yang paling tahu siapa Ketua MA yang paling
capable, yang integritasnya paling baik, manajerialnya baik, teknis
yuridisnya baik, profesionalnya baik adalah para Hakim Agung
yang bersangkutan. Dari sisi itulah, Iskandar berpendapat bahwa
yang lebih tepat untuk memilih dan mengangkat Ketua MA adalah
para Hakim Agung, sedangkan yang mengeluarkan SK-nya adalah
Presiden. “Nah, dengan pemilihan seperti itu dapat dihindarkan
adanya kerancuan-kerancuan. Masing-masing tetap pada fungsi
kedudukan yang bersangkutan.”*®

Dalam dengar pendapat lain, yakni pada Rapat PAHIBP MPR
ke-17, Senin 21 Februari 2000, Bambang Wijayanto mengemukakan
soal independence of judiciary yang menjadi penting untuk dilihat dan
diletakkan dalam konteks yang betul. Kalau negara Indonesia adalah
negara kedaulatan rakyat maka dalam konteks MA maka ruang
kontrol terbuka bagi seluruh rakyat untuk bisa mengontrolnya.
Tentu saja kontrol tersebut tidak harus mengintervensi proses
judicial-nya.

Oleh karena itu, independence of judiciary ini menjadi penting,
karena Bambang khawatir kalau hal ini tidak dilakukan maka bisa
masuk ke dalam persoalan-persoalan yang selama ini muncul dan
kembali muncul, dan tidak pernah diselesaikan. Oleh karena di
dalam UUD 1945 ini hanya diatur dalam dua pasal, yakni Pasal 24

106  Ibid, him. 111-112.
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dan 25, mungkin harus diatur satu mekanisme agar rakyat juga bisa
memperoleh akses untuk mengontrol proses-proses di lembaga MA

tanpa mengintervensi proses yudisialnya.'””

Setelah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dari
berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, maupun lembaga
swadaya masyarakat, pada Rapat ke-41 PAH I BP MPR RI, 8 Juni
2000, setiap fraksi mengajukan usulan perubahan terhadap Bab IX
KekuasaanKehakiman. Giliran pertama yang menyampaikanusulan
perubahan adalah F-PG yang disampaikan oleh Agun Gunanjar.
F-PG menyatakan bahwa Pasal 24 dan 25 memang harus diubah
dan dilengkapi, tetapi nama judul bab “Kekuasaan Kehakiman”
tetap dipertahankan. Meski demikian, F-PG akan tetap siap untuk
membahasnya dengan judul baru seandainya ada usulan-usulan
dengan judul “Kekuasaan Peradilan atau Mahkamah Agung”.
Adapun rumusan yang diusulkan F-PG adalah sebagai berikut.

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang
mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,
lembaga negara lain, dan pihak manapun;

(2) Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

(3  Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan
melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihalk,
mudah diakses dan cepat, mulai dari penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga
pelaksanaannya yang diatur dengan undang-undang;

(4) Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum,
kepada hukum, kepadahakim, jaksa, polisi, dan petugas
pemasyarakatan diberikan jaminan perlindungan
hukum yang diatur dengan undang-undang.

107  Ibid, him. 246.
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Pasal 25

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk
memeriksa dan memutus perkara, dan memiliki tugas
serta wewenang untuk menguji segala peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang;

(2) Mahkamah Agung berwenang mengusulkan kepada
MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang
bersifat sementara (Ad Hoc) atas usul seseorang atau
badan hukum dalam sengketa atau perkara yang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;

(3) PadaMahkamah Agung dibentuk Komisi Yudisial yang
berfungsi untuk memberikanrekomendasi kepada MPR
mengenai pengangkatan dan pemberhentian, termasuk
melakukan pengawasan terhadap hakim agung, yang
keanggotaannya terdiri dari mantan Hakim Agung,
unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama,
dan akademisi.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan
laporan tahunan kepada MPR dan dipublikasikan
kepada masyarakat.!®

F-PPP melalui jurubicara Ali Marwan Hanan menyatakan
bahwa judul diusulkan adalah “Mahkamah Agung” atau jika
memungkinkan “Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman”
karena F-PPP ingin konsisten untuk menjadikan judul dalam UUD
1945 ini adalah nama dari lembaga yang menjadi ruang lingkup
dari pembahasan bab tersebut. Adapun usulan perubahan yang
disampaikan oleh F-PPP berupa beberapa butir-butir substansi,
yaitu:

108  Sekretariat Jenderal MPR R, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2000, Buku Lima
(Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), him. 172-173.
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1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka dan mandiri serta terlepas dari pengaruh
kekuasaan negara lainnya, segala campur tangan baik
langsung atau tidak langsung terhadap kekuasaan
kehakiman dilarang;

2. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh MA dan
pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan
tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer,
atau lingkungan peradilan lain yang susunan tugas
dan kewenangannya diatur dengan undang-undang;

3. Mahkamah Agung berwenang;:
a. memeriksa perkara dalam tingkat kasasi;

b.  menyatakan batal semua tindakan pemerintah
dan semua keputusan atau peraturan perundang-
undangan tingkatan lebih rendah dari undang-
undang. Permohonan tindakan keputusan atau
peraturan per-UU-an yang tingkatnya di bawah
UU dilakukan baik di tingkat kasasi atau suatu
pemeriksaan yang khusus untuk itu, kecuali
suatu UU menentukan lain;

C. melaksanakan ~ wewenang lainnya  yang
ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain tentang kewenangan
dari MA pun akan termuat dalam ketentuan
perundangan yang diatur kemudian;

d.  Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh
MPR.

F-KB mengusulkan rumusannya melalui jurubicara Ali
Masykur Musa. Menurut F-KB judul bab yang diusulkan adalah
“Mahkamah Agung”. Perubahan judul ini menandakan bahwa MA
bukanlah sebuah peradilan biasa tetapi peradilan tertinggi yang
bebas dari pengaruh atau campur tangan dari lembaga lainnya dan
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sekaligus sebagai alat untuk menciptakan checks and balances dalam

sebuah negara demokratis. Adapun perubahan yang diusulkan
oleh F-KB menjadi tiga pasal utama, yaitu:

1)
)
®)
)

®)

1)
(2)

Pasal Pertama

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi
yang membawahi badan-badan peradilan lainnya.

Mahkamah Agung dan badan peradilan itu bersifat
mandiri dan bebas dari pengaruh lembaga lainnya.

Susunan, kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah
Agung ditetapkan dengan undang-undang.

Susunan, kedudukan, fungsi dan wewenang
badan-badan peradilan lainnya itu juga ditetapkan
dengan undang-undang.

Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan

sebagai hakim dan hakim agung ditetapkan dengan
undang-undang.

Pasal kedua
Hakim Agung dipilih oleh Mejelis Permusyawaratan
Rakyat;
Ketua Mahkamah Agung dipilih dan melaporkan serta

bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat;

F-Reformasi dengan jurubicara Patrialis Akbar mengajukan
usulan perubahan judul “Kekuasaan Peradilan” dan wusulan
rumusannya adalah sebagai berikut;

©)

(2)

3)

Kekuasaan peradilan merupakan kekuasaan yang
mandiri, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan
lain-lain lembaga peradilan menurut undang-undang;

Susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan itu
diatur dengan undangundang;

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih
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dengan suara terbanyak oleh MPR, sesuai dengan
konsep kami semula;

Pada Mahkamah Agung dibentuk dewan kehormatan
hakim yang bertugas melaksanakan pengawasan atas
perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan;

Mahkamah Agung mempunyaihakujimateriil terhadap
peraturan-peraturan di bawah undang-undang.

Pendapat F-PBB yang disampaikan oleh Hamdan Zoelva
menyatakan bahwa judul bab ini tetap “Kekuasaan Kehakiman”,
sedangkan usulan rumusan pasal-pasalnya adalah:

Pasal Pertama

"Kekuasaan Kehakiman yang independen bebas dari
pengaruh lembaga-lembaga yang lainnya.”

Q)

Pasal Kedua

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung yang merupakan badan peradilan tertinggi di
negara Republik Indonesia;

Para Anggota Hakim Agung dipilih oleh DPR dan
ditetapkan oleh Presiden, Ketua Mahkamah Agung
dipilih dari dan para Anggota Hakim Agung;

Para hakim lainnya diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua Mahkamah Agung;

Untuk mengawasi tugas-tugas yudisial daripada
hakim dibentuk sebuah dewan pengawas yudisial yang
independen dan diangkat dari para ahli hukum yang
memiliki moral dan integritas yang tidak diragukan,
ketentuan lebih lanjut mengenai dewan peradilan
diatur dengan Undang-undang;

Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil

atas peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
Undang;
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(6)

3)

Ketentuan lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman
dan Mahkamah Agung diatur dengan UU.

Pasal Ketiga

Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang
hukum ketatanegaraan diadakan sebuah Mahkamah
Konstitusi;

Anggota Mahkamah Konstitusi dipilih dan diangkat
oleh MPR;

Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dipilih dari hakim
agung yang senior atau mantan hakim agung ditambah
para ahli hukum tata negara dan para negarawan
yang memiliki integritas yang tidak diragukan. Ketua
Mahkamah Konstitusi secara jabatan dirangkap oleh
Ketua Makamah Agung;

Aturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi
diatur dengan undang-undang.
Pasal Keempat

Untuk melaksanakan kekuasaan penuntutan tertinggi
dalam perkara pidana dilakukan oleh Kejaksaan Agung
yang merupakan lembaga negara yang independen;

Jaksa Agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan ditetapkan oleh Presiden;

Tata kerja dan kewenangan lain dari kejaksaaan diatur
dengan undang-undang;

F-PDU sebagaimana beberapa fraksi lainnya mengusulkan
perubahan judul menjadi “Bab Mahkamah Agung” dan rumusan
F-PDU yang dibacakan oleh Asnawi Latif adalah:

Q)

Pasal 24

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang
independen sebagai pemegang kekuasaan kehakiman
atau yudikatif;
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(2) Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan
kehakiman berwenang memeriksa perkara pada
tingkat kasasi dan melakukan uji materiil judicial review
di bawah undang-undang;

(3) Kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung
dilakukan oleh peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer dan peradilan tata usaha negara atau
peradilan lain yang diatur dengan undang-undang;

(4) Kekuasaan kehakiman menjalankan sendiri urusan
keuangan, kepegawaian dan lain-lain tanpa campur
tangan pemerintah;

(6) Susunan, tugas dan wewenang lainnya kekuasaan
kehakiman lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Gregorius Seto Harianto perwakilan F-PDKB menyampaikan

usulan agar judul “Kekuasaan Kehakiman” tetap, sedangkan usulan
rumusan Pasal 24 adalah:

Pasal 24

(1) Mahkamah Agung merupakan badan peradilan
tertinggi dalam negara hukum Indonesia;

(2) Susunan Mahkamah Agung ditetapkan dengan
undang-undang;

(3) Para hakim agung ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

F-KKI disampaikan oleh Anthonius Rahail menyatakan
bahwa judul yang ada tetap dipertahankan. Adapun rumusan Pasal
24 adalah:

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan
peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan
eksekutif dan legislatif;
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)

®)

)

©)

Kekuasaan kehakiman yang tertinggi berada dilembaga
Mahkamah Agung;

Hakim-hakim pada Mahkamah Agung dan di semua
lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah
pejabat negara;

Susunan dan kedudukan Mahkamah Agung ditetapkan
dengan ketetapan MPR sedangkan susunan dan
kedudukan lembaga-lembaga peradilan di bawah
Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang;

Kewenangan uji materiil terhadap undang-undang
dan peraturan-peraturan di bawahnya berada pada
Mahkamah Agung dan jika hasil pengujian terhadap
peraturan-peraturan perundangan tersebut ternyata
ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip
hak asasi manusia maka kepada lembaga pembuatnya
diminta untuk mencabut atau menggantinya dengan
peraturan perundangan baru.

F-TNI/POLRI melalui Hendy Tjaswadi mengusulkan Bab
Kekuasaan Kehakiman diubah menjadi “Mahkamah Agung”.
Usulan Rumusannya adalah:

1)

@)

®)

Pasal 24

Mahkamah Agung berfungsi untuk melaksanakan
Kekuasaan Kehakiman beserta badan atau lembaga
peradilan lainnya;

Hakim Agung dipilih oleh DPR, Ketua Mahkamah
Agung dipilih dari, dan, oleh Hakim Agung;

Susunan, tugas dan wewenang Mahkamah Agung
serta keanggotaan Hakim Agung dalam Mahkamah
Agung dan Hakim pada lembaga atau badan peradilan
lainnya ditetapkan dengan undang-undang.

Sementara itu F-UG melalui Soetjipto mengusulkan hal yang
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sama yaitu menggunakan judul “Mahkamah Agung”. Rumusannya

adalah:

(4)
®)

Pasal 24

Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi atas
badan-badan peradilan;

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada MPR;

Lembaga Mahkamah Agung membentuk Dewan
Kehormatan Hakim yang mandiri dan bertugas
melakukan pengawasan atas perilaku Hakim dalam
penyelenggaraan peradilan. Jadi saya kira di sini perlu
bahwa kemandirian Hakim itu ada kontrol sehingga
dalam perilakunya ada Dewan Kehormatan Hakim;

Susunan, kedudukan dan Keanggotaan Mahkamah
Agung ditetapkan dengan Ketetapan MPR;

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan
sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang.'®

Sementara, F-PDI Perjuangan melalui jurubicara I Dewa
Gede Palguna mengusulkan perubahan atas judul menjadi “Bab
Kekuasaan Peradilan dan Penegakan Hukum”.

1)

(4)

Pasal 28

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan peradilan tertinggi untuk
menegakkan supremasi hukum secara adil bebas dan
mandiri;

Mahkamah Agung berwenang mengawasi pelaksanaan
tugas-tugas para hakim;

Mahkamah Agung mengelola organisasi dan
administrasi badan-badan peradilan;

Hakim Agung diangkat oleh Presiden berdasar usul

109  Ibid, him. 189.
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®)

@

)

Komisi Yudisial Nasional;

Hakim diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Komisi
Yudisial daerah.

Pasal 30

Komisi Yudisial nasional dan Komisi Yudisial daerah
adalah badan yang bersifat mandiri dan bebas dari
tekanan dan pengaruh pihak-pihak lain;

Komisi Yudisial nasional terdiri dari 11 orang anggota
yang terdiri atas:

a. Dua orang pengacara aktif yang diangkat oleh
Presiden dari calon-calon yang diusulkan oleh
Asosiasi Pengacara.

b. Dua orang jaksa aktif yang diangkat dari
calon-calon yang diusulkan oleh Asosiasi Jaksa.

C. Dua orang guru besar ilmu hukum yang diangkat
dari calon-calon asosiasi ilmu hukum.

d. Tiga orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
yang diangkat dari calon-calon yang diusulkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

e. Dua orang Anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang diangkat dari calon-calon yang diusulkan
oleh Dewan Perwakilan Daerah.

Komisi Yudisial Daerah Tingkat I terdiri dari sembilan
orang anggota terdiri dari dua orang pengacara aktif,
dua orang jaksa aktif, dua orang guru besar ilmu
hukum dan tiga orang Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Tingkat I;

Komisi Yudisial Daerah Tingkat II terdiri dari sembilan
orang anggota yang terdiri dari dua orang pengacara
aktif, dua orang jaksa aktif, duaorang guru besar ilmu
hukum dan tiga orang Anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah Tingkat II;

(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Yudisial
nasional dan Komisi Yudisial daerah ditetapkan dengan

undang-undang.'

Keanekaragaman rumusan mengenai Kekuasaan Kehakiman
dan perubahan pasal-pasalnya tersebut selanjutnya dibahas dalam
Rapat Lobi PAH I, 8 Juni 2000 yang dipimpin oleh Slamet Effendy
Yusuf. Karena belum tuntas, pembahasan tersebut dilanjutkan
pada Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR, Senin 12 Juni 2000, dan
dilanjutkan lagi pada Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR 2000
tanggal 13 Juli 2000, dengan agenda sinkronisasi kegiatan PAH I
BP MPR. Pada Rapat Lanjutan tersebut Hamdan Zoelva dari F-PBB
berpendapat bahwa dalam Sidang MPR seringkali terjadi perbedaan
prinsip, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam masalah
politik. Usulan adanya KY pada MA atau Institusi Nasional dinilai
Hamdan bisa menimbulkan kesulitan karena belum didapatkan
satu rumusan tentang KY nasional, apakah KY tersebut diatur dalam
UU dan sebagainya. Oleh karena itu, Hamdan mengusulkan perlu
ada alternatif lain, seperti Presiden sebagai kepala negara dengan
persetujuan DPR, sehingga di majelis terjadi check and balancing.
Untuk itu, menurut Hamdan, perlu institusi lain.™*

Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG mengusulkan ada lembaga
yang bernama KY pada MA. Untuk membuat lembaga ini, Agun
menyarankan agar MA datang ke MPR sebagai pembuat ketetapan.
Adapun keanggotaan KY berasal dari unsur-unsur masyarakat,
pakar, praktisi, hukum dan sebagainya. Agun juga berpendapat
bahwa KY ini bisa dibuatkan UU."?

110  /bid, him. 191-194.

111 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Rapat Sinkronisasi PAH | BP MPR, Kamis,
13 Juli 2000, dengan agenda Sinkronisasi Kegiatan Panitia Ad Hoc | BP MPR RI
(Lanjutan); Dan lain-lain.

112 Ibid.
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Abdul Kholiq Ahmad dari F-PKB berpandangan bahwa
sesungguhnya Alternatif 1 dan 3 subtansinya sama, yakni MPR
yang mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung. Kalau
yang dipersoalkan bahwa MPR tidak setiap hari, Kholiq berpikir
masih ada alat-alat kelengkapan MPR yang perlu dipertegas,
misalnya mengatur mekanisme Badan Pekerja. Memang yang
mengusulkan MPR adalah F-UG, namun dengan catatan perlu
ada suatu Badan Pekerja yang terus ada sepanjang masa (standing
committee). Oleh karena itu, ia mempertanyakan kenapa “Komisi
Yudisial pada Mahkamah Agung”, karena dengan begitu seolah-
olah yang mengusulkan adalah MA? Begitu juga tentang KY,
ia mempertanyakan kepada pengusul KY, kenapa KY ada di
Mahkamah kenapa tidak seperti, contoh yang sekarang ada KHN?

Menanggapi persoalan tersebut, Soetjipto dari F-UG
mengatakan bahwa justru di sini perlu memakai pengalaman yang
ada, yakni mencoba untuk melepas atau menghindari kekuatan
teknis para politisi dalam penentuan berikutnya sehingga dibentuk
lembaga yang bernama KY. Komisi Yudisial yang dimaksud
merupakan perangkat atau bagian yang berada di dalam MA.
Oleh karena dia berada dalam lingkungan MA, dan pembentukan
MA melalui UU maka di sana juga diatur tentang KY, sedangkan
alternatif yang kedua yang diusulkan dalam ayat (6) adalah tentang
pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung yang diatur oleh
undang-undang. Dengan demikian, menyangkut masalah KY akan
diajukan oleh UU, sedangkan untuk masalah keanggotaan, Soetjipto
mengatakan,

Di sini ada beberafa hal yang belum terangkum secara jelas,
menyangkut masalah keanggotaannya. Kalau memang secara
implisit ini ingin dimasukkan secara riil jadi cantumkan saja
karena kami mengharapkan KY ini independen. Jadi jangan
perintah undarll_%—undang kean%%?taannya itu dilangkah, dia
tidak bisa lagi Hakim itu memilih si A, si B, si C tapi dia ada
undan%)-un ang yang komisi misalkan sama dibicarakan
dalam bab lain misalnya 9. Nah, 9 itu tiga dari mana, dan itu
diatur dalam undang-undang, di sini cukup di cantelan-nya
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saja memerintahkan undang-undang.'

Anggota PAH dari F-PDI Perjuangan, Hobbes Sinaga
berpendapat bahwa kalau versi yudisial yang diusulkan adalah
suatu badan yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan
yang lain, termasuk anggotaannya, maka komposisi sebelas orang
anggota tersebut di antaranya adalah: dua orang Jaksa aktif yang
diangkat dari calon-calon asosiasi, tiga orang yang diangkat dari
calon-calon DPR, dua orang Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) yang diangkat dari calon-calon pembentukan oleh DPD.

Patrialis Akbar dariF-Reformasi menyatakanbahwa mengenai
KY, ia cenderung sependapat dengan usulan PDI Perjuangan.
Namun tentang “pengacara”, ia mengusulkan lebih baik diganti
dengan “praktisi hukum”. Sebab, pengacara memiliki organisasi
yang banyak, sehingga praktiknya menjadi susah, sedangkan
“praktisi hukum” bisa mencakup lebih luas, bisa pengacara, notaris,
dan lain-lain. Dia juga mengusulkan agar rumusan KY tidak “pada
Mahkamah Agung”.

Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP menyampaikan pandangan
yang berbeda. Menurutnya, bila KY dibentuk komisi di Indonesia
akan menjadi terlalu banyak, misalnya ada Komisi HAM, Komisi
KPKPN dan masih banyak lagi. Dan semua tokoh-tokoh yang vokal
sudah tergabung di dalamnya,'* sedangkan, Andi Mattalatta dari
F-PG menyatakan bahwa usulan mengenai KY sama dengan usulan
dan versi dari F-PDI Perjuangan. Namun, dengan perubahan
menyangkut mengenai pengacara sebagai Anggota KY.

Asnawi Latief dari F-PDU menegaskan alasan fraksinya yang
menempatkan KY sebagai bagian yang termaktub dalam pasal-pasal
itu sebagai berikut.

Pertama, karena lima alternatif memang ada fungsi
pengawasan. Dia berdiri dan dia mengerti semua hal yang

113 Ibid.
114 Ibid.
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menyangkut KY yang ada di situ, tidak ikut dalam proses

perkara sehari-sehari. Dalam tindakannya dia akan mengusul

di KY itu. Yang pertama, mantan Hakim Agung yang kita

harap ada wise sekaligus tapi mempunyai pengalaman. Yang

kedua, unsur praktisi hukum. Yang ketiga, tokoh masyarakat.

Yang keempat, tokoh agama. Berikutnya akademisi. Nabh,

kenapa kami membutuhkan pertimbangan dari dia, tidak

semata-mata dari MPR, karena menghindari perkembangan
dan ertimbanﬁan seperti ini. Sekarang ini berkembang,
ada Komisi seolah-olah dan komisi seratus, sehingga proses
pengkaglinﬁannya lebih baik. Jadi, kalau dia langsung dipilih
oleh MPR, dengan Seﬁf{ﬂa hormat kami kepada MPKR karena
kamijuga Anggota MPR, tidak mustahil keluar (fertimbangan-

ertimbangan seperti itu. Jadi kita backing kedua komponen

mi, MPR yang memberi pokok politik karena dia lembaga

tertinggi.  Sedangkan Komisi Yudisial, memberi bobot

psikologisnya, bobot potensinya.

Menanggapi masih beragamnya pandangan tentang KY,
Pimpinan Rapat Jakob Tobing dari F-PDI Perjuangan mengusulkan
jalan keluar. Mengenai KY menjadi bagian MA atau tidak, akan
dibahas di lain kesempatan, sedangkan KY diangkat oleh MPR
dan Presiden, yang menjadi salah satu pihak yang mengusulkan,
menurutnya ada sangkut-pautnya dengan tugas sebuah lembaga
yang dikenal sebagai lembaga tinggi, yaitu lembaga tertinggi di
dalam cabang kekuasaan peradilan. Oleh karena itu, Alternatif 1
“diangkat oleh Presiden” diganti menjadi “diangkat oleh MPR”.
Usulan kedua adalah KY sebagai lembaga kekuasaan tertinggi
peradilan. Kalau bisa demikian maka tinggal satu alternatif.
Mengenai bagaimana KY, Jakob mengusulkan untuk dibicarakan

di lain kesempatan.

Menanggapi usulan tersebut, Patrialis Akbar dari F-Reformasi
mempertanyakan mengenai tugas lain KY selain mengangkat
dan memberhentikan Hakim Agung. Dan menurutnya, perlu
ada ayat yang menjelaskan apabila KY harus ada, sedangkan
Hobbes Sinaga dari F-PDI Perjuangan memberikan komentar,
apabila Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR, dan
pekerjaan KY hanya mengusulkan berarti selanjutnya KY seperti
menganggur karena tidak ada pekerjaan. Menurut Hobbes, ada
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logika lain yang mengatakan bahwa kalau KY yang mengangkat
dan menghentikan, dia mesti melakukan pengawasan, walaupun
bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi
dalam rangka memelihara kehormatan dan menjaga martabat para
pejabat oleh Hakim Agung. Sementara, di dalam rumusan yang ada,
terdapat ketentuan tentang Dewan Kehormatan. Untuk itu, Hobbes
mengusulkan untuk menggabung KY dengan Dewan Kehormatan,
sehingga unsur judisial yang telah diambil menjadi dua fungsi:
mengangkat dan mengawasi untuk menjaga kehormatan.

Mengenai rumusan tentang KY, Sutjipto dari F-UG
berpendapat bahwa dengan rumusan yang sudah ditayangkan
tersebut, berarti rumusan yang diusulkan oleh F-UG sebagai
Alternatif ketiga naik menjadi Alternatif kedua, lalu digabungkan
dengan alternatif yang pertama. Mengenai hal ini Sutjipto sementara
dapat menerima kata-kata pada MA didrop. “Mahkamah Agung
diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Yudisial”.
Sedangkan menyangkut pertanyaan, apakah ada kewenangan atau
tugas lain? F-UG benar-benar berpikir bahwa KY bukan hanya
bertugas masalah pengangkatan dan pemberhentian Hakim, tetapi
justru yang masih essensif, dia belum melakukan pengawasan
menjadi tugas Dewan Kehormatan. Oleh karena itu, menyangkut
masalah istilah Dewan Kehormatan atau KY, secara substansinya
sudah F-UG menyetujui.

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyoroti masalah
pengangkatan dan pemberhentian KY. Menurutnya, pengangkatan
dan pemberhentian KY dilakukan oleh MPR. Dengan demikian,
menurut Lukman, yang menjadi persoalan sekarang adalah soal
nama memakai nasional atau tidak, seperti Komnas. Selain itu ia
mencatat atas penjelasan Golkar yang menyatakan bahwa KY ada
tugas-tugas, seperti pengawas, sedangkan dalam gagasan PDI ada
tugas lain dari yudisial itu sendiri.

Menyangkut tugas KY, Ali Masykur Musa dari F-PKB
berpendapat, KY nasional atau Komnas bertugas dalam hal
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pengangkatan, promo pengangkatan, serta mutasi hakim-hakim
agung. Hal ini berarti, lanjutnya, bukan tugas yang mempengarubhi,
tetapi tugas-tugas yang sebagian lapang. Unsur tersebut sebenarnya
tidak disebut sebagai badan permanen, tapi mandiri.

Status permanen atau tidak permanen lembaga tersebut
mendapat tanggapan Patrialis Akbar dari F-Reformasi sebagai
masalahbaru. Selanjutnyaadalahtentangmasalahpemetaan. Patrialis
mempertanyakan tentang proses pemilihan keanggotaan, siapa
lagi yang berwenang? Kemudian orang-orang yang ditempatkan
itu sampai sejauh mana kualitasnya, atau kemampuannya? Bagi
Patrialis banyak persoalan.

Sekarang, kami tidak ingin membatalkan sesuatu yang
sudah ada, cuma perlu dalam suatu wacana, kita pikirkan
lebih mantap adalah, apa keberatannya kalau usul itu dari
DPR. Justru yang suda cFenamaan kelembagaannya sudah
ada, orangnya sudah tidak susah. Yang kedua, dia juga
merupakan representasi wakil-wakil rakyat, dan juga tidak
perlu kita khawatirkan, sehingga tidak lagi banyak masalah-
masalah tertuju pada lembaga baru. Jadi ini adalah suatu
kekhawatiran. Apa hal-hal yang sudah dalam selama ini
justru, DPR itu sudah mulai berfungsi, sementara kita kan
inﬁin memberikan fungsi, juga kontrol kepada wakil-wakil
rakyat itu. Nah, ini sudah jalan dan kami melihat itu cukup
cocok pada saat ini. Jadi kami kurang setuju sebetulnya
dengan adanya lembaga baru yang namanya KY dengan
beberapa pertimbangan tadi.

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mempertanyakan
apakah keberadaan KY ini nasional dengan perwakilan di daerah?
Sebab, KY adalah institusi baru dan diatur di UUD. Menurut
Lukman, sesungguhnya hakekat institusi ini tidak terlalu signifikan
dalam proses check and balances dalam skala makro. Untuk itu,
kalau ketentuan ini dirinci dalam konstitusi bisa menimbulkan
kesan yang terlalu berlebihan. Akan tetapi, kalau tidak dirinci bisa
menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang, “Kenapa tiba-tiba
muncul istilah Komisi Yudisial”, sehingga konteks-konteks logisnya
harus diberikan pasal-pasal yang didasarkan pada “Apa itu Komisi
Yudisial?” Apakah sebagai institusi yang tetap, lembaga, atau
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Ad Hoc, dan seterusnya-seterusnya? Sementara itu kalau dirinci,
materinya menjadi tidak pas. Akan tetapi, Lukman menangkap
semangat bahwa prinsip checks and balances di sini dalam pengertian
recruiting Hakim Agung, sehingga harus bisa dipertahankan atau
dijaga agar tidak terlalu larut dalam nuansa yang politis. Dengan
demikian, Lukman Hakim mengusulkan sebagai berikut.

Jadi mungkin yang kita gabungkan di dalam pemilihannya,

usulan yang sebenarnya. Jadi, itu akhirnya itu sebabnya ada

di MPR, hanya MPR ketika menanggapi KY-nya itu, tinggal

usulannya saja diminta berwenang.%adl, kalau DPR diang%aFl

terlalu politis, kita buka seperti yang tadi disam}l)(aikan ole
bung Andi tadi itu. Kelompok masyarakat atau komponen-
komponen tadi itu termasuk juga yang disampaikan oleh
teman-teman PDI Perjuangan itu, sehingi(ga semuanya
ter-cover. Rumusannya seperti apa bisa Kita cari, tapi
semangat/spirit untuk tidak terkesan terlalu politis itu bisa
terpenuhi, tetapi juga tidak terlembaga dalam sebuah Eaham
konstitusi baru yang menuntut kita untuk harus menjabarkan
yang tidak bisa dihindari.

Menyikapi perdebatan tersebut, Ketua Rapat Jakob Tobing
mengajak para Anggota PAH I memerhatikan dokumen yang ada
di hadapan Anggota PAH 1. Menurut Jokob, di sana sudah jelas
bahwa alternatif yang diusulkan F-UG adalah, “Hakim Agung
diangkat dan diberhentikan oleh MPR” dan alternatif yang kedua,
“Hakim Agung diangkat Presiden”. Mengenai keanggotaan telah
ada alternatif rumusan, “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan
oleh MPR”, kemudian, “Hakim Agung diangkat presiden atas
usul Komisi Yudisial nasional”. Ada juga yang mengusulkan
rumusan alternatif yang berpendapat “Hakim Agung diangkat dan

diberhentikan oleh MPR atas usul KY pada MA”.

Mengenai komposisi Anggota KY terdapat praktisi hukum,
DPR, DPD. Tentang ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh
Anggota KY sendiri. Dan yang terakhir, “Komisi Yudisial bertugas
untuk menegakkan dan menjaga kedaulatan, martabat, dan
perilaku Hakim Agung”. Ketentuan “Hakim Agung diangkat dan
diberhentikan oleh MPR atas usul KY pada MA” merupakan usulan
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rumusan yang ditampung dan tidak ditambah lagi dari DPR. Jadi,
menurut Jakob, perkembangan logisnya menjadi satu alternatif.

Menanggapi pertanyaan, “Komisi Yudisial ini apa? Dan
gagasan oleh penggagas kira-kira apa?” Jakob menilai bisa dilihat
dalam dokumen tersebut bahwa ada dua tipe. Pertama adalah
kumpulan dari orang-orang kredibel, karena di situ adalah mantan
Hakim Agung. Sebagaimana pendapat PDI Perjuangan, di sana
juga ada praktisi hukum, DPR, dan DPD. Hal ini berarti, apa yang
dikatakan Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP, nuansa politiknya
sudah diserap, tidak hanya DPR, tetapi juga DPD. Namun,
mereka harus berinteraksi dulu di dalam korum itu, sehingga
akan mengalami suatu check and balances internal dalam korum,
antara mereka yang mungkin menjaga unsur politis dengan yang
melihatnya dari sisi akademis atau praktik hukum.

Hasil inilah, lanjut Jakob, yang akan mempunyai kualifikasi,
dia tidak lagi berat (heavy) dengan pertimbangan-pertimbangan,
tapi sudah. Untuk itu, apa yang dikatakan Lukman terlihat di
sana, tetapi tidak bisa dijelaskan di sini. Mungkin ada pasal yang
mengatakan kemudian diatur lanjut dengan UU tapi satu kalimat
itu menjelaskan bahwa dia terdiri dari Anggota DPR, DPD,
dan praktisi hukum. Sehingga hal yang disampaikan Patrialis
terakomodasi, tetapi kalau dianggap kelebihan buku juga tidak
ditawarkan. Sampai di sini, Jakob mencatat bahwa akan ada satu
pasal yang mengatur tentang KY.

Pada kesempatan tersebut Jakob juga menyatakan ada
catatan bahwa mengenai KY apakah yang diungkapkan dan faktor
apa yang diberikan sebagai bahan pertimbangan oleh rekan-rekan,
akan dibicarakan pada waktu membentuk KY, tetapi tidak perlu
berkepanjangan, supaya ada peraturan UU, sedangkan tentang
“Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota”, Jakob
menyatakan setuju itu tidak ada alternatif. Dan terakhir, untuk
ketentuan “Menegakkan dan menjaga kedaulatan, martabat dan
perilaku” tidak ada alternatif.
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Setelah pimpinan sidang, Jakob Tobing membacakan
hasil rumusan alternatif Lukman Hakim Saefuddin dari F-PPP
memberikan catatan bahwa Ketika ayat (4) telah disepakati,
perlu ada catatan tentang KY. “Syarat-syarat pengangkatan dan
pemberhentian Hakim Agung oleh MPR atas usul KY diatur oleh
undang-undang”, sehingga yang berkaitan dengan KY adalah
tentang usulan.

Sementara itu Sutjipto dari F-UG berpendapat bahwa Dewan
Kehormatan, menurut Klasiman, anggotanya justru dari hakim
itu sendiri, tapi boleh ditambah dari unsur di luar. Sedang konsep
dari KY adalah non-hakim. Untuk itu, menurut Sutjipto, harus
dibedakan antara Dewan Kehormatan dengan KY. Anggota Dewan
Kehormatan adalah berasal dari hakim itu sendiri dan bisa ditambah
unsur dari luar, sedangkan KY justru orang-orang di luar hakim.

Menaggapi komentar Sutjipto, Ketua Rapat, Jakob Tobing
menegaskan bahwa untuk menegakkan kehormatan dan menjaga
keluhuran falsafat dan yudikatif, dibentuk Dewan Kehormatan
Hakim. Ayat berikutnya, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi
Yudisial dalam kehormatan akan diatur dan ditegaskan lebih lanjut”.
Ia juga mempertanyakan, apakah kualifikasi Dewan Kehormatan
menjadi materi? Apakah kualifikasi materinya sudah pantas ada
di sini, supaya nanti waktu diatur oleh UU, diberi masukan lagi?
Soal-soal yang sifatnya bahwa orangnya bisa berasal dari kalangan
MPR, tetapi sebagai komisi dia mandiri.

Menanggapi masalah yang disampaikan pimpinan sidang,
Alihardi Kiaidemak dari F-PPP menyatakan, paling tidak, “Komisi
Yudisial Nasional diatur dengan undang-undang”. Sebab, menurut
Alihardi, kalau memakai kitab lama berarti hal itu merupakan suatu
UU tersendiri.

Soewarno dari F-PDI Perjuangan berpendapat bahwa sesuatu
itu ada aturan diangkat oleh KY. “Nah, kalimat apa yang mengatur
Komisi Yudisial? Karena di situ ada badan yang tiba-tiba ditugaskan
berkaitan dengan komisi dan sebagainya. Hal ini berarti KY harus
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dihilangkan. Benda apa itu (KY)? Barangkali belum punya benda.”

Ketua Rapat, Jakob Tobing dari F-PDI Perjuangan
menyampaikan bahwa “Komisi Yudisial harus mandiri yang
keanggotaannyadiaturdalamundang-undang”.Kemudian,“Susunan
dan keanggotannya diatur dalam undang-undang”. “Pemberhentian
Hakim Agung ada tata caranya yang diatur oleh undang-undang”.
“KY bersifat mandiri, dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai
KY diatur oleh undang-undang”. Menurut Jakob, beberapa
rumusan tersebut menjadi dasar kesepakatan rumusan materi.

Bagaimana saya coba membantu begini. “Komisi Yudisial
(Nasional) terdiri dari...”, kalau tugasnya ‘kan sudah jalan
ya, “Keanggotaannya terdiri atas...”, Saya kira institusi
dahulu, Pak, mandiri. Tadi ‘kan sudah ada. Sudah ada.
Oke-okelah Pada waktu kita bicara yudisial, itu langsung
disebutkan panitia sidang, sampai di situ saja. Sedangkan
siapa yang disebut untuk memenuhi persyaratan mandiri
itu, ada pemikiran baik dari Golkar maupun dari PDI, yang
seyogyanya itu nanti di apa, dibahas lebih lanjut di dalam
undang-undang.

Jakob kemudian menambahkan mengenai sifat mandiri
dalam kewenangan KY, menurutnya;

Katanya Hakim Agung diberikan oleh  Majelis
Permusyawaratan untuk memilih yang bersifat mandiri.
Yang bersifat mandiri itu persyaratan KY atau Hakim Agung?
Jadi sebenarnya itu ‘kan yang tata caranya tentang caranya
ini, ya mengenai Hakim Agung. Ya, makanya itu dibantu.
Untuk KY, KY titik. Kemudian, di bawah KY “bersifat
mandiri”. Anggotanya apa, anggotanya, “Susunan dan
keanggotaannya diatur dalam undang-undang”. “Yudisial
dan Komisi Nasional bersifat mandiri yang keanggotaannya
diatur dalam undang-undang”. Jadi begini, ada dua soal
yang diberhentikan ini ada suatu tata caranya yang diatur
oleh undang-undang. Tapi di KYnya sendiri intinya diatur
oleh undang-undang. Yang ini tetap ada ini, Ini acara dan tata
caranya. Tidak cukup dengan ini, Pak. Syarat-syarat menjadi
Hakim itu, ya. Itu yang sudah Hakim Agung. Kalau ini, ini
adalah seluruh Hakim. Ketik, ya. Ya, silahkan. Aturan sudah
diketok dari tadi itu.
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Pada Sidang Tahunan MPR RI memutuskan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2000 tentang
Penugasan Badan Pekerja MMPR Untuk Mempersiapkan Rancangan
Perubahan UUD Tahun 1945. Adapun materi Rancangan Perubahan
UUD 1945 yang terkait dengan Bab Kekuasaan Kehakiman yang
berhasil dirumuskan para Anggota PAH I dan BP MPR RI pada
masa perubahan kedua itu adalah:

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri
dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara
lainnya dan dari pengaruh pihak mana pun.

(2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara
dan lingkungan peradilan lainnya, yang susunan, tugas dan
wewenangnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24A

Mahkamah  Agung berwenang mengadili perkara
dalam tingkat kasasi, melakukan wuji materiil terhadap
peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang,
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.

Pasal 24B
(1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Komisi Yudisial.

(2) Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang susunan,
kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan
undang-undang.
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®)

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari
dan oleh Hakim Agung.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai
hakim diatur dengan undang-undang.

Pasal 25A

Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran
martabat dan perilaku para hakim, dibentuk Dewan
Kehormatan Hakim.

O

(2)

Pasal 25B

Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk
Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan
untuk menguji secara materiil atas undang-undang;
memberikan putusan atas pertentangan antar undang-
undang; (Alternatif 1 : memberikan putusan atas
persengketaan kewenangan antarlembaga negara,
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
dan antarpemerintah daerah. Alternatif 2 : Tidak perlu),
serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan
oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan
tingkat pertama dan terakhir.

Alternatif 1:

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang
anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Presiden tiga orang,
usul Mahkamah Agung tiga orang dan usul Dewan
Perwakilan Rakyat tiga orang.

Alternatif 2:
Anggota Mahkamah Konstitusi diangkat dan
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diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul Mahkamah Agung yang susunan dan jumlah
keanggotaannya diatur dalam undang-undang.

Yang dapat menjadi Anggota Mahkamah Konstitusi
adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat
negara, serta memenuhi persyaratan lain yang diatur
dengan undang-undang.

Pasal 25C

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri
dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam
perkara pidana.
Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
DewanPerwakilanRakyat(denganmempertimbangkan
pendapat Dewan Perwakilan Daerah).
Susunan, kedudukan dan kewenangan lain Kejaksaan
diatur dengan undang-undang.

Pasal 25D
Penyidikan dalam perkara pidana merupakan tugas
dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang diatur dengan undang-undang.

Pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas
perintah undang-undang.

Rumusan sementara yang dihasilkan pada rapat-rapat PAH
I BP MPR 2000 tersebut akan dibahas pada persidangan PAH I BP
MPR 2001, yang berlangsung sejak tanggal 5 September 2000 - 23
Oktober 2001.
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4. Pembahasan Masa Perubahan Ketiga

Sebagaimana dalam masa persidangan 2000, pada masa
persidangan 2001 PAH I BP MPR 2001 juga mempersiapkan
Perubahan UUD 1945 lebih matang daripada masa perubahan
pertama. Jika pada saat perubahan pertama memiliki kesempatan
waktu yang sangat terbatas, hanya 7 (tujuh hari) dan kesempatan
untuk menyerap aspirasi masyarakat juga terbatas, pada masa
persidangan 2000 dan 2001 kesempatan waktu pembahasan dan
penyerapan aspirasi lebih banyak.

Rumusan Perubahan UUD 1945 yang dihasilkan pada
rapat-rapat mulai 1999 hingga 2000, terutama tentang Kekuasaan
Kehakiman tidak hanya dibahas oleh para Anggota PAH I dan BP
MPR, tetapijuga dibahas oleh elemen-elemen masyarakat, baik yang
diundang secara resmi oleh PAH I dalam rapat dengar pendapat
maupun dengar pendapat yang diselenggarakan di daerah-daerah,
khususnya di kampus-kampus, bahkan PAHIBP MPR membentuk
Tim Ahli berbagai bidang untuk membantu pelaksanaan pengkajian
Perubahan UUD 1945. Oleh karenaitu, pembahasan Perubahan UUD
1945 pada masa persidangan tahun 2000 dan 2001 ini lebih fokus
dan sistematis. Setelah menyerap dan mendengar pendapat dari
elemen masyarakat, baik dari para akademisi, praktisi, kelompok-
kelompok masyarakat lainnya, maupun Tim Ahli PAH I BP MPR,
PAH I BP MPR mempertimbangkan lagi rumusan-rumusan yang
telah dihasilkan.

Pada Rapat Pleno PAH I BP MPR ke-35, 25 September 2001,
dengan agenda Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman,
Ketua PAH I Harun Kamil membuka pembahasan dengan
menyampaikan bahwa rapat ini membahas Bab IX Pasal 24 dan
Pasal 25 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Bab IX Kekuasaan
Kehakiman ada 2 pasal, Pasal 24 dan Pasal 25 sangat pendek, tapi
Badan Pekerja menambah menjadi “Kekuasaan Kehakiman dan
Penegakan Hukum” karena adanya posisi Polri selaku penyidik dan
Jaksa Agung selaku penuntut di bidang pidana yang sebelumnya
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undang-undang tidak pernah mengaturnya.

Selain itu, Harun Kamil juga membacakan hasil rumusan
rapat sebelumnya, antara lain tentang “Hakim Agung diangkat dan
diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Yudisial”. KY merupakan
komisi yang bersifat mandiri. Kemudian ada lagi rumusan, “Ketua
dan Wakil Ketua dalam Mahkamah Agung dipilih dari Hakim
Agung”, sedangkan pengangkatan hakim-hakim itu sendiri diatur
dengan UU. Menurut Harun, para Anggota PAH I telah mengetahui
bahwa hakim sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya,
tidak mempunyai atasan dalam memutus perkara, kecuali hanya
hati nurani dengan Tuhan. Namun demikian, tegasnya, tentu
harus ada kriteria, parameter, atau tolok ukurnya. Untuk itu harus
ada suatu dewan kehormatan yang bertugas untuk menegakkan
kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim
dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Rapat Pleno itu, Soewarno dari F-PDI Perjuangan
mengomentari rumusan Pasal 24B, “Hakim Agung diangkat dan
diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Yudisial”. Menurut
Soewarno bahwa yang menetapkan Hakim Agung sebagai anggota
lembaga tinggi negara adalah MPR merupakan pasal yang tepat.
F-PDI Perjuangan juga setuju bahwa KY bersifat mandiri. Namun
dia mengusulkan agar Ketua dan Wakil Ketua diserahkan kepada
lembaga itu sendiri, bukan ditentukan dari luar.>

Terkait dengan judul “Kekuasaan Kehakiman” berdasarkan
pada persandingan tiga konsep yang telah dirumuskan, A.M.
Luthfi dari F-Reformasi menganggap lebih tepat jika judul tersebut
ditambah dengan frase “Penegakan Hukum”. Dia juga menilai
bahwa rumusan yang telah dihasilkan oleh BP MPR ini secara garis
besar sebenarnya sudah baik. Akan tetapi kalau dibandingkan
denganrumusan yang disusun oleh Tim Ahli yang memperkenalkan

115 Sekretariat Jenderal MPR R, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar negara
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dua “binatang baru”, bernama MK dan KY, menjadi masalah
tersendiri. Sebab, ada kawan-kawan yang semangatnya ingin
menyederhanakan, termasuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA),
ada yang setuju belaka. Bahkan ada yang menginginkan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) pun dihilangkan.

Sebaliknya, berbicara tentang MA yang sudah adaitu sekarang
seolah-olah akan ada MK dan KY. Jadi, kedua “barang baru” ini
harus betul-betul dipikirkan dan dihayati, apakah diperlukan
atau tidak, apalagi kalau MK ini mempunyai kewenangan seolah-
olah bisa mengatakan bahwa dia memutuskan ya atau tidaknya
impeachment yang diusulkan oleh DPR atau MPR.

Kalau begitu halnya Mahkamah Konstitusi ini terlalu besar

kekuasaannya. Kan MPR itu dipilih oleh rakyat. Legitimate.

Kalau Mahkamah Konstitusi ini diberi beban dan tanggung

jawab begitu besar saya kira itu bertentangan dengan sistem
kita.

Jadi saya curiga betul Mahkamah Konstitusi ini mungkin
overbodig tapi kita bahas betul. Kemarin saja DPA ingin
diseder anaian ingin dihilangkan dibikin malah eselon I,
BPK kemarin juga semangatnya ada yang menginginkan itu
dihilangkan.

Jadi memasukan ini menentang arus yang timbul kecuali

bisa dibuktikan, bahwa Mahkamah Konstitusi dan Komisi

Yudisial betul-betul membikin kita lebih demokratis dan lebih

teratur. Sementara itu kami masih boleh dikata cenderung

mencurigai kedua badan baru ini."®

Pataniari Siahaan dari F-PDI Perjuangan mengusulkan bahwa
dalam Bab IX seyogyanya selain ada masalah lembaga-lembaga
yang menyangkut MA dan ada yang menangani masalah-masalah
Konstitusi, tetapi juga ada lembaga yang menangani seleksi
recruitment Hakim Agung dan terhadap hakim-hakim. Karena
semua sepakat bahwa mutu para hakim masih tetap menjadi
pertanyaan di kalangan masyarakat.

Mekanisme recruitment, lanjut Pataniari, seyogyanya ditangani
olehsatulembagayanglebihlayak dantepatuntuk mengatasitersebut,

116  Ibid, him. 285.

92 Risalal. Komini Yodivial Republik Indonesia



Pelembagaan Komisi Yudisial RI

sehingga bukan hanya masalah urutan masa kerja atau birokrasi
saat menentukan perilaku para hakim. Karena secara kewenangan
mereka adalah mandiri maka di dalam bagian Bab IX ini F-PDI
Perjuangan mengusulkan perlu berbicara masalah MA dan di sana
juga ada masalah MK. Dan, F-PDI Perjuangan tetap mengusulkan
satu KY yang melakukan recruitment dan seleksi terhadap siapa
calon-calon MA yang selama ini masih dipegang oleh DPR.

Kita sama-sama melihat bahwa dengan uraian tugas-tugas
kepada DPR yang sebetulnya sudah tercantum dalam UUD
yaitu pengawasan, legislasi, dan budget, sebetulnya ada
penambahan tugas-tugas wewenang yang dengan sendirinya
tidak tertangani secara baik dan efektif dan selalu menimbulkan
pertanyaan dan perdebatan di masyarakat, kewenangan DPR
tersebut sebagai lembaga politik. Di sisi lain kalau kita bicara
masalah MK berarti setiap warga negara/rakyat berhak dia
men%ajukan hak-haknya apabila ada UU yang melanggar hak
tersebut dan itu biasa tidak cukup hanya di PTUN.

Sekarang ini yang kita lihat terf;adi class action, terjadi demo
orang perorangan, kelompok-kelompok, apakah tidak
sebaiknya hal seperti ini disalurkan melalui channel yang
lebih tepat, misalnya dengan satu pemasukan yaitu lembaga
Ombudsman, merupakan saluran terhadap aspirasi yang
sifatnya pengaduan-pengaduan yang nantinya bisa diproses
oleh yudisial, bisa diproses oleh MK maupun MA.

Dari kondisi seperti ini kami ingin menambahkan kembali
bahwa dalam pengertian seleksi personil, tadi kami bicarakan
masalah bagaimana menseleksi recruitment An%gota MA,
bagaimana menyeleksi Anggota MK dan termasuk bagaimana
menseleksi Anggota KY. Hal-hal ini memang merupakan
sistem prosedur tapi seyogyanya kerangkanya yang mesti
masuk dalam UUD, agar tidak seperti yang disampaikan
Pak Agun tadi, nanti undang-undang DPR membuat
yang mungkin tidak menangkap jiwa daripada apa yang
dimaksudkan, sehingga ada kerangka-kerangka dasar yang
harus disampaikan.'

Zain Badjeber dari F-PPP mempertanyakan mengenai
“Hakim diangkat oleh MPR”, padahal apakah MPR ini lembaga
atau tidak, belum jelas. Untuk itu, Zain mengusulkan sebaiknya

117  Ibid, him. 291-292.
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diubah menjadi “Hakim diangkat oleh DPR” karena ada kontrol,
ada pencalonan dari KY yang independen. Dengan demikian, F-PPP
lebih sepakat terhadap ketentuan “Pengangkatan hakim diserahkan
kepada DPR dengan adanya Komisi Yudisial”, sedangkan KY
sendiri sudah diterima oleh PAH sebagai salah satu komisi, dan di
Badan Legislasi DPR sedang menyusun Rancangan Perubahan UU
MA, termasuk mengatur KY.
Komisi Yudisial ini, menurut Zain, nantinya bisa diberi
wewenang oleh undang-undang, misalnya untuk persetujuan
Jaksa Agung. Kalau hal itu harus diangkat oleh DPR maka
Jaksa Agung dicalonkan dari Komisi Yudisial. Begitu juga
kalau mau mengangkat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, tidak perlu proper test oleh DPR, tetapi dilakukan
oleh komisi yang ahli ini. Sedangkan DPR akan menerima
calon dari komisi tersebut dengan cara memilih satu di
antara dua calon yang diajukan. Den%an demikian, Komisi
Yudisial berhenti di pengangkatan Mahkamah Agung, tetapi
juga akan melebar mendapatkan wewenang oleh undang-
undang lainnya dalam rangka membantu tugas DPR dalam
memberikan persetujuan maupun pengawasan.'®
Terkait dengan adanya KY ini, Patrialis Akbar dari
F-Reformasi menyatakan bahwa sementara ini ia belum sependapat
dan mengajak coba evaluasi tentang masalah KY ini. Sementara,
Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG berpendapat terkait Pasal 24B
berkenaan dengan masalah recruitment para hakim. Menurutnya,
Hakim Agung di ayat (1) “Diangkat dan diberhentikan bukan
oleh Majelis”, tetapi dia “diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atas usul Komisi Yudisial”. Oleh karena KY
dalam rumusan ini dikatakan susunan dan kedudukan mandiri
dan sebagainya, Agun mengusulkan jika masih bisa dirumuskan,
perlu ada penjabaran lebih detail dengan undang-undang.

Menurut Agun, jika yang dimaksud dengan KY bersifat
mandiri adalah keanggotaannya maka yang dilibatkan di sana
jelas bukan hakim, bukan jaksa, dan bukan penegak hukum, tetapi
mungkin para mantan-mantan unsur aparatur penegak hukum

118  Ibid, him. 298.
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maupun para pakar-pakar yang kompeten di bidang itu. Artinya,
status mereka sudah menjadi unsur masyarakat, sehingga tidak lagi
terikat dalam susunan birokrasi pemerintahan yang ada pada saat
itu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan KY di sini adalah
anggotanya terdiri atas mantan hakim, mantan jaksa, mungkin
mantan pengacara, termasuk mungkin para kalangan perguruan
tinggi, pakar dan sebagainya. Adapun susunan dan jumlah
keanggotaannya diatur dengan UU, tetapi siapa keanggotaannya
mungkin kalau bisa di adopt.

Selain itu, Agun Gunandjar Sudarsa juga berpendapat sebagai
berikut.

Dengan gagasan pemikiranitukamimelihatbahwakedudukan
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, itu paling tidak
pada 1}iosisi yang kalau dia wakil ketua dan wakil ketua seolah
dipilih oleh ini, itu akan merasa posisi hakim Mahkamah
Konstitusi. Karena diangkat oleh Majelis Perwakilan Rakyat.
Mungkin hanya sekedar psikologis. Tetapiakan ada persoalan-
persoalan itu yang bisa tumbuh di kemudian hari. Sehingga
untuk concordan-nya, dia disetarakan yaitu diangkat dan
diberhentikan oleh Majelis Perwakilan Rakyat. Namun untuk
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diusulkan oleh
Komisi Yudisial, tetapi untuk hakim lgonstitusi itu dilakukan
melalui Mahkamah Agung.

Kemudian yang Pasal 25. Kami pikir syarat-syarat untuk
menjadi dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan
undang-undang kami merasa ini tetap perlu.

Pasal 25A-nya pun kami tetap menganggap Dewan
Kehormatan Hakim ini tetap kami mengusulkan tetap ada.
Karena berbeda dengan tugas-tugas yang harus dilakukan
oleh Komisi Yudisial. Kalau Komisi Yudisial itu lebih pada
aspek pertanggungjawaban, lebih pada aspek bagaimana
dia melakukan tugas-tugas yang bisa mewakili representatif
katakanlah masyarakat yang sangat kompeten, yang bisa
sangat amat bisa kita pertanggungjawabkan, yang memang
mereka harus memproses dan menseleksi untuk para hakim
a]g<ung. Termasuk siapa ketua dan wakil ketua. Toh pada
akhirnya diserahkan kepada, untuk hakim agungnya itu
kepada Dewan Perwakilan Rakyat tetapi untuk ketua dan
wakil ketuanya kepada Majelis Perwakilan Rakyat.

Adapun menyangkut masalah Dewan Kehormatan Hakim,
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itu adalah orang-orang yang memang terdiri dari, katakanlah
para hakim-hakim yang ada di lingkungan hakimnya itu
sendiri. Itulah yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan
Hakim, yang berkewajiban menegakkan peraturan disiplin
dan kode etik daripada 1para hakim itu sendiri. Apakah tidak
dimungkinkan terlibat Iagi unsur masyarakat dalam Dewan
Kehormatan Hakim? Masih dimungkinkan.

Tapi unsur aspek orang dalam itu jauh harus ada di sana,
karena dialah yang memahami, mengerti dan tahu tentang
seluk beluk dunia profesinya. Tapi saya berketetapan
sebetulnf/a ini adalah Dewan Kehormatan ini akan lebih
baik, kalau memang itu bersumber, berasal dari kalangan
para hakim itu sendiri. Tapi dalam rangka checks and balances,
control, jangan ada abuse of power, perlu juga mungkin
masyarakat dilibatkan. Sehingga kami berpikir bahwa Dewan

Kehormatan ini tetap penting dan tetap perlu.'”

Zain Badjeber dari F-PPP juga mengomentari masalah
mengenai Dewan Kehormatan yang dianggap tidak perlu
dicantumkan dalam konstitusi, meskipun bukan berarti tidak perlu
Dewan Kehormatan. Sebab, setiap profesi memerlukan Dewan
Kehormatan, kecuali perdebatan mengenai apakah Anggota DPR
itu profesi atau tidak, ketika hendak membuat kode etik. Namun,
lanjutnya, ada negara yang memunyai kode etik dan ada yang
tidak. Akan tetapi, Dewan Kehormatan ini dalam rangka intern
institusi tersebut. Oleh karena itu Dewan Kehormatan ini, menurut
Zain, perlu.

Zain juga menginformasikan bahwa KY ini sedang digagas di
Badan Legislasi dengan anggota sebanyak sembilan orang, terdiri
atas dua mantan Hakim Agung, tiga tokoh masyarakat agama, dua
dari perguruan tinggi, dan dua dari advokat/organisasi advokat.
Hal ini berarti bahwa kalau konsep ini sampai diterima maka itulah
kurang lebih gambaran dari KY yang bertugas untuk mengusulkan
Hakim Agung ke DPR.'®

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri berpendapat, mengenai

119  Ibid, him. 317..
120  Ibid, him. 322.
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Pasal 24B bahwa dalam rangka pengangkatan Hakim Agung
termasuk seluruhnya di sini. Keseluruhan Hakim Agung dan MK
adalah satu rumpun MA. Jadi Hakim MA nanti dipilah-pilahkan
tugasnya, misalnya di bidang menangani kasasi, yang lainnya
dalam bidang uji materil, dan seterusnya. Jadi kalau di sini dalam
konsep Pasal 24B itu “Diangkat dan diberhentikan Majelis” kalau
F-TNI/Polri menyarankan dan untuk dipertimbangkan agar yang
mengajukan usul itu adalah KY kemudian mendapat persetujuan
dari DPR, sedangkan yang mengangkat atau memberhentikan

adalah Presiden.™!

Selanjutnya, I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan
berpendapat mengenai keanggotaan dari Hakim Agung.
Menurutnya, Hakim Agung mestinya memang melalui DPR
seperti yang disarankan oleh Zain Badjeber dari F-PPP. Khusus
pengesahannya diresmikan secara administratif oleh Presiden
berdasarkan usul dari KY. Sebagaimana yang pertanyakan oleh
Zain tentang siapakah Anggota KY? F-PDI Perjuangan berpendapat
bahwa di dalam memilih Anggota-Anggota KY, F-PDI Perjuangan
kembali kepada prinsip-prinsip presidential system yang hendak
dicapai, yang salah satu cirinya adalah harus mencerminkan
mekanisme checks and balances.

Oleh karena itu, komposisi dari keanggotaan KY juga
harus mencerminkan hal itu. Dengan demikian, menurut F-PDI
Perjuangan, keanggotaan KY harus mengandung unsur-unsur
yang terdiri atas kira-kira sebagai berikut: Orang-orang yang
diangkat oleh Presiden, pertama diambil dari pengacara aktif yang
diusulkan oleh profesi kepengacaraan atau advokat atau praktisi
hukum; kedua adalah dua orang dari kalangan jaksa aktif, yang
mungkin diusulkan oleh asosiasi para jaksa; ketiga, dari kalangan
akademisi atau misalnya guru besar dalam bidang ilmu hukum
yang diusulkan oleh Asosiasi Ilmu Hukum; Dan keempat adalah
yang diusulkan oleh DPR sendiri.

121 Ibid, him. 324.
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Melalui gambaran yang diusulkan tersebut, F-PDI Perjuangan
berharap agar aspek keterwakilan atau prinsip-prinsip checks and
balances tampak di dalam Anggota KY. Palguna juga mengusulkan
bahwa perumusanmengenaikeanggotaaniniyangbisadigabungkan
di dalam Pasal 24B Ayat (2) dari usulan Badan Pekerja, yaitu
“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang keanggotaannya terdiri
atas... dan seterusnya.” seperti yang disampaikan itu. Sedangkan
yang pertama akan ada perubahan rumusan yaitu, “Hakim Agung
diangkat dan diberhentikan oleh..., diangkat dengan usul Komisi
Yudisial.”.

Selain itu, Palguna juga beperndapat bahwa pengaturan
mengenai KY bisa menjadi ayat tersendiri, sedangkan susunan
kedudukan dan susunan kedudukan keanggotaan dan hal lain
yang berkenaan dengan KY ditetapkan atau diatur dengan undang-
undang.'?

Sutjipto dari F-UG menyatakan bahwa terakit dengan
recruitment Hakim Agung, hampir semua Anggota PAH I sepakat
terhadap adanya KY. Oleh karena KY sudah disebut dalam ayat
ini, Sutjipto mempertanyakan apakah mengenai rekrutmen KY
tidak dipikirkan? Bagaimana? Di sini ia mengusulkan dari DPR.
Lalu, bagaimana mekanismenya supaya ada suatu paket? Sehingga
kalau sudah menyebut lembaganya, pertanyaan selanjutnya adalah
bagaimana rekrutmen-nya? Sutjipto mengajak agar konsisten dalam
menyikapi soal kelembagaan ini sebagaimana menyikapi lembaga
lain bahwa setiap ada lembaga tentu ada mekanisme recruitment
nya.

Sutjipto juga sepakat bahwa Dewan Kehormatan Hakim
memang diperlukan, tetapi tidak usah dimasukkan dalam UUD.
Dia khawatir Dewan Kehormatan Perwira Tinggi juga minta masuk
juga, sedangkan Dewan Kehormatan DPR sudah disepakati tidak
masuk.'?

122 Ibid, him. 325-326.
123 Ibid, him. 328-329.
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Terkait tentang rekrutmen, Patrialis Akbar dari F-Reformasi
menyatakan bahwa di fraksinya masih ada reserve terhadap siapa
yang berhak mengangkat mereka. Untuk itu, ia berpendapat
bahwa proses pengangkatan dan tata caranya sama dengan proses
pengangkatan Hakim Agung. Yaitu dilakukan oleh DPR.

Kenapa kami kurang setuju dengan Komisi Yudisial, ada
beberapa hal. Pertama, kalau kita lihat fungsi Komisi Yudisial
itu satu-satunya sebagai lembaga negara hanya mengusulkan
seseorang untuk bisa diproses menjadi Mahkamah Hakim
Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi. Hanya itu satu lembaga
yang kita bentuk hanya untuk itu, berarti kerjanya hanya satu
dan ini tentu mubazir.

Yang kedua, ini sangat birokrasi sifatnya. Kenapa? Karena
sebelum kita mengangkat hakim—ﬁakim Mahkamah
Konstitusi, kita terlebih dahulu mengangkat Anggota-
Anggota Komisi Yudisial. Nah, kalau persoalan Komisi
Yugisialnya tidak selesai, maka pengangkatan Mahkamah
Konstitusi, Hakim-hakim Konstitusi juga akan terbengkalai.
Apalagi proses tadi juga digambarkan oleh beberapa orang
Bapak-bapak bahwa hak keanggotaannya itu terdiri dari...,
ada yang mengusulkan lembaga profesi segala macam. Ini
sesuatu yang bisa kita bayangkan kalau memang arahnya ke
sana.

Orang-orang yang akan duduk di Mahkamah Konstitusi dari
lembaga profesi itu pun nanti akan digugat kedudukannya,
aparepresentasi dia mewakili satu lembaga profesi katakanﬁlh
seperti itu. Tidak akan selesai apalagi ada satu gugatan dari
lembaga profesilain, karena mereka juga sama-sama lembaga
Erofesi. Ini persoalan tersendiri sehingga menimbulkan satu

irokrasi dan keruwetan yang luar biasa. Oleh karena itu pola
rekrutmennya kami tetap menginginkan sama dengan proses

yang ada di dalam rekrutmen Hakim Agung.'*

Pada Rapat PAH I BP MPR Ke-36, 26 September 2001, Harjono
dari F-PDIP menyoal tentang recruitment hakim. Menurutnya, dalam
ketentuan KY masih terbatas untuk menyeleksi calon-calon Hakim
Agung. Oleh karena itu muncul satu pertanyaan, kalau Hakim
Agung sekarang itu sudah ada kemungkinan masuknya non karier,
kenapa itu hanya pada Hakim Agung saja, pada hakim tinggi dan

124 Ibid, him. 330.
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pada hakim tingkat pertama kenapa juga tidak dibuka mekanisme
seperti itu? Apa bedanya sebetulnya?

Bagi Harjono, titik yang paling kritis sebetulnya bukan di
MA, justru di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II. Kalau Pengadilan
TingkatI, TingkatIIitukeadilansudahdirasakan, kasasiituharusbisa
dikurangi. Oleh karena itu, bicara tentang persoalan KY, barangkali
juga mulai dipikirkan. Apakah hal ini tidak dipergunakan sebagai
cara untuk mengubah recruitment hakim? Sebab, pada awalnya dia
hanya ingin mencari pekerjaan, lalu nyangkut di pegawai negeri.
Setelah menjadi pegawai negeri dan tidak masuk panitera, lalu
dia kebetulan masuk sebagai hakim. Semua kondisi semacam itu
sebaiknya dihilangkan. Oleh karena itu, profesi hakim seharusnya
memang diniatkan untuk ingin jadi hakim.

Menurut Harjono, di luar negeri, untuk menjadi hakim,
seseorang bisa berasal dari pengacara. Karena dia konsisten dengan
pendapat-pendapatnya, sehingga ada yang bilang, “O... ini pantas
untuk menjadi seorang hakim.” Berbeda dengan di Indonesia,
hakim harus menjadi pegawai negeri terlebih dahulu. Mulai dari
masuk hakim sampai pensiun hakim, ladangnya memang di sini.
Dengan demikian, usul Harjono, barangkali masa jabatan hakim
juga perlu dibatasi, tidak usah mulai dari masuk sampai pensiun.
Hakim diberi terms tertentu saja, mungkin lima tahun. Melalui
Perubahan UUD 1945 ini, ia bisa dikembalikan lagi kepada KY,
kalau dia ingin jadi hakim lagi.

Apakah dia masih pantas untuk bisa diterima jadi hakim atau

tidak. Ini saya kira juga berhubungan dengan recruitment, ada

persoalan-persoalan keterbukaan, ada persoalan-persoalan
akseptabilitas pada dunia hukumnya, juga ada 1E)ersoalan—

persoalan kapabilitas yang dipertimbangkan, ketimbang
recruitment seperti sekarang ini.

Jadi, itulah pendapat saya tentang Komisi Yudisial sekaligus
mengenai Mahkamah Konstitusi, sebetulnya bisa mengubah
tatanan kita, terutama kalau kita bicara tentang bagaimana
menegakkan rule of law ini, kita mulai dari mana. Tentunya
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juga institusi punya sumbangan besar dengan sistimnya yang
terbuka itu.'>
Menanggapi masalah rekruitmen, Patrialis Akbar dari
F-Reformasi berpendapat bahwa dia menyetujui proses recruitment
MK sama dengan proses rekruitmen Hakim Agung, dan posisinya
juga merupakan Hakim Agung, yaitu diusulkan oleh DPR. Oleh
karena itu, KY tidak diperlukan di sini. Patrialis beralasan, kalau
KY dibentuk sebagai satu lembaga negara, tetapi tugasnya hanya
mengusulkan orang-orang yang akan menjadi hakim di MK, setelah
itu tidak ada tugas lagi merupakan hal yang sangat ironis.
Jadi, persoalan yang kami katakan kemarin adalah bahwa
di samping itu ironis juga proses untuk mengisi Anggota-
Anggota Komisi Yudisial itu pun juga akan bermasalah. Jadi,
sebelum kita membentuk, mengangkat Anggota-Anggota
Mahkamah Konstitusi, kita mengangkat Komisi Yudisial
dulu. Padahal Komisi Yudisial-nya belum tentu rampung,
sehingga hakim di Mahkamah Konstitusi tidak akan berjalan.
Jadi, ini kami tidak setuju dengan adanya Komisi Yudisial.'*
Berbeda dengan Patrialis, Soewarno dari F-PDIP berpendapat
bahwa masalah recruitment dari pada tenaga-tenaga Hakim Agung
atau tenaga-tenaga hakim yang berlaku selama ini seperti yang
disampaikan oleh Harjono sebelumnya, yakni ada kecenderungan
menerima pegawai-pegawai di lingkungan pengadilan, kemudian
semacam magang. Mereka mula-mula bekerja administrasi atau
bagian-bagian tertentu, kemudian berkembang menjadi panitera,
kemudian ujian hakim, dia diterima sebagai hakim. Proses semacam
ini, Soewarnorasa perlu ditertibkan, mengingat pengadilan memiliki
fungsi yang begitu besar dalam rangka menegakkan hukum. Atas
dasar pemikiran tersebut, F-PDI Perjuangan mengusulkan perlu
ada semacam KY yang akan berperan untuk menyaring tenaga-
tenaga yang nanti akan dipercaya menjadi penegak hukum.'”

125  Ibid, him. 336-337.
126  Ibid, him. 345.
127  Ibid, him. 349.
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Untuk mempertegas pendapat tersebut, Jakob Tobing dari
F-PDIP mengelaborasi tentang pentingnya KY. Dia menjelaskan
bahwa hakim bukanlah pegawai negeri, hakim membawa yang hak,
menegakkan yang hak, keadilan, dan sebetulnya dia adalah pejabat
negara walaupun hakim di pengadilan negeri. Hakim pengadilan
negeri bisa dikatakan bukan merupakan bawahan dari atasannya
lagi dan atasannya lagi. Masing-masing tingkatan memiliki
otoritasnya sendiri dan amar putusannya selalu mengatakan “Demi
keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tidak
pernah dikatakan, “Demi atasan saya.”

Dengan demikian, kedudukan hakim sangat-sangat sentral
dan penting di dalam negara yang mendambakan dan membangun
agar menjadi negara yang menegakkan hukum, supremasi hukum.
Oleh karena itu dia harus mempunyai persyaratan-persyaratan
biasa, kemampuan-kemampuan intelligential, profesi, disiplin ilmu
sebagai seorang yang menguasai penguasa ilmu hukum, tetapi juga
mempunyai accountability yang menegaskan intregitasnya.

Oleh karena itu, saran F-PDI Perjuangan tentang KY
sebenarnya adalah menyangkut bukan hanya Hakim Agung, tetapi
hakim secara keseluruhan: Hakim Agung, Hakim Tinggi, dan Hakim
pengadilan negeri. Sebab, mereka adalah hakim yang tidak setiap
tahun bisa diminta bertanggung jawab, misalnya, kepada MPR atau
kepada siapa. Meskipun sebetulnya dia praktis bertanggung jawab
kepada dirinya sendiri.

Oleh karena recruitment merupakan suatu tempat yang paling
krusial dalam menentukan kehandalan para hakim maka F-PDI
Perjuangan mengusulkan supaya difilter oleh suatu komisi yang
bersifat permanen, tetapi keanggotaannya ad hoc, tiap kali. Adapun
unsur-unsurnya jelas, yaitu unsur dari para senior dari lingkungan
praktisi hukum, law association misalnya atau pensiunan hakim atau
pengacara, dan dari lingkungan akademisi atau para pengajar ilmu
hukum terkemuka di wilayah masing-masing. Bahkan ada yang
mengusulkan unsur ketiga berasal dari tokoh-tokoh masyarakat
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terkemuka. Usulan itu bisa diterima juga, dan merekalah yang
melakukan fit and proper test, supaya fit and proper test tidak lagi
dilakukan dalam suatu nuansa politik.

Jakob berharap agar proses merekrut hakim dan proses-
proses penegakan hukum tidak ditimpali oleh proses-proses politik.
Dengan demikian, baik hakim karier, misalnya, pada tingkat hakim
pengadilan negeri maupun hakim pengadilan tinggi serta pada
tingkat Hakim Agung dan yang non karier juga diberi kesempatan,
namun mereka memang ditimbang (oleh) dan masyarakat ikut
bertanggung jawab.'*

Hamdan Zoelva dari F-PBB menjelaskan bahwa KY,
sebagaimana diskusi pada tahun sebelumnya, merupakan
kebutuhan praktis yang disebabkan oleh adanya kenyataan-
kenyataan konkret, yaitu tidak adanya suatu lembaga atau institusi
yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik hakim pengadilan
negeri maupun Hakim MA, yang pada waktu itu hanya ada kode
etik. Selain kode etik, memang Irjen Kehakiman. Kalaupun sekarang
dipindahkan semua kepada MA, MA akan mengadakan satu Irjen,
Irjen MA. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan hanya
semata-mata pengawasan internal.

Hal yang dikhawatirkan, ungkap Hamdan, adalah bahwa
apabila para hakim tidak bisa memberikan putusan tanpa berpihak.
Oleh karena itu dibutuhkan satu lembaga, satu komisi independen
yang keberadaannya tidak di internal lembaga peradilan tersebut
dan keanggotaannya benar-benar independen. Komisi yang
independenitubentuk oleh UU, sehingga kewenangan dan kekuatan
putusan yang dikeluarkan oleh komisi ini diharapkan akan lebih
independen dan tidak pernah mempunyai masalah internal dengan
hakim-hakim yang ada. Dengan demikian, kewenangan komisi ini
jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Irjen dan juga jauh lebih kuat
dari DKH yang ada pada waktu itu.'?

128  Ibid, him. 354-355.
129  Ibid, him. 364-365.
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Pada Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
selanjutnya, Rapat PAH I BP MPR Ke-38 pada 10 Oktober 2001
Ketua Rapat, Harun Kamil menyampaikan untuk membahas
Pasal 24B. Sebelumnya, rumusan yang ada berbunyi, “Susunan
kekuasaan badan-badan hakim itu di atur dengan undang-undang”.
Selanjutnya, dalam Pasal 24B ini dibikin rincian. Dari ketentuan itu,
menurut Harun, pada Pasal 24B berarti rapat ini akan membahas
mengenai Hakim Agung dan siapa yang mengangkat, bagaimana
KY, pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MA, kemudian
mengenai Hakim Konstitusi, dan Ketua dan Wakil Ketua serta
pengangkatannya.'®

Katin Subyantoro dari F-PDI Perjuangan menjelaskan bahwa
untuk mempunyai gambaran secara menyeluruh, bisa saja di Tap
IX akan membicarakan masalah kehakiman dan penegakan hukum.
Menurutnya;

Pasal 1, 2, itu masalah, apa itu kekuasaan kehakiman, sudah.
Kemudian Pasal 24A itu membicarakan kewenangan MA,
nanti ada MK ada KY. Tapi belum terumuskan, belum
dibahas kembali. Saya kira supaya punya gambaran, apa,
global lebih dahulu itu, semacam itu, sehingga 24A itu sudah
masalah kewenangan Mahkamah Agung, lalu setelah itu apa
yang, dari Mahkamah Agung ini apa, setelah kewengannya
apa, soal keanggotaan misalnya, itu yang akan kita.'*

Pada kesempatan tersebut Hamdan Zoelva dari F-PBB
berpendapat agar KY diatur dalam UUD sebagaimana yang pernah
dilakukan dan sudah dirumuskan pada rapat Badan Pekerja tahun
sebelumnya. Hamdan juga berpendapat bahwa rumusan yang
sudah disampaikan oleh badan pekerja pada tahun sebelumnya
sudah mencukupi untuk itu bisa dimasukkan kembali dalam
rancangan ini.'*

Zain Badjeber dari F-PPP mengingatkan lagi bahwa dalam

130  /bid, him. 525.
131 Ibid, him. 326.
132 Ibid, him. 532.
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Bab IX Pasal 24B awalnya boleh dikatakan tidak ada alternatif.
Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan
ketentuan “diangkat dan diberhentikan oleh MPR”. Untuk itu, dia
mengajak agar tidak terlalu membuka peluang untuk berbeda lagi.
Apalagi melihat lembaga lain ada yang menyebutkan siapa yang
mengangkat dan mengusulkan mereka. Untuk itu, hal tersebut
tidak perlu sepenuhnya diserahkan kepada UU, tetapi sebagaimana
yang identik dengan lembaga lain yang terdapat dalam pasal-pasal
lainnya. Untuk ketentuan yang sudah terumuskan adalah “Hakim
Agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR” dan F-PPP hanya
mengusulkan, “... atas usul Komisi Yudisial.”

Selanjutnya, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang susunan,
kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang”.
Oleh karena “bersifat mandiri”, Zain berkomentar, “di sini tidak
perlu terlalu ngatur sebagaimana komisi-komisilain yang sudah ada,
karena sudah diserahkan kepada undang-undang. Kemudian perlu
ada penegasan supaya undang-undang itu juga tidak mengatur
seenaknya mengenai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu.
Di sini tetap dicantumkan “Dipilih dari dan oleh Hakim Agung”,
sehingga kehendak ini tidak diubah lagi di dalam penyusunan
undang-undang yang bersangkutan”.’®

Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG juga menyampaikan
bahwa F-PG sempat memperdebatkan dan memersoalkan masalah
recruitment Hakim Agung sebagaimana yang tertuang dalam Pasal
24B. Setelah F-PG mendalami kajian-kajian yang diperoleh dari tim
ahli dan hasil-hasil perkembangan dalam pembahasan di dalam
PAH menyangkut Pasal 24B Ayat 1, “Hakim Agung diangkat dan
diberhentikan oleh Majelis atas usul Komisi Yudisial,” MPR.

Persoalan ini, lanjut Agun, memang sempat mencuat,
kemudian bermunculan gagasan dan pemikiran, “Apa iya, Hakim
Agung harus diangkat dan diberhentikan oleh MPR?” Konsekuensi
seperti ini bagi F-PG perlu diklarifikasi agar bisa jelas apa adanya.

133 Ibid.
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Namun yang terpenting bagi Fraksi Partai Golkar adalah ada
beberapa prinsip yang meyakinkan bahwa rumusan tentang
rekruitmen terhadap para Hakim Agung ini bisa menghasilkan
Hakim-hakim Agung yang betul-betul “baik”, dalam rangka
menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, pertama Hakim Agung ke depan adalah
orang-orang yang memang kompeten. Jangan sampai nanti ramai
dibicarakan tidak jelas lagi, hakim yang menangani perkara apa,
dia punya latar belakang apa, dan sebagainya. Kompetensi dan
profesionalisme tersebut harus menjadi acuan dalam rangka
rekruitmen yang dirumuskan di sini.

F-PG juga berpendapat bahwa rumusan ini harus
menjamin bahwa rekruitmen Hakim Agung betul-betul terlepas
dari kepentingan-kepentingan politik. Akan tetapi, bagaimana
kekuasaan kehakiman ini tetap menganut asas checks and balances
dengan cabang kekuasaaan negara lainnya, eksekutif dan legislatif?
Oleh karena itu, apa mungkin dia diangkat dan diberhentikan secara
administratif, karena di sini masih menggunakan, katakanlah, ICW.
Mau tidak mau ia diangkat dan diberhentikan besluit-nya oleh
Keputusan Presiden, sehingga hal ini bisa merancukan jika diangkat
dandiberhentikan oleh MPR. Lalu Agun mempertanyakan, “ Apakah
memang besluit-nya itu ketetapan? Ini juga harus kita bicarakan.”

Oleh karena itu, F-PG berubah posisi. Dan perubahan
rumusan konkret tentang Hakim Agung adalah “Hakim Agung
diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul
Komisi Yudisial”, bukan “oleh MPR”, tetapi “dengan persetujuan
DPR”. Komisi Yudisial tetap dicantumkan karena dalam rangka
kompetensi, profesionalisme, dan dalam rangka terlepas dari
pengaruh kepentingan-kepentingan politik. Di sini, asas checks
and balances-nya terkandung frase “dengan persetujuan DPR”,
sedangkan hal yang sesuai dengan ICW, walaupun tanpa harus
dicantumkan dalam UUD sudah jelas, bahwa dia akan diangkat,
besluit-nya, tetap dengan keputusan presiden. Dengan demikian
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Pasal 24B, “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan
persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial”. Komisi Yudisial ini
sangat penting dan harus masuk ke dalam UUD dalam rangka
kompetensi, profesional, terlepas dari pengaruh politik, dan adanya
checks and balances.

Rumusan, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih
dari dan oleh Hakim Agung”, F-PG juga meminta agar masih bisa
dibahas pada perdebatan-perdebatan lanjutan. Oleh karena itu,
Agun juga menyatakan permohonan izin kepada forum rapat agar
persoalanini dimintakan masukan dariseminar yangakan dilakukan
di Bandung. Dia berpendapat prinsip-prinsip pertanggungjawaban
Ketua dan Wakil Ketua MA pun harus menerapkan checks and
balances, jangan sampai lingkungan MA betul-betul tanpa kontrol
dan tidak ada penyeimbangan kekuasaan dari Lembaga Tinggi
Negara.

Apakah mungkin kami mengusulkan? Bisa saja ada gagasan
atau pemikiran Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu
diangkat dan diberhentikan katakan itu dengan iersetujuan
MPR. Yang posisinya kenapa harus oleh MPR, karena dari
aspek pertanggungjawabanitulah dan termasuk dalamrangka
mekanisme ﬁengawasan kontrol terhadap Lembaga Tinggi
Negara, Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan
Yudikatifini. Yang tentunya dengan persetujuan DPR disinilah
yang katakanlah mewakili rakyat secara keseluruhan, yang
tentunya Dia punya hak untuk menentukan siapa orang yang
paling pas untuk itu. Dan untuk itupun mungkin kami juga
dalam seminar yang akan datang, kamipun akan menjadi
catatan dalam rapat ini, kami juga aﬁan mengusulkan
kalau dalam seminar nanti juga termasuk dalam finalisasi
sinkronisasi bahwa Ketua Mahkamah Agung itu sekaligus
juga adalah merangkap sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu dia oleh MPR.

Kemudian menyangkut masalah Pasal 25B, menyangkut
masalah Mahkamah konstitusi inipun, kami tetap, karena
menempatkan Mahkamah Konstitusi ini pimpinannya
dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua
Mahkamah Agung juga merangkap Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi. Dan kami menempatkan bahwa Mahkamah
Konstitusi itu di dalam payung Mahkamah Agung, agar
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jangan sampai terjadi ada dua pucuk, ada dua puncak, tetapi
pucuk dan puncak semua ada di Mahkamah Agung yang
notabene di dalamnya juga ada Mahkamah Konstitusi. Maka
{DI‘OSES engangkatan untuk Hakim Konstitusinya itu tidak
agi melalui Komisi Yudisial, tetapi semuanya itu diproses
oleh Mahkamah Agung.

Jadi Mahkamah Agung-lah yang mengusulkan kepada MPR
untuk dilakukan sepenuhnya pengangkatannya itu oleh
MPR, karena jumlahnya sangat terbatas di samping memang
karena kewenangannya Dia melakukan uji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi tidak la%i oleh DPR,
tetapi oleh MPR yang memang usulannya itu dilakukan oleh
Mahkamah agung.'*
Selaku salah satu pengusung adanya lembaga baru bernama
KY, F-PDIP melalui Harjono menanyakan apakah KY tidak
ditempatkan dalam posisi yang bisa ikut menentukan komposisi
rekruitmen Hakim Agung? Sebab menurut Harjono, ada satu
negara yang KY-nya tidak hanya mengangkat Hakim Agung, tetapi
juga mempunyai kewenangan untuk promosi hakim-hakim. Hal ini
sebagai perbandingan bahwa ada KY yang memiliki kewenangan
yang begitu luas. Pertanyaan terkait dengan persoalan apakah KY
ini akan diposisikan sebagai sebuah Komisi ad hoc ataukan sebuah
komisi permanen? Selainitu juga masih harus dipikirkanlagitentang
hubungan antara KY dengan hakim-hakim yang akan ditugaskan
di dalam MA dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya.

Harjono menyatakan sangat setuju jika kewenangan untuk
mengesahkan Hakim Agung ada di tangan presiden, bukan di
tangan MPR. Sebab, kalau Hakim Agung dibutuhkan padahal
hanya untuk mengisi beberapa pos, MPR harus bersidang untuk
masalah itu. Dengan demikian, apabila KY menjadi sebuah komisi
yang permanen, dan dia dipercaya untuk memilih mekanisme
yang baik, presiden tinggal mengesahkannya saja. Hal ini terkait
jika ingin menghindari pengaruh presiden pada pengangkatan
hakim-hakim Agung. Untuk itulah, KY ini dibuat sebagai lembaga
yang independen, lalu dia menyaring, dan hasil dari saringannya

134 Ibid, him. 536-537.
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tersebut disahkan presiden menjadi Hakim Agung. Di sini presiden
hanya mengesahkan saja.

Selain itu, Harjono juga mempertanyakan, apakah sistem
rekrutmen ini hanya berlaku pada hakim-hakim di MA atau juga
hakim-hakim pada tingkat bawahannya? Harjono mengusulkan
perlu ada suatu pengkajian yang lebih mendalam tentang KY.

Sementara, bagi Asnawi Latief dari F-PDU, recruitment
terhadap Hakim Agung yang mulai dari MA memang perlu ada
ketentuan-ketentuan yang diatur oleh konstitusi, sedangkan
siapa yang mengangkat Asnawi tertarik pada usulan perubahan
UUD dari Tim Ahli yang berbunyi, “Hakim Agung diangkat dan
diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas
usul Komisi Yudisial yang bersifat independen”. Namun, rumusan
ini sudah berkembang sebagaimana termaktub dalam Lampiran
Bab IX karena memang terjadi interaksi antara konsep terdahulu
dengan konsep-konsep yang diajukan oleh Tim Ahli. Sehingga
Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) usulan perubahan dari Tim Ahli bisa
dipakaisecara keseluruhan, termasuk mengenai “ pengangkatan dan
pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah
Agung ditetapkan dengan keputusan Presiden”.

Terkait dengan adanya keterangan hanya mengesahkan,
Asnawi mengusulkan untuk mencari rumusannya supaya bisa
dibaca secara jelas bahwa presiden itu hanya mengesahkan. Bukan
atas dasar pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga calon-calon
yang sudah diusulkan dan disetujui DPR itu menggantung dan
berakibat menjadi aneh. Ketua belum dipilih dan belum disahkan,
tetapi Wakilnya sudah disahkan. Akibatnya Wakil Ketua ini menjadi
masalahketikaiamengadilihal-hal yang menyangkut pidana padahal
latar belakangnya adalah Hakim Agama. Karena itu, Asnawi setuju
bahwa dalam mengadili perkara-perkara, seorang Hakim Agung
harus memiliki kompetensi, bukan sembarang hakim. Hakim yang
ahli di bidang perdata jangan sampai mengadili di bidang pidana.'®

135  Ibid, him. 542-543.
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Sementara itu, Fuad Bawazier dari F-Reformasi menegaskan
bahwa rumusan 24B Ayat (2) dan Ayat (3) dinilai sudah tepat, dan
cukup diatur oleh UU KY, sedangkan terkait dengan Ketua dan
Wakil Ketua, cukup dipilih oleh sesama mereka saja.’*

Affandi dari F-TNI/Polri menyampaikan usulan terhadap
berkenaan dengan Pasal 24B, khususnya tentang pengangkatan
Hakim Agung. Meskipun secara prinsip sependapat dengan konsep
terdahulu bahwa yang berperan besar adalah DPR, namun menurut
Affandi harus ada yang melantik, mengangkat, atau menetapkan.
Oleh karena itu, dia menyarankan rumusan redaksi, meski belum
sempurna, yang prinsipnya tetap berasal dari usul KY, kemudian
maju ke dewan, kemudian di dewan di-fit propertest-kan, diproses
kemudian di presiden, presiden mengangkat, menetapkan, atau
melantik. Jadi rumusannya berbunyi “Hakim Agung diangkat dan
diberhentikan oleh presiden sebagai Kepala Negara atas persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul dari Komisi Yudisial”.
Dengan rumusan tersebut diharapkan tidak ada pengertian bahwa
yang berperan hanyalah KY dan Dewan, sedangkan presiden hanya
menetapkansajasetelahmendapat persetujuan dari DPRatas usul KY.

Kenapa demikian? Affandi menjelaskan, oleh karena berbagai
persoalan tentang majelis sebagaimana diuraikan sebelumnya,
biaya memanggil majelis dan sidang majelis juga mahal, padahal
hanya untuk mengangkat dan melantik. Oleh karena itu sebaiknya
diserahkan kepada Kepala Negara atau presiden saja. Kalau setiap
pimpinan lembaga diangkat oleh majelis, analoginya nanti seolah-
olah yang lain-lain juga dilaksanakan oleh majelis.

Kemudian untuk Ayat (2) F-TNI/Polri menyatakan setuju
dengan rumusan yang disiapkan oleh Badan Pekerja, yaitu
“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang susunan kedudukan dan
keanggotaannya diatur dengan undang-undang”. Cukup diundang-
undang saja, sebab keberadaannya tidak setingkat dengan lembaga-
lembaga tinggi negara lainnya. Ia hanya bertugas berkaitan dengan

136  Ibid, him. 544..
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teknis profesional dalam hal hukum. Begitu juga ayat (3), Affandi
menyatakan setuju dengan rumusan Badan Pekerja, khususnya
berkenaan dengan MK, yang ketentuan pemilihan Anggota MK
atau hakim-hakim konstitusi tersebut diatur di dalam UU, dan
ketentuannya sama dengan pengaturan hakim-hakim agung.™”

Menyoal kemandirian KY, Sutjipno dari F-PDIP menyatakan
bahwa KY memang harus permanen. Namun yang menjadi masalah
adalah tentang “mandiri”. Menurut Sutjipno, yang dimaksud
dengan “mandiri” di sini adalah fungsinya yang mandiri. Bukan
administrasinya. Sebab, urusan gaji ini nggak pernah mandiri karena
dia digaji oleh pemerintah, digaji oleh negara. Jadi, nanti keputusan
pengangkatannya dengan Keputusan Presiden sebagaimana MPR.
Walaupun kedudukan Anggota MPR sangat tinggi, tetapi tetap
menggunakan keputusan presiden. Dengan demikian, harus
dipisahkan antara masalah administrasi negara dan masalah hukum
tata negara.

Tentang rekrutmen calon-calon Hakim Agung yang akan
ditentukan oleh undang-undang, Sutjipno menanggapi bahwa
prosesnya harus memakai sistem, apalagi dalam proses rekrutmen
tersebut materialnya mencapai ratusan. Salah satu sistem yang
terkenal adalah dengan fit and proper test. Sayangnya, praktik fit and
proper test yang pernah diikuti oleh Sutjipno di DPR selama beberapa
tahun seperti ontgroening, perploncoan. Bagi Sutjipno, praktik
tersebut terasa tidak layak sebagai cara untuk menilai seseorang,
padahal yang dihitung adalah akhlak dan profesinya.

Sebesar apa kemampuan DPR untuk mengukur atau menilai

profesi seseorang? Apa ada ahlinya di situ? Saya tidak yakin.

Nabh, saya kembalikan saja, forum fit and proper test itu kembali
kepada basis politik bahwa salah satu ukurannya adalah
ha{j—hal yang tehnis profesional, harus, tapi tolong bungkusnya
itu politik, politik itu yang kita jadikan ukuran. Jadi, politik
tentunya bukan politik praktis gitu, kalau sudah politik praktis
ini belang-nya, ada kepentingan-kepentingan, interest, tapi
politiek als ethiek-nya yaitu policy. Itu yang sebetulnya kami

137  Ibid, him. 545.
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sarankan, sehingga nanti rekrutmen daripada para Hakim

Agung ini akan menjadi apa yang kita cita-citakan bersama.

Ini saja Pak, nanti mungkin teman-teman akan menyambung

yang berhubungan dengan masalah Komisi Yudisial.'*

Selanjutnya, Pattaniari Siahaan yang juga berasal dari F-PDIP
menyampaikan pandangan-pandangannya antara lain penegasan
tentang usulan agar rekruitmen Hakim Agung dipilih oleh KY.
Tentang kenapa KY, dan siapa KY? Pattaniari menilai persoalan
ini kurang diangkat dengan baik. Oleh karena itu ia menjelaskan,
sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa MA merupakan
suatu lembaga peradilan tertinggi, yang berkecimpung dengan
masalah-masalah peradilan di bawahnya dan juga masalah hak
asasi. Seyogyanya yang melakukan pemantauan dan rekrutmen
hakim-hakim yang berada di MA adalah kelompok-kelompok
masyarakat atau kelompok-kelompok ilmuwan yang memang
secara terus menerus secara kontinyu memantau kegiatan MA.
Kegiatan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh DPR, karena
sebetulnya tugas DPR tidak untuk mengawasi MA. Atas dasar
pertimbangan itu, F-PDI Perjuangan mengusulkan agar dibentuk
KY dengan jumlah anggota diusulkan sementara sebanyak 11
(sebelas) orang.

Kesebelas orang tersebut diasumsikan terdiri atas: 2 (dua)
orang pengacara aktif yang diangkat oleh presiden. Hal ini bisa
disusun oleh pengacara atau bagaimana cara pengaturannya nanti
dibahas lagi. Bagi pengacara yang sudah pernah terlibat dalam
masalah peradilan, otomatis dia bisa menilai mengenai kemampuan
orang per orang yang layak jadi Hakim Agung di MA; 2 (dua)
orang berasal dari jaksa aktif. Jaksa ini merupakan orang yang
terlibat dalam proses peradilan, sehingga dia bisa mengikuti proses
rekrutmen para hakim tersebut; 2 (dua) orang Guru Besar Ahli
Hukum; 3 (tiga) orang wakil dari Anggota DPR yang dipilih dan
diusulkan oleh Anggota DPR itu sendiri; dan 2 (dua) orang yang
merupakan wakil dari daerah, bisa perwakilan dari DPRD I yang
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mengumpulkan orang-orang yang menurut mereka layak untuk
menduduki jabatan sebagai Hakim Agung. Dengan demikian,
sudah terjadi pertimbangan-pertimbangan secara keilmuan, secara
profesi, secara politis, dan secara unsur kedaerahan.

Dengan komposisi tersebut juga mencerminkan aspek
keterwakilan, ada aspek persepsi, dan ada obyektifitas yang
komprehensif dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang
memang selalu bergaul dan terus menerus terlibat dengan masalah-
masalah peradilan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan,
F-PDI Perjuangan nanti juga akan mengusulkan adanya satu KY
daerah." Menyambung usulan Pattariani, Soewarno yang juga
dari F-PDI Perjuangan menyatakan tentang perlunya pembatasan
masa kerja cuma lima tahun dan tentang pola rekruitmen maupun

pihak yang berhak menetapkannya.'*

Menanggapi pendapat sebelumnya, Agun Gunandjar dari
F-PG berpendapat bahwa proses pengakatan tersebut bisa diukur,
sehingga dalam Pasal 24B, F-PG menyatakan bahwa “Hakim
Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas
usul Komisi Yudisial”. Frase “dengan persetujuan DPR” dapat
dipahami DPR tidak perlu melakukan fit and proper test, DPR tidak
lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan
persetujuan. DPR dapat menerima atau menolak sejumlah
calon-calon Hakim Agung yang diusulkan KY.

Mengapa dilakukan oleh KY? Sebagaimana dikatakan
sebelumnya, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak
terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena
itu, F-PG tidak melibatkan lagi institusi-institusi politik dalam
rangka proses recruitment. Sebab KY-lah yang memang memiliki
kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa calon
Hakim Agung tersebut. Begitu pula, yang menyangkut masalah
Ketua dan Wakil Ketua MA yang sekaligus yang menjadi Ketua dan

139 Ibid, him. 550-552.
140 Ibid, hlm. 555.
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Wakil Ketua MK ini, tidak lagi dipilih dari dan oleh Hakim Agung,
tetapi semata-mata dalam rangka keterkaitan kontrol, dalam rangka
checks and balances. Maka dari itu, Ketua dan Wakil Ketua MA itu
diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan MPR.

Agun Gunanjar merasa, ada banyak hal yang memiliki
keterkaitan dengan KY, termasuk pelaksanaan tugas-tugas
pemantauan dan pengawasan terhadap hakim karena dia terlibat
dalam proses seleksi terhadap para hakim DPR untuk mendapatkan
persetujuan DPR. Sedangkan terkait dengan Dewan Kode Etik
Hakim, meskipun tidak banyak yang menyinggung, tetapi dalam
Bab IX itu ada. Agun menyatakan setuju diserahkan kepada para
undang-undang karena hal itu terlalu internal, setidaknya secara
internal di dalam lingkungan para hakim. Untuk itu, tidak perlu
dimasukkan di dalam UUD. Keberadaan KY salah satunya juga
diatur melalui undang-undang: bagaimana mekanisme kontrol
kinerjanya yang dilakukan oleh DPR tetap berlangsung, bukan
kontrol atas proses mengapa si A itu, bukan fakta-fakta hukumnya,
tetapi yang dinilai adalah kinerja dalam melakukan tugasnya,
dalam rangka mekanisme kontrol.*!

Katin Subyantoro dari F-PDIP mengatakan bahwa di dalam
Kekuasaan Kehakiman ada dua lembaga lain yang berkaitan salah
satunya lembaga yang disebut ‘Komisi Yudisial. Apa tugas dan
bagaimana mekanisme atau poses kelembagaan itu, dalam usulan
F-PDI Perjuangan sebenarnya telah mengungkapkan secara rinci,
termasuk sudah disampaikan oleh Pattaniari.

Sebelumnya, F-PDI Perjuangan pernah mengusulkan
mengapa Anggota MK terdiri atas sembilan orang, dengan rincian
3 (tiga) orang didapat dari usul presiden, 3 (tiga) orang dari usulan
DPR, dan 3 (tiga) orang dari usulan MA. Mekanisme dan proses
yang diusulkan oleh setiap lembaga diserahkan pada lembaga-
lembaga itu sendiri. Kalau sudah terkumpul baru Presiden
menetapkan sembilan orang tersebut. Sedangkan untuk MA yang

141 Ibid, hlm. 557-560.
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mengusulkan adalah KY, sehingga F-PDI Perjuangan mengusulkan
ada KY tingkat nasional, ada KY tingkat 1 (provinsi), dan tingkat
2 (kabupaten/ kota). Masalah KY itu sendiri menurut usul F-PDI
Perjuangan itu akan diatur oleh undang-undang.'?

Yusuf Muhammad dari F-KB mengomentari tentang
pembatasan masa kerja. Menurut Yusuf, secara psikologis memang
dapat dipahami dan diterima terhadap pendapat yang mengatakan
masa kerjanya itu dibatasi, karena dengan masa kerja yang
dibatasi, mungkin orang akan berpikir untuk berprestasi, ini secara
psikologis. Memang mungkin ada kesulitan-kesulitan kenapa tadi
ada pendapat yang mengatakan tidak perlu ada penetapan masa
kerja. Mungkin solusinya ada pada sebuah masa evaluasi kinerja
atau memakai bahasa pengukuhan kembali. Jadi, setiap jangka
waktu ada klausa yang mengatakan Hakim-Hakim Agung atau
Hakim Konstitusi atau KY itu dikukuhkan kembali atau diapakan,
tapi punya substansi di mana mereka kemudian menyadari bahwa
masanya terbatas.'*

Ketua Rapat Harun Kamil menyampaikan beberapa butir
hasil rapat sebagai berikut.

Untuk Komisi Yudisial ada yang mengusulkan secara khusus
11 anggotanya. Kemudian mengenai tata cara pemilihannya,
yaitu mengenai anggotanya ya, bukan kepada pimpinannya,
itu diproses ada yang diusulkan oleh Komisi Yudisial,
kemudian disetujui oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Itu
proses daripada pengangkatan anggota. Khusus mengenai
Komisi Yudisial masih belum jelas saya kira bagaimana
ﬁroses pengangkatannya. Belum jelas saya lihat. Kemudian,

alau pimpinan, itu ada yang berpendapat bahwa pimpinan
Mahkamah Agung dan pimpinan Mahkamah Konstitusi ada

ang dirangkap. Sementara lain bergendapat itu dipisahkan

arenasebagai dualembaga yang berbeda. Di mana pemikiran
ini konsisten dari yang di atas tadi. Untuk pimpinan ini
prosesnya ada yang pemilihannya adalah diﬁ)ilih di antara
mereka sendiri. Artinya, dari yang ada itu kemudian dari

142 Ibid, him. 563-564.
143 Ibid, hlm. 568.
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anggota, oleh anggota untuk anggota, pilihan pimpinan dari
baik MA maupun MK. Tentang Komisi Yudisial sekali lagi
juga belum ada kejelasan tentang bagaimana pimpinan.

Kemudian mengenai masa jabatan, ada yang berpendapat
dibatasi ada yang tidak. Cuma yang dibatasi istilahnya Pak
Yusuf Muhammad coba cari rumusannya yang pas begitu.
Sehingga enak begitu dalam merumuskan terutama untuk
dorongan dalam satu periode tertentu orang bisa berprestasi
secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Sebab orang
kalau tidr;k pakai batas waktu dia akan %ekerja seenaknya.'*

Setelah beberapakali dibahas dalam rapat-rapat Anggota PAH

I, ketentuan tentang Bab IX, termasuk tentang KY dibahas dalam
Rapat BP MPR Ke-5 pada 23 Oktober 2001 yang dipimpin oleh M.
Amien Rais. Dalam rapat tersebut, Jacob Tobing menyampaikan
Laporan Panitia Ad Hoc BP MPR termasuk Rancangan Putusan
MPR Hasil BP MPR. Khusus mengenai KY, terdapat rancangan
pasal sebagai berikut.

1)

2

®)

Pasal 24B

Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan dan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, profesional dan berpengalaman di bidang
hukum.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan
oleh Hakim Agung.

(4  Susunan, kedudukan dan keanggotaan Mahkamah Agung

diatur dengan undang-undang.
Pasal 24C

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim
Agungsertahakimlain (dengan memperhatikan masukan dari
masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat).

144 Ibid, him. 571.
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Alternatif 1

2. Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan Hakim Agung,
unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan
akademisi.

Alternatif 2

(1) Anggota Komisi Yudisial berasal dari pengacara, jaksa, guru
besar ilmu hukum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Hakim, Anggota Komisi Yudisial yang berasal dari
pengacara, jaksa, guru besar ilmu hukum, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, dan wakil daerah.

Alternatif 3

(2) Anggota Komisi Yudisial harus berpengalaman dalam profesi
hukum, memiliki integritas dan berkepribadian yang tidak
tercela.

3. susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur
dengan undang-undang,.

Pasal 25

Dalam rangka untuk menegakkan kehormatan dan menjaga
keluruhan martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh
Komisi Yudisial."*

Setelah rancangan rumusan beserta alternatif-alternatif
Perubahan UUD 1945 yang ditetapkan dalam Rapat Badan Pekerja,
setiap fraksi memberikan pandangan umum terhadap rancangan
tersebut dalam Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Ke-5,4 November
2001, yang dipimpin Ketua MPR RI, H. Amien Rais. Dalam agenda
rapat tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi MPR Terhadap
Rancangan Putusan MPR Hasil Badan Pekerja MPR dan Usul
Pembentukan Komisi-Komisi MPR itu, F-PDKB dengan juru bicara
K. Tunggul Sirait menyinggung mengenai KY. Dalam pidato itu,
ia menyampaikan bahwa Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh

145  Ibid., hlm. 589-590.
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MA dan MK. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul DPR.
Hakim-hakim lain diangkat dan diberhentikan oleh MA dan dengan
demikian diperlukan lagi KY.'#

Giliran F-TNI/Polri disampaikan oleh juru bicara Paiman.
Menurut F-TNI/Polri adanya rancangan untuk menata lembaga
negara yaitu DPD, MK, dan KY adalah hal yang positif guna
menyempurnakan struktur dan sistem pemerintahan Negara.
Namun harus diwaspadai bahwa rancangan tersebut jangan sampai
merancukan struktur dan sistem pemerintahan negara itu sendiri.
Karena itu hanya diperlukan pencermatan tentang keanggotaan
MPR dan lembaga-lembaga tambahan dimaksud serta mekanisme
interaksinya dengan lembaga-lembaga lain.'*

Sementara, F-PDIP melalui juru bicara Pattaniari Siahaan
menyatakan ada bagian yang sangat penting bagi pembahasan
dan kesepakatan yaitu Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Penegakan Hukum. Di dalam bab ini selain kedudukan dan tugas
MA juga diatur tentang kedudukan dan tugas MA, KY, Kejaksaan
dan Polri.

Sejak awal Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan
MK yang bertujuan menjamin konstitusionalitas kehidupan dan
bernegara. Kewenangan MK adalah mengadili perkara dari tingkat
pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menuju
UU dan peraturan perundang-undangan terhadap UUD. Dengan
hadirnya MK maka kehidupan konstitusi akan terjaga, perselisihan
kompetensi atau kewenangan antar lembaga negara akan diputus
secara hukum dan tidak oleh kekuatan politik. Di samping itu MK
mempunyai wewenang untuk membubarkan partai politik dan
memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam

146  Sekretariat Jenderal MPRRI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 2001 Buku Empat,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), him. 29.

147  Ibid, him. 39.
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konteks kehadiran MK, sistem Presidensial ditempatkan secara
proposional, Presiden dan Wakil Presiden dijaga jabatannya dan
hanya dapat diberhentikan jika ternyata MK telah memutuskan
bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan
atau tidak lagi tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.

Terkait dengan menegakkan kewibawaan dan kebebasan
kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh MA, Fraksi PDI
Perjuangan mengusulkan adanya KY yang bersifat mandiri untuk
dapat secara profesional mengusulkan pengangkatan calon-calon
hakim yang memiliki integritas kepribadian yang tak tercela dan
berpengalaman di bidang hukum.'#

Setelah terbentuk komisi-komisi MPR RI, pembahasan
Perubahan UUD 1945 selanjutnya dilaksanakan dalam Rapat Komisi
A MPR RI Ke-3, 6 November 2001. Rapat Komisi A yang dipimpin
oleh Zain Badjeber itu dengan agenda Pembahasan Bab IX tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pada kesempatan itu, Hartono Mardjono
dari F-PDU memberi komentar terhadap Pasal 25A. Dalam pasal
itu, menurut Hartono, perlu penyempurnaan kalimat. Rumusan
Pasal 25A yang berbunyi, “Untuk menegakkan kehormatan dan
menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dilakukan oleh
Komisi Yudisial”. Sebaiknya, lanjut Hartono, kalimat pasif tersebut
dibalik menjadi kalimat aktif menjadi, “Komisi Yudisial bertugas
untuk menegakkan kehormatan dan seterusnya”.'*’

Selanjutnya, Amin Aryoso dari F-PDI Perjuangan
menyampaikan bahwa KY ini memang diupayakan untuk
menghasilkan profesionalisme hakim dan bisa dikontrol dengan
baik. Akan tetapi, mengenai pembentukan dan rekrutmennya,
F-PDI Perjuangan perpendapat sebaiknya usulan dari KY mengenai

148  Ibid,him. 65.
149  Ibid, him. 313.
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Hakim Agung yang diusulkan kepada pmerintah tersebut tetap
harus mendapat persetujuan dari DPR.'®

Pendapat tentang pengangkatan Hakim Agung menurut
Markus Daniel Wakkary dari F-UG terkait dengan ketentuan, “yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” sebagaimana dalam
rumusan Pasal 24B Ayat (1), telah diketahui muncul hal baru pada
Pasal 24B, yaitu adanya KY. KY adalah satu komisi yang mengajukan
usul-usul siapa-siapa yang akan menjadi Hakim Agung.

Untuk Pasal 24C, Markus Daniel menyatakan cenderung
memilih alternatif ketiga, walaupun pada alternatif satu, alternatif
dua, dan alternatif tiga tidak ada pencantuman siapa yang
mempunyai kewenangan untuk mengangkat Anggota KY. Akan
tetapi, dengan adanya alternatif tiga atau dengan adanya Ayat (3)
tentang KY diatur dengan UU yang mungkin bisa ditentukan disana.

Secara pribadi Markus berpendapat bahwa dengan adanya
undang-undang untuk KY maka ketentuan “dengan persetujuan
dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” tidak perlu lagi.
Karena KY sudah diatur dengan UU, sehingga tidak perlu ditambah
birokrasilagi, karena kehadiran satu komisi yang benama KY untuk
rekrutmen Hakim Agung sudah diterima, dan Hakim Agung tidak
perlu lagi memerlukan fit and proper test dari DPR.*!

Selanjutnya, Sri Edi Swasono dari F-UG mengangkat
beberapa persoalan terkait rumusan KY. Pertama, apakah MK dan
KY merupakan lembaga tinggi negara atau menjadi badan Ad Hoc?
Siapa yang memimpin dan bagaimana membentuknya? Apakah
dengan disahkannya perbaikan atau amendemen konstitusi ini
kedua lembaga tersebut harus langsung ada karena dengan melihat
Pasal 24A dan Pasal 24B seolah-olah semua orang sudah tahu MK
dan KY? Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan KY ada tiga
alternatif?

150  /bid, him. 315.
151  Ibid, him. 320-321.
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Kedua, Sri Edi mengkhawatirkan andaikata guru besar yang
akan menjadi Anggota KY sebagaimana yang termaktub di dalam
Pasal 24A, B dan C, tersebut hanya disandarkan kepada para Guru
Besar Ilmu Hukum, sehingga menganggap persoalan hukum saja
yang terlalu penting. Karena ada banyak persoalan di balik itu,
sebagaimana banyak Guru Besar Ilmu Hukum tidak mengetahui
bahwa kehancuran perekonomian nasional, padahal kekacauan di
dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia juga diakibatkan
oleh masalah hukum, bukan hanya ekonomi. Ketika di-drop
ahli-ahli ekonomi dari manapun, persoalan ekonomi tersebut tidak
bisa diatasi karena sumbernya justru dari hukum. Hal ini berakibat
keduanya membawa inherent contradiction atau contradiction inherent
yang tidak bisa terpecahkan hingga sekarang. Jangan-jangan, justru
menegaskan semacam itu bukan Guru Besar Imu Hukum, tetapi
Guru Besar IImu Ekonomi.

Oleh karena itu, Sri Edi mengajak untuk berhati-hati
melihat persoalan ini. Sebab, problem situasional sangat mudah
mengganggu, seperti ketika seorang Presiden berbeda pendapat
dengan DPR atau dengan masyarakat umum mengenai hukum
maka MK atau KY ini memang harus diadakan atau tidak?*>

Terkait dengan Pasal 25, Amru Al-Mu’tashim dari F-KB melihat
bahwa wewenang MA dan MK hampir sama, dan bahkan ada
beberapa hal yang sama. Bahkan Ayat (2)-nya banyak menimbulkan
pertanyaan. “Mahkamah berwenang mengadili perkara pada tingkat
pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang (tanpa membaca kurung buka) terhadap Undang-
UndangDasar”. Apakahhanya UUD ataujuga Ketetapan MPR? Boleh
tidak UU itu bertentangan dengan Tap MPR? Sebagaimana Pasal
24A, sedangkan pada rumusan “Komisi Yudisial bersifat mandiri
yang berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian
Hakim Agung serta hakim-hakim lainnya berdasarkan masukan dari
masyarakat” jelas merupakan subordinat daripada MA. Walaupun

152 Ibid. him. 321-322.
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sifatnya mandiri, tetapi hanya mengusulkan, jadi lemah, tidak sama.
Karena itu, Amru memperhatikan pada pendapat-pendapat cukup
mendasar sebelumnya, bahwa kedudukan MK dalam UUD ini
menjadi tidak jelas.®

Sementara itu, Amidhan dari F-PG berpandangan bahwa
MA adalah pucuk dan puncak dari kekuasaan kehakiman. Terkait
dengan lembaga baru, yang disebut dengan MK dan KY, ia
berpendapat bahwa lembaga baru ini masih berada dalam domain
dan habitat MA. Komisi Yudisial ini merupakan semacam lembaga
yang melakukan law enforcement terhadap code of conduct para
hakim. Akan tetapi, pengangkatan hakim-hakim tersebut berada
dalam tataran birokrasi, bahkan masih ada beberapa hakim yang
memang diangkat oleh departemen birokrasi. Untuk itu, melalui
UU ini semua bisa diperjelas aturannya.'

Menyoroti Pasal 24B, Mashadi dari F-Refornasi mengusulkan
agar masalah KY untuk sementara di-drop terlebih dahulu karena
pembahasannya belum tuntas, baik secara substansi maupun
sinkronisasi dan finalisasinya. Hal ini juga dinilai sangat sejalan
dengan Pasal 25B."°

Sementara itu, Darul Siska dari F-PG menilai bahwa
sistematika Pasal 25, sebagaimana tercantum dalamhalaman46,agak
mengagetkan karena tiba-tiba terdapat ketentuan tentang syarat,
pengangkatan, dan pemberhentian hakim “diatur oleh undang-
undang”, sementara bagian membicarakan tentang Hakim Agung.
Kalau yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Hakim
Agung, usul Darul Siska, pasal ini bisa diintegrasikan dengan Pasal
24B Ayat (4). Mengenai Pasal 25A, “Untuk menegakkan kehormatan
dan seterusnya dilakukan oleh Komisi Yudisial”, sebaiknya soal KY
ini bisa dimuat di Ayat (1) Pasal 24C yang diintegrasikan dengan
Pasal 1 sekarang.

153 Ibid, him. 322.
154 Ibid, him. 325-327.
155  Ibid,him. 327.
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Pasal 24B Ayat (1) mengenai KY, Darul Siska menilai ada
sesuatu yang baru dan memang perlu diskusikan. Persoalan ini
karena sempat muncul kasus penolakan (dispute) presiden terhadap
Hakim Agung yang usulan DPR ditolak oleh Presiden dalam
jangka waktu yang sangat panjang. Kasus ini merupakan persoalan
kenegaraan yang perlu dicarikan antisipasinya. Dan KY dianggap
solusi agar persoalan yang sama tidak terjadi lagi.*®

L.T. Susanto dari F-KKI menyoroti Pasal 25B Ayat (1) alternatif
2, “Hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung”. F-KKI
mengusulkan agar bukan hanya Hakim Agung saja diusulkan oleh
KY, tetapi juga mengusulkan Hakim Konstitusi, bukan hak MA
yang mengusulkan. Sebab kalau nanti KY sudah menjalankan tugas
mengusulkan hakim atau hakim lain, mereka pasti mempunyai
database yang komplit, termasuk terhadap semua tokoh masyarakat.
Jadi, F-KKI mengusulkan supaya MA itu diganti dengan KY.**

Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menjelaskan bahwa Pasal
24B menyangkut masalah pengangkatan Hakim Agung merupakan
upaya agar pengangkatan Hakim Agung ke depan terlepas
dari sisi-sisi kepentingan partai politik, dan juga dalam rangka
menggunakan prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan. Oleh
karena itu, Hakim Agung harus diangkat dan diproses oleh sebuah
KY, yang di dalamnya memang terdiri atas orang-orang yang
memiliki kompetensi dan keahlian untuk menentukan para hakim
karena hakim bukan jabatan seperti halnya jabatan Anggota DPR
atau jabatan publik lainnya. Akan tetapi, hakim merupakan sebuah
jabatan profesional yang membutuhkan keahlian di samping sikap
arif.

Dengan adanya jaminan kehadiran KY ini, lanjut Agun,

KY memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan kode
etik, artinya dia memiliki fungsi kontrol. Bukan hanya proses

156  Ibid, him. 328-329.
157  Ibid, him. 329.
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pengangkatan, tetapi KY juga melaksanakan fungsi pemberhentian
dan kontrol yang di dalamnya melibatkan unsur masyarakat. Dan
dengan adanya KY ini F-PG yakin hakim-hakim ke depan akan
lebih representatif.'®

F-PPP melalui Ali Hardi Kiaidemak menyampaikan
pandangannya bahwa Pasal 24B, selain “Hakim Agung diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, dalam Pasal 24B juga
ada beberapa alternatif di Ayat (2). Dalam hal ini, F-PPP memilih
alternatif satu, “Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan
Hakim Agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh
agama dan tokoh akademisi.”™

Sementara itu pendapat F-KB yang disampaikan oleh Yusuf
Muhammad menyatakan bahwa memang sudah disebut beberapa
persyaratan, baik yang berkaitan dengan Hakim Agung maupun
yang berkaitan dengan Anggota KY dan juga Hakim Konstitusi.
Menurut Yusuf, persyaratan-persyaratan tersebut sangat sulit
dipahami secara konkret karena tingkat relativitasnya sangat tinggi.
Sulit untuk menggambarkan antara negarawan dengan memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan seterusnya.
Untuk itu, F-KB tetap mengusulkan agar substansi “amanat dan
adil” menjadi bagian penting dari persyaratan tersebut. Dan Yusuf
berharap, hal ini bisa dirumuskan bersama-sama dalam lobbying.
Kemudian “proses rekruitmen” juga dianggap penting untuk
menghindari kekhawatiran-kekhawatiran sebagaimana yang
disampaikan oleh Ali Hardi Kiaidemak!®

Selanjutnya giliran Patrialis Akbar dari F-Reformasi yang
menyatakan bahwa masalah KY ini belum dibahas secara mendalam,
sehinggabanyak persoalan-persoalanseperti yang disampaikan oleh
Anggota Komisi A. Oleh karena itu, memang banyak hal tentang KY

158  Ibid, him. 335-336.
159 Ibid, him. 338.
160  Ibid, him. 340-341.
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ini yang harus diperdebatkan terlebih dahulu. Dan dalam hal ini,
F-Reformasi berpendapat bahwa pembahasan tentang KY ini harus
dilakukan dengan berhati-hati, tidak terburu-buru. Jangan sampai
terlalu cepat karena menyangkut hal-hal yang sangat mandasar dan
lembaga-lembaga yang berwenang. Apalagi KY ini mempunyai
kewenangan penuh di dalam menentukan Hakim-Hakim Agung
ke depan. F-Reformasi juga tidak mau jika lembaga baru ini
nanti mempunyai super power dan conflict of interest akibat proses
rekruitmen yang memiliki persoalan tersendiri. Dengan demikian,
F-Reformasi berharap pembahasan KY ini ditunda dan dibicarakan
pada pertemuan selanjutnya.’

Sementara itu, Nadjih Ahjad dari F-PBB mengusulkan agar
kata-kata ”“pertimbangan” dalam Pasal 24B dibuang. Begitu juga
tutup/buka kurung dalam ”(persetujuan dan pertimbangan)”
dihilangkan. Dengan demikian menjadi berbunyi, “Hakim Agung
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial
dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Nomor 24A,
Ayat (2) tetap seperti yang ada dalam konsep ini. Begitu juga Ayat
(3) dan Ayat (4). Pasal 24C kata-kata di belakang yang berbunyi,
“berdasarkan masukan dari masyarakat” dihilangkan, sehingga
berbunyi; “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung
serta hakimlain, denganmemperhatikan masukan darimasyarakat”,
tanda kurung dibuang,.

Selanjutnya F-PBB memilih Ayat (2) alternatif tiga yang
berbunyi; ”“Anggota Komisi Yudisial harus berpengalaman dalam
profesi hukum, memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak
tercela”. Ayat (3) “Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi
Yudisial diatur dengan undang-undang”. Pasal 25A, kata ”"untuk”
di muka dibuang, sehingga berbunyi; “menegakkan kehormatan
dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim

161  Ibid,him. 344.
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dilakukan oleh Komisi Yudisial”.'*? Hartono Mardjono dari F-PDU
hanya menambahkan dan sekaligus menegaskan bahwa F-PDU
menyetujui Pasal 25B Ayat (2) alternatif ketiga.'®®

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri menyatakan bahwa
rumusan Pasal 24B Ayat (1) berbunyi, “Hakim Agung diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, bukan “pertimbangan”.
Untuk Pasal 24C Ayat (1) yang berbunyi, “Komisi Yudisial
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian hakim agung serta hakim lain, dengan
memperhatikan masukan dari masyarakat”, bukan “berdasarkan
masukan dari masyarakat”, tetapi “memperhatikan masukan dari
masyarakat”. Ayat (2), F-TNI/Polri memilih alternatif satu, yaitu
“ Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan hakim agung, unsur
praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi”."**

Sutjipto dari F-UG mengusulkan Pasal 24B ayat (1) yang
berbunyi, “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat”. Jadi F-UG memilih kata ”pertimbangan”,
bukan ”persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Lalu Ayat (2)
tidak ada alternatif, Ayat (3) dan juga Ayat (4).

Selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) sebagaimana rumusan dari
Badan Pekerja. Ayat (2) F-UG memilih alternatif pertama yaitu
“ Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan hakim agung, unsur
praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi”.
Ayat (3) tetap, “Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi
Yudisial diatur dengan undang-undang”.'®®

Pembahasan mengenai KY dilanjutkan dalam Rapat Lobi Tim
Perumus Komisi A (Lanjutan) MPR RI tanggal 7 November 2001

162  Ibid, him. 346.
163  Ibid, him. 348.
164  Ibid, him. 352-353.
165  Ibid, him. 355-356.
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dipimpin Jakob Tobing yang di dalamnya membahas mengenai Bab
KekuasaanKehakiman.Hasildaripembahasantersebutdisampaikan
dalam Rapat Komisi A MPR RI Ke-5, 8 November 2001, yang
dipimpin oleh Jakob Tobing. Selain rumusan yang telah dihasilkan,
Jakob menyampaikan bahwa yang menonjol dalam pembahasan
tentang KY adalah persoalan calon-calon hakim diusulkan oleh KY,
dan bukan hanya itu, ia semacam lembaga rekrutmennya. Selain
itu, persoalan yang menonjol di sini adalah “Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung”, sehingga
Presiden hanya meresmikan. Sedangkan ketentuan KY di Pasal 24B
adalah “Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan
Hakim Agung, mempunyai wewenang lain dalam rangka...”
Dengan demikian, KY selain melakukan rekrutmen, juga menjadi
semacam dewan kehormatan bagi para hakim."®

Salah satu Anggota Komisi A yang memberikan komentar
adalah Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG. Begitu pula dengan
keberadaan komisi yudisial. Ini adalah salah satu bentuk ruang
partisipasi publik untuk dapat melakukan proses rekrutmen,
termasuk kontrol terhadap para hakim di masa-masa yang akan
datang.'®”

Usai Rapat Komisi tersebut, pembahasan dilangsungkan
Rapat Paripurna MPR RI Ke-6 tanggal 8 November 2001 yang
dipimpin oleh M. Amien Rais. Pada kesempatan tersebut, Ketua
Komisi A, Jakob Tobing menyampaikan hasil kerja Komisi A yang
diantaranya adalah hasil pembahasan Rancangan Perubahan Ketiga
UUD 1945. Adapun rumusan yang disampaikan oleh Ketua Komisi
A, Jakob Tobing adalah sebagai berikut.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

166  Ibid, him. 589.
167  Ibid, him. 620.
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)

®)
(4)

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan
dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial
diatur dengan Undang-undang.'®

Hasil tersebut yang kemudian disepakati sebagai naskah

Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945.

B.

Penyusunan Undang-Undang Komisi Yudisial

1. Naskah Akademik UU Komisi Yudisial Versi
Mahkamah Agung

Sebagai pihak yang selama ini mengidam-idamkan
terwujudnya sistem penyatuan atap, MA sangat antusias
mempersiapkan konsep penyatuan atap. MA menyadari
bahwa penyatuan atap memiliki konsekuensi yang tidak
ringan yakni beralihnya kewenangan administratif yang
sebelumnya ditangani oleh eksekutif. Bagi MA yang selama
ini hanya mengurusi hal-hal bersifat teknis yudisial, urusan
administratif tentunya menjadi barang baru yang berpotensi
menimbulkan masalah jika tidak ditangani dengan hati-hati.
Makanya kemudian, MA dengan menggandeng kalangan
LSM mulai menyusun cetak biru (blueprint) pembaruan
peradilan, pada sekitar tahun 2000.

Ketua MA Bagir Manan (2003) menyatakan blueprint
merupakan sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang
akan ditempuh untuk mengembalikan citra MA sebagai
lembaga yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat dan

168

Ibid, him. 653.
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lembaga negara lainnya. Diakui Bagir, MA selama ini kerap
mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan terkait
integritas, kualitas dan kinerja sebagian hakim dan hakim
agung serta pegawai. Dalam rangka memperbaiki integitas
aparat pengadilan, MA menyadari bahwa tugas ini sangat
berat dan tidak dapat diemban sendiri oleh MA. Karena itu,
MA memandang pembentukan KY menjadi sangat penting.
KY diharapkan dapat menjadi mitra kerja dalam rangka
pembaruan peradilan. Berangkat dari kesadaran ini, MA
kemudian menyusun naskah akademis dan RUU KY yang
juga menjadi bagian dari blueprint pembaruan peradilan.

Dalam rangka penyusunan naskah akademis dan RUU
KY, tim pembaruan peradilan melakukan komparatif studi
dengan sejumlah negara yang terlbih dahulu sudah memiliki
lembaga serupa KY seperti Amerika Serikat, Belanda, dan
negara-negara di Benua Eropa lainnya. Dari komparasi itu,
tim pembaruan peradilan akan melihat karakteristik KY atau
lembaga sejenis di negara lain untuk kemudian diadopsi,
tetapi tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan
Indonesia.

Dalam menyusun naskah akademis dan RUU KY, MA
berpijak pada pemahaman bahwa aturan KY yang tertuang
dalam Amandemen UUD 1945 belum mencakup banyak
aspek. Amandemen UUD 1945 praktis hanya menyinggung
soal fungsi, persyaratan dan pengangkatan anggota KY.
Untuk melengkapi Amandemen UUD 1945, naskah akademis
dan RUU KY merumuskan ruang lingkup fungsi, wewenang
dan tugas KY beserta organisasi kelembagaannya yang
didasarkan pada Pasal 24B UUD 1945. MA memandang,
sebagai sebuah ‘organisasi’ KY perlu dibekali dengan aturan
yang jelas mengenai fungsi, tugas dan wewenangnya. Aturan
tersebut nantinya akan menegaskan: pertama, dalam rangka
apa KY dibentuk (fungsi); kedua; hal-hal apa yang ‘wajib’
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dilakukan oleh lembaga ini (tugas) guna mencapai fungsi
yang diharapkan; ketiga, ‘hak-hak” apa yang harus dimiliki KY
untuk dapat menunaikan tugasnya secara baik (wewenang).
Pengaturannya perlu dibuat secara tepat dan detil sehingga
ada pembedaan yang tegas antara KY dengan lembaga
lain yang mungkin memiliki fungsi, tugas dan wewenang
serupa. Dengan demikian, kemungkinan tumpang tindih
kewenangan dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir.
Berikut uraian ringkasnya:

a. Fungsi Komisi Yudisial

Amandemen ketiga UUD 1945 tidak menggunakan
istilah “fungsi’ dalam penjabarannya mengenai KY, namun
menggunakan kata ‘wewenang’. Mahkamah Agung
memandang penggunaan istilah ‘wewenang’ dinilai tidak
tepat, karena kata ‘wewenang’ biasanya diartikan sebagai
hak-hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk
dapat menjelaskan tugasnya. Karena itu MA menggunakan
istilah fungsi dalam naskah akademik ini.'*

‘Fungsi’ sebuah lembaga sangat terkait dengan alasan-
alasan mengapa timbul pemikiran mengenai perlunya
keberadaan lembaga tersebut. Terkait dengan keberadaan
KY, alasan utama yang mendorong timbulnya pemikiran
mengenai pentingnya keberadaan KY adalah kegagalan
sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang
lebih baik. Jawaban untuk memperbaiki kelemahan sistem
tersebut dengan mengalihkan kewenangan pembinaan aspek
administrasi, keuangan dan organisasi dari departemen
ke MA dianggap belum tentu akan mampu menyelesaikan
permasalahan secara tuntas karena beberapa hal:

1. Penyatuan atap- tanpa perubahan sistem lainnya

169

Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial, yang diterbitkan MA RI,
Jakarta, 2003.
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misalnyarekruitmen, mutasi, promosi, dan pengawasan
terhadap hakim- berpotensi melahirkan monopoli
kekuasaan kehakiman (oleh MA).

2. Adanya kekhawatiran MA belum tentu mampu
menjalankan tugas barunya karena MA sendiri memiliki
beberapa kelemahan organisasional yang sampai saat
ini upaya perbaikannya masih dilakukan.

Kekhawatiran =~ bahwa  penyatuan atap akan
mengakibatkan monopoli kekuasaan kehakiman juga
bukanlah tidak beralasan. Sebagaimana disinggung, tujuan
utama penyatuan atap adalah untuk membuat lembaga
peradilan menjadi lebih independen dari campur tangan
politik."”* Hipotesisnya adalah jika ada penyatuan atap, maka
pengadilan akanlebih independen. Hipotesis tersebut bisajadi
benar dalam konteks independensi kelembagaan (collective
(institutional) independence), namun belum tentu benar dalam
hal internal independent (independensi hakim terhadap kolega
atau atasannya). Sejarah membuktikan hal tersebut. Pada
sekitar tahun 1966, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sering
menentang kebijakan Soejadi-Ketua Mahkamah Agung
kala itu-yang dianggap membiarkan kepentingan politik
mengintervensi lembaga peradilan. Oleh karena itu Soerjadi
berusaha ‘memutasi’ pimpinan IKAHI yang kritis seperti
Asikin Kusumahatmadja, Sri Widyowati dan Busthanul Arifin
dari Jakarta ke Daerah. la meminta Menteri Kehakiman saat
itu, Seno Adji, untuk menyetujui usulan pemindahan ketiga
hakim tersebut. Ini adalah kasus pertama dimana Departemen
Kehakiman menolak permintaan dari MA.

170

Hal ini disebabkan karena pada masa lalu disinyalir bahwa kewenangan yang
dimiliki Departemen untuk membina aspek administrasi, keuangan, dan
aorganisasi peradilan dipergunakan untuk melakukan intervensi terhadap
hakim dalam memutus perkara. Walau demikian, berdasarkan pengamatan
selama ini, intervensi tersebut hanya (atau terutama)terjadi dalam kasus-kasus
politik.
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Hal-hal di atas merupakan ilustrasi adanya potensi
abuse of power yang mengancam independensi hakim
(yang berseberangan dengan MA atas alasan apapun), jika
kewenangan mutasi atau promosi misalnya, diserahkan ke
MA tanpa adanya sistem yang baik.

Mencermati hal-hal di atas, muncul sejumlah gagasan
mengenai fungsi yang seharusnya di emban oleh KY. Tim
Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR
No. X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas
antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif'”! mengusulkan
agar Dewan kehormatan Hakim (istilah yang digunakan
untuk KY) harus memiliki fungsi mengawasi perilaku hakim,
memberikan rekomendasi mengikat mengenai rekruitmen,
promosi dan mutasi hakim serta menyusun code of conduct
bagi hakim. Rekomendasi ini yang kemudian diadopsi dalam
UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Sementara itu RUU MA versi pemerintah
mengusulkan agar KY mempunyaia fungsi dalam menerima
laporan masyarakat dan memberi rekomendasi serta
pertimbangan kebijakan peradilan di luar masalah teknis
peradilan.'”? Sebagian kalangan lainnya lebih menekankan
pada fungsi yang berhubungan dengan pengawasan terhadap
hakim dan hakim agung.

Tanpa diskusi yang mendalam, tuntas serta tanpa
memperhatikan UU No. 35 tahun 1999, dalam Sidang Tahunan
MPR 2001, MPR ‘memveto” konsep yang ideal mengenai KY
di Indonesia. Lahirlah Amandemen Ketiga UUD 1945. Dalam
Pasal 24 B ayat (1) dinyatakan bahwa KY akan mempunyai
fungsi:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung;

171  Tim Kerja Terpadu dibentuk dengan Kepress No. 21/1999.
172 Pasal 86 RUU MA Versi Pemerintah.
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2. Kewenangan lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.

Secara umum, kedua fungsi yang diatur dalam
amandemen ketiga tersebut relatif lebih sempit dibandingkan
gagasan yang dikembangkan oleh Tim Kerja terpadu dan UU
No. 35 tahun 1999. Memang bisa saja fungsi dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat,
serta perilaku hakim diartikan secara elastis, termasuk
misalnya melakukan rekruitmen dan mutasi/promosi hakim.
namun memperhatikan pilihan kalimat, penjelasan dari
Anggota PAH 1 MPR' dan ‘konsensus/ yang berkembang
diwacana, maksud dari fungsi tersebut lebih mengarah panda
tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim
agung), serta tugas lain yang secara langsung dimaksudkan
untuk mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta
perilaku hakim.

Berdasarkan pembahasan dalam tim studi ini, tugas lain
yangbisadikatagorikansebagaibagiandarifungsimendukung
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah:
Pertama, tugas memperjuangkan peningkata kesejahteraan
hakim. Kedua, tugas merekomendasikan penghargaan, gelar,
tanda jasa dan tanda kehormatan lain kepada hakim. Ketiga,
memberikan pelayanan informasi mengenai perilaku hakim
yang diperkenankan atau tidak berdasarkan UU. Contoh
dari tugas ini adalah menyebarluaskan aturan mengenai
perilaku hakim yang diperkenankan atau menyediakan
pelayanan informasi (hot line service) bagi mereka yang ingin
mengetahui lebih jauh apakah suatu tindakan tertentu dapat
dikatagorikan tindakan yang tepat/boleh dilakukan hakim
atau tidak dan sebagainya. Keempat, memberikan masukan
dan pertimbangan kepada MA dan lembaga negara lainnya
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Wawancara dengan Anggota Panitia Ad-hoc | MPR, Zen Badjeber, 2002.
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dalam rangka mendukung kehormatan, keluhuran martabat
serta perilaku hakim. Misalnya memberi masukan panda MA
untuk merubah mekanisme kerja internalnya yang dianggap
membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

b.  Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Tugas dan wewenang yang akan diemban oleh KY
sangat terkait dengan batasan fungsi yang telah ditetapkan
oleh konstitusi. Sebab tugas dan wewenang pada dasarnya
merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Untuk itu
bagian ini akan menjabarkan tugas dan wewenang yang
akan dijalankan oleh KY sesuai dengan fungsi yang telah
ditetapkan amandemen ketiga UUD 1945.

1). Mengusulkan Pengangkatan (Rekrutmen) Hakim Agung

Hakim (termasuk hakim agung) memegang peran yang
sentral dalam proses peradilan. Hanya hakim yang baik yang
dapat diharapkan memutus perkara yang mencerminkan
rasa keadilan masyarakat-sesuai dengan hukum. Telah
banyak tulisan dan pandangan yang mengelaborasi kriteria-
kriteria hakim yang baik. Beberapa diantaranya adalah'*:
memiliki kemampuan hukum (legal skill) dan pengalaman
yang memadai; memiliki integritas, moral, dan karakter
yang baik, mencerminkan keterwakilan dari masyarakat
(baik secara ideologis, etnis,gender,status sosial ekonomi dan
sebagainya)'”>, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang
luas, memiliki kemampuan berbicara dan menulis, mampu

174
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The Hon. Michel Lawarch MP, Judicial Appointmen: Procedure and Criteria,
Discussion Paper 1993. Dalam Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi
Yudisial, yang diterbitkan MA RI, Jakarta, 2003.

Terkait dengan syarat ini, Naskah Akademik MA memberikan catatan bahwa
tidak semua orang sepakat dengan syarat ini. Ada yang beranggapan perlu
suatu representasi masyarakat dalam hakim (terutama dalam sistem common
law) dan ada yang menganggap hal itu tidak penting.
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menegakkan negara hukum dan bertindak independen
dan imparsial; dan memiliki kemampuan adminstratif dan
efisien.

Hakim yang demikian hanya dapat lahir dari suatu
sistem yang baik. Mantan Menteri Kehakiman Belanda, Odette
Buitendam menyatakan bahwa good judges are not born but
made, yaitu melalui suatu sistem rekruitmen dan seleksi yang
mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi,
akuntabilitas, right man on the right place, obyektivitas dan
sebagainya.

2). Kelemahan Sistem Rekruitmen Hakim Agung di Masa
Orde Baru

Sistem rekruitmen tidak dapat dilepaskan dari 2
(dua) hal, yaitu: siapa yang memiliki kewenangan untuk
menyeleksi dan mengangkat serta bagaimana proses seleksi
dilakukan. Di masa Orde Baru, proses rekruitmen hakim
agung menunjukkan sejumlah kelemahan, terutama panda
aspek mekanisme pemilihan serta penentuan Kkriteria.
Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

a). Tidak ada paremeter yang objektif untuk
mengukur kualitas dan integritas calon hakim
agung;

b).  Adanyaindikasi paraktek dropping nama, dimana
Hakim Agung biasanya akan memberikan
usulan nama kepada Ketua MA dengan harapan
Ketua MA akan memberikan perhatian pada si
kandidiat dan memasukkan namanya dalam
daftar;

¢). Adanyaindikasijaringan, pertemanan, hubungan

keluarga, dan sebagainya yang mengakibatkan
pemilihan dilakukan secara tidak obyektif.
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Kelemahan lainnya terkait dengan sistem rekruitmen
di masa Orde Baru berdasarkan Pasal 8 UU No. 14 Tahun
1985 adalah terkait dengan peran DPR yang begitu sentral.
Pemberian kewenangan kepada DPR untuk melakukan proses
ini memiliki kelemahan karena alasan sebagai berikut:

a).

Anggota DPR terdiri dari berbagai macam latar
belakangkeilmuan. Persoalannya, hampirseluruh
materi tanya jawab dalam proses rekruitmen
hakim agung berhubungan erat dengan materi
hukum. Tidak jarang pertanyaan yang diajukan
kurang tepat sasaran dan kurang berkualitas.

Tugas pokok anggota DPR dalam penyusunan
UU, anggaran dan pengawasan cukup berat.
Tugas untuk menyeleksi hakim agung jelas
akan menyita waktu dan perhatian mereka.
Besarnya beban kerja tersebut mnyebabkan DPR
tidak memiliki waktu yang cukup untuk dapat
melakukan proses seleksi secara mendalam.

DPR pada dasarnya adalah lembaga politik.
Oleh karena itu, proses yang berlangsung di
ruang-ruang sidangnya pun tidak terlepas
dari kepentingan politik. Hal ini adalah wajar,
namun seharusnya proses pemilihan atas dasar
pertimbangan politik baru dilakukan jika telah
ada proses screening integritas dan kualitas calon
yang memadai.

Meskipun DPR dalam melakukan rekruitmen hakim
agung telah melakukan fit and proper test, namun ada beberapa
kelemahan terkait dengan fit and propert test tersebut:

a).

Masih tertutupnya beberapa proses dan informasi
yang seharusnya terbuka. Misalnya tahap
Klarifikasi awal terhadap segi administratif dan
integritas bakal calon dilakukan secara tertutup
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dan publik tidak dapat mengetahui kenapa
seorang bakal calon dapat lulus atau tidak dapat
lulus.

b).  Partispasi masyarakat kurang dimaksimalkan.
Tidak ada atau tidak banyak laporan masyarakat
tersebut yang masuk ke DPR yang diklarifikasi
lebih jauh oleh anggota DPR kepada pelapor atau
pihak-pihak lain yang kompeten.

c). Minimnya metode pengukuran yang obyektif
untuk menilai calon. Meskipun dalam proses
rekruitmen tersebut DPR telah membuat
klasifikasi untuk menilai bakal calon, yaitu
integritas, pemahaman hukum serta visi dan
misi. Namun banyak dari klasifikasi penilaian
tersebut tidak di uji lebih jauh oleh DPR agar
lebih obyektif.

d). Banyak dari calon yang dipilih keahliannya
tidak sesuai dengan kebutuhan MA. Jika dilihat
dari kebutuhan riil MA —dihubungkan dengan
jumlah dan jenis perkara- maka seharusnya calon
yang dipilih adalah bakal calon yang memiliki
keahlian di bidang hukum perdata dan pidana.
Namun banyak dari hakim agung yang terpilih
adalah mereka yang memiliki keahlian di bidang
hukum tata usaha negara atau tata negara.

e). Bakal calon kurang dihargai. Ada beberapa
anggota DPR yang tidak dapat bersikap
sebagaimana seharusnya dalam menguji bakal
calon hakim agung. Misalnya ada anggota
DPR yang bertanya dengan nada tinggi sambil
memukul meja.

Berangkat dari  kelemahan-kelemahan  praktik
rekruitmen hakim agung diatas, MA berpandangan bahwa
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pemberian sebagian fungsi untuk merekrut hakim agung
kepada KY -sebagaimana diatur dalam Pasal 24 B ayat (2)
Amandemen Ketiga UUD 1945-- adalah pilihan yang tepat.
Pemberian fungsi tersebut ke lembaga khusus yang bersifat
mandiri serta beranggotakan orang-orang yang mengerti
permasalahan hukum dan peradilan diharapkan dapat
menutupi kelemahan Pemerintah, MA dan DPR selama ini.

3).  Proses Rekruitmen yang Baik

Rekrutmen hakim agung harus dilakukan melalui
proses yang partisipatif, akuntabel, obyektif, right man on
the right place dan transparan, sehingga praktik negatif di
masa lalu tidak akan terulang. Atau setidaknya, mereka
yang terpilih bukanlah calon-calon yang terbaik yang dapat
diperoleh. Oleh karena itu, penemuan mengenai proses
rekrutmen yang baik adalah suatu keharusan.

Memahami Pasal 24A ayat (3) Amandemen Ketiga UUD
1945 dan menyadari kelemahan-kelemahan dalam proses
rekrutmen hakim agung selama ini, maka dalam menjalankan
fungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung, KY perlu
diberi tugas sebagai berikut:

a). Menjaring nama-nama bakal calon;

b).  Melakukan proses seleksi;

¢).  Membedakan usulan nama calon ke DPR.

Dalam menjalankan tugas di atas, KY perlu diberikan
kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

a). Mengundang partisipasi masyarakat dan
meminta pendapat MA untuk mengusulkan
bakal calon hakim agung.

Kewajiban ini dimaksudkan untuk melibatkan
partisipasi masyarakat dan MA secara aktif dalam
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proses rekrutmen. Bukankah ribuan mata dan telinga
lebih baik dari beberapa saja? Pelibatan MA secara
khusus penting untuk dilakukan mengingat MA akan
menjadi salah satu ‘user” utama dari proses rekrutmen
tersebut dan MA (seharusnya) memiliki data yang baik
mengenai kemampuan hukum material dan prosedural
(skill) dan kinejra (performance) calon hakim agung yang
berasal dari sistem karier. Agar prinsip partisipasi ini
dapat berjalan secara hakiki (genuine), perlu diatur
mekanisme yang tepat danjangka waktu yang memadai.
Untuk itu perlu ditegaskan bahwa dalam menjalankan
kewajiban mengundang partisipasi masyarakat dan
pendapat MA, Komisi Yudisial harus mengumumkan
secara resmi kepada publik-melalui media massa- dan
MA selama kurang lebih 30 hari kerja bahwa akan
ada rekrutmen hakim agung. Sekaligus meminta
masyarakat dan MA untuk memberikan masukan
nama bakal calon. Pengumuman tersebut juga harus
menjelaskan jumlah hakim agung yang akan direkrut
serta spesifikasi keahlian bakal calon yang dibutuhkan
MA (berdasarkan kekosongan yang ada).

Untuk menghindari terlalu banyaknya bakal
calon yang diusulkan masyarakat dan MA, maka harus
dibuat pembatasan-pembatasan. Misalnya KY hanya
berkewajiban untuk memproses lebih lanjut usulan
masyarakat yang disertai data pribadi pengusul secara
jelas-jelas dan alasan pengusulannya. Khusus untuk
usulan dari MA, perlu dibuat kuota maksimum jumlah
usulan yang dapat diajukan, misalnya maksimal 2
(dua) kali jumlah kebutuhan.

b). Menjaring nama bakal calon hakim agung serta
meminta kesediaan bakal calon untuk memenuhi
persyaratan yang di tentukan.
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Paralel dengan mengundang masukan dari
masyarakat dan MA, KY secara aktif harus menjaring
nama bakal calon yang menurut KY layak untuk
dijadikan bakal calon. Hal ini dapat dilakukan melalui
pemantauan KY atas integritas dan kualitas pihak-pihak
yang memenuhi syarat menjadi hakim agung (baik dari
kalangan hakim, pengacara, akademisi dan lain-lain)
atau informasi-informasi lainya. Dalam tahap ini pula,
KY dapat menggugurkan usulan masyarakat dan MA
yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan
di atas.

Dalam menjaring bakal-bakal calon secara
aktif KY harus memperhatikan aspek keahlian yang
dibutuhkan oleh MA sesuai dengan sistem kamar
(spesialisasi). Jika yang dibutuhkan oleh MA adalah
bakal calon yang akan di khususkan memeriksa dan
memutus perkara pidana misalnya, maka bakal calon
yang dijaring adalah mereka yang memiliki keahlian
dalam bidang pidana.

Tahap selanjutnya adalah, KY meminta
kesediaan bakal calon yang telah di jaring tersebut
untuk memenuhi persyaratan administratif yang telah
di tentukan oleh UU MA (bukti pengalaman kerja, usia
dan lain-lain) serta persyaratan lain yang ditentukan
oleh UU tentang KY. Beberapa persyaratan administratif
lain yang perlu diatur dalam UU KY antara lain:

(1). Daftar seluruh kekayaan bakal calon dan
keluarga inti serta penjelasan mengenai
sumber pemasukan bakal calon dan
keluarga intinya;

(2). Riwayat hidup, termasuk riwayat
pekerjaan, pendidikan, dan pengalaman
organisasi;
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(3). Beberapa copy putusan bakal calon bagi
calon yang berasal dari karier (hakim);

(4). Paper atau tulisan dengan topik tertentu;

(5). Beberapa pembelaan atau tuntutan atau
karya ilmiah atau hasil kerja intelektual
lain yang dibuat bakal calon yang berasal
dari advokat, jaksa, dan akademisi atau
profesi hukum lainnya;

(6). Hal-hal yang dianggap perlu.

Agar bakal calon memiliki waktu yang memadai
untuk memenuhi persyaratan administratif di atas
sekaligus menghindari proses rekrutmen yang terlalu
lama, UU perlu mengatur batas waktu proses ini,
misalnya 20 hari kerja.

c).  Menyeleksipemenuhanpersyaratanadministratif
bakal calon dan mempublikasikan ke masyarakat
bakal calon yang lolos seleksi tersebut.

KY wajib menyeleksi pemenuhan persyaratan
administrasi (bukan yang bersifat material) yang
diberikan oleh bakal calon, misalnya kesediaan
bakal calon mengikuti rangkaian proses rekrutmen,
kelengkapan data-data yang di syaratkan dan
sebagainya.

Setelah melakukan seleksi administratif, KY
mempublikasikan nama-nama bakal calon hakim
agung yang lolos seleksi tersebut ke masyarakat
untuk mendapat penilaian dan tanggapan. Tahap
ini merupakan salah satu tahap penting mengingat
penilaian masyarakat -yang biasanya berbentuk
pandangan, laporan, atau pengaduan masyarakat atas
kualitas dan terutama integritas dan kepribadian bakal
calon—dapat menjadi bahan awal untuk melakukan
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klarifikasi terhadap calon.'”

d). Melakukan klarifikasi track record bakal calon.

Paralel dengan kegiatan mempublikasikan
nama-nama bakal calon sebagaimana dijelaskan di atas,
KY melakukan proses klarifikasi terhadap integritas dan
kualitas bakal calon melalui berbagai metode. Untuk
mengetahui integritas bakal calon hakim misalnya KY
harus mengklarifikasi integritas bakal calon ke pihak
yang mengenal bakal calon.”” KY harus ‘mengaudit’
dan mengklarifikasi kekayaan bakal calon dan keluarga
intinya dihubungkan serta disesuaikan dengan sumber
pendapatan (pemasukan) yang dimiliki bakal calon dan
keluarganya. Dalam melakukan Kklarifikasi tersebut,
KY dapat membandingkan dengan data perpajakan,
perbankan, pertanahan dan lain-lain.

Khusus untuk mengetahui kualitas bakal calon,
KY harus mengkaji hasil pemikiran bakal calon, apakah
itu putusan yang pernah dibuat oleh bakal calon yang
berasal dari hakim, pembelaan atau karya ilmiah yang
dibuat oleh bakal calon yang berasal dari advokat,
jaksa, atau akademisi atau mengkaji hasil pemikiran
dalam bentuk lain yang dihasilkan oleh bakal calon.
Selain itu, KY harus mengkaji paper atau tulisan yang
dibuat oleh bakal calon dengan topik tertentu yang

176
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Di Amerika Serikat, partisipasi yang dilakukan American Bar Assosiation dalam
proses seleksi hakim federal dianggap memiliki dampak positif dalam proses
rekrutmen, Henry J. Abraham, the Judicial process (New York: Oxford University
Press, 1993).

Di Thailand, panitia seleksi hakim mengirim surat dan menanyakan mengenai
hal-hal tertentu dari calon kepada orang-orang tertentu yang berada disekitar
bakal calon, misalnya kepala desa, tetangga, kepala sekolah dan sebagainya.
Lihat Departemen Kehakiman Rl Direktorat jendral peradilan umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara, diskusi panel tentang rekrutmen calon hakim,
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diminta KY. Untuk melakukan proses di atas, KY dapat
meminta dukungan dari berbagai kalangan, khususnya
akademisi, praktisi hukum, mantan jaksa, atau mantan
hakim dan hakim agung.

Selain itu, untuk mengkaji konsistensi pemikiran,
visi dan misi atau pandangan bakal calon saat mengikuti
proses rekrutmen dengan pandangan, pemikiran, atau
visi misi bakal calon sebelumnya, maka KY perlu
melacak ‘sejarah pemikiran” bakal calon pada masa
lalu. Misalnya meneliti hal tersebut dengan statement
atau tulisan bakal calon di berbagai media massa dan
fora.'”®

Pengaduan dan laporan dari masyarakat yang
bersifat substansial serta hasil temuan komisi mengenai
integritas dan kualitas bakal calon harus diklarifikasi
lebih jauh oleh KY untuk dicek kebenaranya. Untuk
melakukan tersebut, KY perlu diberikan kewenangan
untuk meminta bantuan dan memanggil atau meminta
informasi tentang bakal calon, misalnya MA, pelapor,
direktur jendral pajak, kepala badan pertanahan
nasional, KPKPN, organisasi advokat dan sebagainya,
termasuk bakal calon. Perlu ditegaskan, dalam tahap
ini, pemanggilan bakal calon hanya diperlukan untuk
mengklarifikasi laporan masyarakat dan temuan KY
mengenai integritas bakal calon yang belum terlalu
kuat buktinya dan hal-hal lain yang sifatnya pribadi.
Selain masalah pribadi,'” jika KY memiliki informasi

178
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Pada fit and preoper test 2000 lalu, LelP melakukan metode ini dan berhasil.
LelP menemukan adanya ketidak konsistenan pandangan bakal calon sebelum
ia dicalonkan menjadi hakim agung dengan pandangan ia setelahnya. Lihat
LelP, "Mengenal para bakal calon Ketua MA”, (2000).

Misalnya seperti kehidupan rumah tangga, keagamaan, aspek kesehatan
yang tidak berhubungan dengan kemampuan yang bersangkutan dalam
menjalankan tugas.
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yang memiliki nilai bukti yang kuat untuk menentukan
baik buruknya integritas bakal calon komisi dapat
melakukan Kklarifikasi terhadap informasi tersebut
secara terbuka dalam proses fit and proper test (tahap
berikutnya).

Untuk melindungi martabat dan privasi bakal
calon serta identitas pelapor, maka keseluruhan proses
Klarifikasi ini dilakukan secara tertutup. Selain itu, KY
harustetapmenghargaiharkatdanmartabatbakal calon.

e).  Melakukan fit and proper test secara terbuka.

Setelah proses klarifikasi track record bakal calon
selesai, KY melakukan proses fit and proper test secara
terbuka terhadap seluruh bakal calon.”® Proses ini
berupa proses tanya jawab antara KY dan bakal calon
terhadap aspek integritas dan kualitas bakal calon
berdasarkanlaporan masyarakatyang telah diklarifikasi
dan temuan KY, kecuali atas hal-hal yang telah ditanya
sebelumnya dalam tahap klarifikasi awal (tertutup).
Dalam proses ini KY menguji kualitas bakal calon,
menanyakan hal-hal seputar hasil kajian KY atas hasil
putusan, pembelaan, tuntutan atau bentuk pemikiran
bakal calon lainya kepada bakal calon, menanyakan
hal-hal sehubungan dengan tulisan yang dibuat mereka
dan sebagainya. Disamping hal-hal diatas, dalam
proses tanya jawab, KY dapat mengajukan pertanyaan
lain yang dianggap penting untuk menilai kualitas dan
pandangan bakal calon terhadap isu-isu hukum dan
keadilan tertentu.

180

Perlu diketahui pada tahap klarifikasi, tidak ada calon yang gugur karena
tahap tersebut bukanlah penilaian tahap akhir. Karena itu semua bakal
calon —walaupun berdasarkan hasil klarifikasi komisi dianggap tidak memiliki
integritas dan kualitas yang memadai—tetap akan menjalani proses fit and
proper test secara terbuka. /bid.
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Seperti halnya dalam proses klarifikasi, dalam
tahap fit and proper test ini, KY harus tetap menghargai
harkat dan martabat bakal calon.

f).  Memberikan penilaian terhadap bakal calon
secara terbuka dan mengajukan nama- nama
bakal calon hakim agung kepada DPR dengan
memberikan alasan.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan fit and proper
test, setiap anggota KY (secara individual) memberikan
penilaian terhadap masing-masing bakal calon
dan dengan mencantumkan alasannya. Penilaian
tersebut bersifat terbuka. Hal ini merupakan bentuk
transparansi dan akuntabilitas publik dan menghindari
pemilihan atas dasar pertimbangan subyektif belaka.
Penilaian individual tersebut kemudian dibahas dan
disepakati dalam rapat pleno Komisi. Perlu ditegaskan
sekali lagi bahwa penilaian tersebut harus disesuaikan
pula dengan kebutuhan MA atas hakim agung dengan
keahlian hukum tertentu (sesuai dengan sistem kamar).

SetelahKY memberikanpenilaian, KY mengajukan
(mengusulkan) nama-nama bakal calon yang dianggap
lulus Proses rekrutmen tersebut kepada DPR Jumlah
nama bakal calon yang diajukan KY ke DPR minimal
2 (dua) kali jumlah kebutuhan. Misalnya jumlah hakim
agung yang harus dilpilih DPR adalah 3 orang maka
KY setidaknya mengajukan 6 nama. Penyusunan daftat
nama-nama bakal calon dari KY ke DPR dilakukan
berdasarkan skala prioritas (ranking). Usulan nama
yang diajukan KY tersebut bersifat mengikat.

Jika dari sejumlah bakal calon yang diproses, KY
tidak berhasil memperoleh bakal calon yang dianggap
layak 2 (dua) kali dari jumlah kebutuhan yang ada,
maka KY dapat menyerahkan nama bakal calon sesuai
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dengan hasil penilainya tersebut berapa pun jumlah
nya-- ke DPR dan segera melakukan proses rekrutmen
tambahan.'®!

Tahap selanjutnya dari proses rekrutmen hakim
agung adalah DPR memilih hakim agung berdasarkan
daftar nama yang diajukan KY. Sebagaimana
disebutkan, usulan nama yang diajukan KY tersebut
bersifat mengikat. Artinya, DPR wajib dan hanya
dapat memilih bakal calon diantara daftar nama yang
diajukan KY. Jumlah bakal calon yang wajib dipilih
DPR adalah minimal 1/2 (setengah) dari jumlah yang
diusulkan KY. DPR bisa saja memilih seluruh bakal
calon yang diusulkan KY jika diinginkan, selama sesuai
dengan jumlah hakim agung yang dibutuhkan.®?

Saat melakukan pemilihan hakim agung di atas,
DPR dapat melakukan pengujian jika dianggap perlu.
Namun mengingat proses seleksi awal telah dilakukan
dan agar keseluruhan proses rekrutmen tidak terlalu
lama, proses pemilihan di DPR perlu diberi batas
waktu. Batas waktu yang waiar adalah 30 hari hari
kerja. Prinsip-prinsip dalam proses di KY berlaku
pula bagi proses di DPR. Jika dalam waktu 30 hari
kerja DPR belum memilih minimal 1/2 (setengah) dari
jumlah nama bakal calon yang diajukan KY, maka DPR
dianggap telah menyetujui usulan KY sesuai dengan
skala prioritas yang telah ditetapkannya.

181

182

Hal ini terjadi pada proses pemilihan hakim agung tahun 2000. Saat itu,
jumlah hakim agung yang di harapkan dapat diusulkan DPR ke Presiden
adalah 40 (karena jumlah kekosongan kursi adalah 20 buah). Namun karena
DPR menganggap calon yang layak untuk di usulkan hanya 17 bakal calon ke
Presiden.

Jika asumsi jumlah kebutuhan hakim agung yang harus diisi adalah 10, bisa jadi
Komisi tidak mengusulkan minimal 2 kali lipatnya (20) karena tidak ada calon
sebanyak itu yang dianggap memenuhi persyaratan.
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Pemilihan hakim agung oleh (tim khusus) DPR*3
harus dilakukan secara terbuka, siapa memilih siapa.
Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dan
menghindari pemilihan atas dasar pertimbangan
politis semata (tanpa pertimbangan obyektif). Hasil
pembahasan tim rersebut kemudian disepakati oleh
pleno DPR sesuai dengan ketentuan yang ada.

Setelah DPR melakukan proses pemilihan hakim
agung, atau jika batas waktu telah lewat dan DPR
dianggap telah setuju usulan KY, daftar nama calon
hakim agung tersebut diserahkan ke Presiden untuk
dimintakan penetapan. Presiden waiib menetapkan
seluruh calon hakim agung yang diajukan DPR untuk
menjadi hakim agung. Jangka waktu dalam proses ini
maksimal 10 hari kerja."™ Jika jangka waktu tersebut
telah lewat, maka seluruh calon yang telah dipilih
berdasarkan hukum otomatis menjadi hakim agung.

Mengingat proses yang harus ditempuh akan
memakan waktu yang cukup panjang dan untuk
menghindari adanya kekosongan hakim agung yang
terlalu lama, KY harus bersikap antisipatif. Artinya,
Komisi sudah harus memulai Proses rekrutmen
jauh-jauh hari sebelum ada kekosongan posisi hakim
agung. Jadi sebelum ada kekosongan, calon hakim
agung baru telah dipilih dan dapat mengikuti proses

penyesuaian (orientasi) terlebih dahulu.'®

183

184
185

Biasanya DPR akan membentuk panitia kerja atau semacamnya dalam
memproses pemilihan sebelum hasil akhirnya di putus dalam sidang Paripurna

Hari kerja dihitung sejak surat telah sampai kepada isntitusi kepresidenan.

Hal ini penting sehingga saat calon menjadi hakim agung, calon relatif
mengetahui hal-hal dasar yang perlu diketahui, mekanisme kerja MA,
yurisprudensi-yurisprudensi perkara penting dan sebagainya. Lihat Rifqi, Andai
saya. Loc.cit. dalam Ibid.
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9).

Patut dicatat bahwa pengaturan mengenai
tahapan di DPR dan Presiden tidak dapat diatur dalam
UU tentang KY. Hal tersebut seyogyanya diatur dalam
UU tentang MA, khususnya bab yang mengatur tentang
tata cara pengangkatan hakim agung. Oleh karena itu,
pemikiran mengenai tahap yang seharusnya dilakukan
DPR dan Presiden di atas dimaksudkan sebagai
masukan bagi penyusunan UU tentang MA agar ada
konsistensi dengan UU tentang KY.

Menjaga dan Menegakkan Kehormatan Hakim,
Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim.

Selain mengusulkan pengangkatan hakim agung, Pasal

24B Amandemen Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa KY
berfungsi untuk “menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Dan sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya, melihat redaksional yang

digunakan, penjelasan penyusunanya dan berdasarkan
diskusi yang dilakukan, kami memandang ada 5 (lima) tugas
yang bisa ditafsirkan dari fungsi di atas yaitu:

a). Pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk

hakirn agung);#

b). Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan
hakim

c).  Merekomendasikan penghargaan, gelar, tanda

jasa, dan tanda kehormatan lain kepada hakim;

d). Memberikan pelayanan informasi mengenai
perilaku hakim yang diperkenankan atau tidak
berdasarkan UU

186

Kata ‘menjaga’ dalam Pasal 24B UUD 1945 di wujudkan dalam tugas dan
‘pengawasan’ sedang kata ‘menegakan’ diwujudkan dalam tugas ‘pendisiplinan’
atau ‘menjatuhkan sanksi disiplin’.
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e). Memberikan masukan dan pertimbangan kepada
MA dan lembaga negara lainnya dalam rangka
mendukung kehormatan, keluhuran martabat
serta perilaku hakim.

Oleh karena itu, dalam bagian ini yang akan dibahas

lebih lanjut adalah tugas dan wewenang spesifik KY dari
penafsiran fungsi KY di atas.

a). Pengawasan dan Pendisiplinan Hakim

Pengawasandanpendisiplinanhakimmerupakan
tugas yang sangat penting, khususnya di Indonesia. Di
beberapa negara maju, tugas ini kadang tidak dianggap
penting karena praktik di pengadilan merekasudah baik
sehingga yang menjadi hakim sebagian besar adalah
mereka-mereka yang punya integritas baik. Pendekatan
yang biasanya dipergunakan di negara-negara tersebut
adalah pendekatan rekrutmen: bagaimana mereka
dapat menjaring orang-orang terbaik untuk menjadi
hakim.'¥

Pendekatan tersebut patut kita tiru. Karena
itu, perbaikan dalam rekrutmen hakim merupakan
rangkaian upaya pembenahan yang harus terus
menerus dilakukan. Namun permasalahan Indonesia
jauh lebih kompleks. Permasalahan integritas di
kalangan hakim sudah meniadi masalah yang begitu
luas. Rangsangan bagi orang terbaik untuk menjadi
hakim masih minim, baik dari segi finansial, sosial
(penghargaanmasyarakat) dansebagainya. Oleh karena
itu pendekatan pengawasan mutlak diperlukan.

Bagian berikut ini akan mengelaborasi secara rinci
apayangseharusnya menjadi kewajiban dan wewenang
KY dalam menjalankan tugas pengawasan dan

187

Ibid.
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pendisiplinan. Untuk itu kita perlu melihat bagaimana
sistem pengawasan dan pendisplinan terhadap hakim
yang selama ini berjalan dan bagaimana keberadaan
KY nantinya dapat memaksimalkan tugas tersebut.

b).  Pengaturan dan Permasalahan

Secara normatif, ada 2 (dua) lembaga yang
memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan
terhadap hakim. Pertama, Menteri terkait (Menteri
Kehakiman, Menteri Agama dan Menteri Pertahanan).
UU No. 14 tahun 1970, UU No.2 tahun 1986, UU No. 5
tahun 1986, UU No. 7 tahun 1989 dan UU No. 31 tahun
1997 pada intinya menyatakan bahwa pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan
(termasuk hakim) dilakukan oleh menteri terkait
atau panglima TNI dalam hal peradilan militer.'
Pengawasan terhadap hakim oleh menteri terkait ini
biasanya dilakukan oleh Inspektorat Jendral (Irjen)
terhadap aspek perilaku hakim sebagai Pengawai
Negeri Sipil (PNS). Pengawasan hakim oleh menteri
tersebut merupakan konsekwensi dari sistem dua
atap.

Kedua, MA dalam UU No. 14 tahun 1970 dan UU
No. 14 tahun 1985 pada intinya menyatakan bahwa
MA memegang kewenangan di bidang pengawasan
atas peradilan dan tingkah laku hakim (dan termasuk
hakim agung) dalam menjalankan tugas di seluruh
tingkatan peradilan.’®® Aspek yang diawasi oleh

188

189

Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan
umum, pasal 7 ayat (2) No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara,
Pasal 5 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamadan pasal 7 UU
No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. /bid. him, 46.

Pasal 10 ayat (4) UU No. 17 Tahun 1970 dan pasal 3 UU No. 14 tahun 1985
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MA ini bisa disebut sebagai aspek teknis yudisial.
Dalam melakukan kewenangannya tersebut, MA
dapat melakukan tindakan-tindakan seperti meminta
keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan
teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran atau
peringatan yang dianggap perlu dan sebagainya.

Melihat masih adanya indikasi praktik negatif
yang dilakukan oleh hakim selama ini dan minimnya
hakim yang dijatuhkan sanksi, dapat disimpulkan
bahwa fungsi Pengawasan oleh kedua lembaga tersebut
belum efektif. Sehubungan dengan akan diterapkannya
sistem satu atap akhir tahun 2004 dimana peran
departemen (dan menteri) akan dihapuskan, maka
pada bagian ini hanya akan dijelaskan pengaturan
lebih rinci dan pelaksanaan lembaga pengawas di MA.
Selain itu, penekanan pengawasan oleh MA penting,
untuk dijelaskan lebih rinci karena nantinya akan
berhubungan erat dengan tugas pengawasan yang akan
dilakukan oleh KY.

Pengawasan hakim oleh MA dapat dibagi
menjadi 2 (dua), pengawasan hakim di lingkungan MA
sendiri dan pengawasan hakim di peradilan tingkat
pertama dan banding. Sebelum dibentuknya Ketua
Muda Bidang Pengawasan dan Pembinaan (TUADA
WASBIN) tahun 2001, pengawasan di lingkungan MA
dilakukan oleh organ pengawas yaitu KORWASSUS
(Koordinator Pengawas Khusus). KORWASSUS
dipimpin oleh seorang Kerua Muda MA yang bertugas
mengkoordinir pelaksanaan pengawasan hakim di MA
secara fungsional.’ Pada level teknis pelaksanaan,

tentang Mahkamah Agung. Ibid.

190  Keputusan ketua MA No.KMA/032/SK/1X/1992 tentang organisasi, tata kerja,
serta pembagian tugas dan tanggung jawab KORWASSUS.
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KORWASSUSdibantuolehHAWASSUS (Hakim Agung
Pengawasan Khusus) yang dibagi menjadi tiga bidang
yaitu bidang Peradilan, Pembinaan, dan Litbang/
Diklat. Tiap-tiap HAWASSUS dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh seorang hakim tinggi yustisia.
Disamping pengawasan fungsional yang dijalankan
KORWASSUS, di lingkungan MA dilaksanakan pula
pengawasan melekat terhadap staff MA (termasuk
yang berstatus hakim) yang dikoordinir oleh Panitera/
Seketaris Jenderal (Pansekien) dan dilaksanakan oleh
pejabat-pejabat struktural di bawahnya secara hirarkis
sebagaiatasanlangsung masing-masing unitkerjanya.'

Untuk pengawasan terhadap pengadilan tingkat
pertama/banding, MA memiliki organ pengawasan
yaitu KORWIL (Koordinator wilayah). KORWIL dijabat
oleh beberapa Ketua Muda MA yang berfungsi sebagai
koordinator pengawas. Untuk level teknis pelaksanaan,
MA mebentuk HAWASDA (Hakim Pengawas Daerah).
HAWASDA terdiri dari sejumlah hakim agung yang
bertugas membantu pelaksanaan kerja KORWIL
di tiap-tiap daerah tertentu. Dalam melaksanakan
tugasnya, HAWASDA dibantu oleh HATIWASMA
(Hakim Tinggi Pengawas pada MA). HATIWASMA
terdiri dari hakim yustisial yang diperbantukan di
MA. HATSWASMA dibagi menjadi beberapa bidang
antara lain bidang advokat/notaris, peradilan militer,
peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan
peradilan umum.

Semua hasil pengawasan KORWASSUS,
HAWASSUS, KORWIL, HAWASDA, Panitera/Sekjen,
dan HATIWASMA didokumentasikan pada Direktur
Hukum dan Peradilan MA untuk diolah, disimpan

191

Buku Il MA.
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(bersifat rahasia) dan dipergunakan untuk penilaian
oleh pimpinan MA. Data hasil pengawasan yang
dimaksud adalah data pengawasan mulai dari laporan
hasil pengawasan dan lembaga pengawas yang ada di
MA, termasuk juga data-data yang berkaitan dengan
proses pemeriksaan terhadap aparat pengadilan yang
dilaporkan.'

Jika berdasarkan hasil pengawasan Irjen
Departemen atau MA diperoleh dugaan kuat telah
teriadi pelanggaran perilaku oleh hakim (berdasarkan
uu atau PP yang mengarur perilaku hakim),""
hakim tersebut akan diperiksa oleh Irjen Departemen
atau MA. Dan jika berdasarkan pemer-iksaan tersebut
Irjen atau MA memperoleh bukti bahwa hakim tersebut
melakukan pelanggaran perilaku, maka Menteri selaku
pimpinan Departemen, baik atas inisiatifnya sendiri
atau berdasarkan persetujuan MA, akan (seharusnya)
menjatuhkan sanksi.’*

PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
PNS mengenal adanya tiga jenis sanksi administratif
yang dapat dijatuhkan terhadap hakim. Ketiga jenis
tersebut adalah:'*

maka

(1) Sanksiringan;

(2)  Sanksi sedang;

192  Berdasarkan hasil wawancara dengan DIRKUMDIL.

193  Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur
mengenai perilaku hakim yang seharusnya atau perilaku hakim tidak di
perkenankan, antara lain UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan
PP No. 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS.

194  Menteri yang berwenang menjatuhkan sanksi disini adalah mentri kehakiman
(untuk hakim pada peradilan umum dan TUN) mentri Agama (untuk hakim
pada Peradilan Agama) dan Menteri pertahanan dan keamanan (untuk hakim
pada peradilan militer).

195 Pasal 6 ayat (1) PP No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.
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(3)  Sanksi berat.

Bentuk konkret dari sanksi ringan meliputi
tindakan-tindakan sebagai berikut:

(1) teguran lisan;
(2) teguran tertulis;
(3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bentuk sanksi sedang diantaranya meliputi
tindakan-tindakan sebagai berikut:**

(1) penundaan kenaikan gaji berkala untuk
paling Lama 1 (satu) tahun;

(2)  penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan
gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)
tahun;

(3) penundaankenaikan pangkat untuk paling
lama 1 (satu) tahun.

Sementara itu bentuk sanksi berat meliputi
tindakan-tindakan yang sebagai berikut:'”

(1) penunrnan pangkat pada pangkat yang
setingkat lebih rendah untuk paling lama
1 (satu) tahun;

(2) pembebasan dari jabatan;

(3) pemberhentian dengan hormat tidak
atas permin taan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil;
(4) pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Jika penjantuhan sanksi selain pemberhentian
dapat dilakukan oleh Menteri, khusus untuk

196  Pasal 6 ayat (2) PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.
197 Pasal 6 ayat (3) PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.
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pendispilinan dalam bentuk penjatuhan sanksi
pemberhentian hakim, ada proses tambahan yang harus
dilalui. Pasal 16 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 misalnya,
menyatakan bahwa hakim diberhentikan oleh Presiden
atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan
Ketua MA. Selain itu, untuk pemberhentian hakim
secara tidak hormat,'® maka sebelum pengusulan
pemberhentian ke presiden, hakim yang akan
diberhentikan harus dapat membela diri dalam Majelis
Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Hakim
Agung.'”

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam PP
No. 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian
Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,
dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim
Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhetian dan
Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara MA
dan Departemen Kehakiman No. KMA/041/SKB/
XI/1992 tentang Pembentukan, Susunana dan Tata
Kerja Majelis Kehormatan Hakim Dalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Fungsi Majelis ini adalah melakukan pemeriksaan
terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran
perilaku dan kemudian memberikan pertimbangan
kepada Menteri dan Ketua MA. Beberapa pengaturan
penting dalam kedua aturan tersebut adalah:

(1) Proses pemeriksaan dilakukan secara
tertutup;

198

199

Pemberhentian tidak hormat adalah pemberhentian karena alasan bahwa
hakim dipidana melakukan kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus
menerus melainkan melanggar sumpah jabatan dan melanggar larangan
rangkap jabatan (Pasal 20 ayat 1 UU No. 2/1986).

Pasal 20 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986.
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(2) Hakim atau hakim agung yang diduga
melakukan pelanggaran memiliki hak
untuk membela diri dalam waktu tertentu;

Komposisi Majelis Kehormatan Hakim terdiri
dari Ketua atau Wakil Ketua PT terkait, seorang Hakim
Tinggi dari PT terkait, Ketua atau Wakil Ketua PN
terkait,seorang perwakilan pengurusIKAHIdaridaerah
terkait dan seorang anggota IKAHI daerah terkait.

Pada praktiknya sistem pengawasan terhadap
hakim dan hakim agung (serta aparat pengadilan
lainnya) yang dijalankan oleh MA pada masa lalu
memiliki sejumlah kelemahan. Beberapa kelemahan
tersebut antara lain:*®

Pertama, kurangnya  transparansi ~ dan
akuntabilitas. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak
adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor
untuk mengetahui progress report laporan yang mereka
masukkan. Selain itu akses masyarakat terhadap proses
serta hasil pengawasan juga sulit dilakukan. Kondisi ini
bertentangan dengan sejumlah ketentuan internasional,
seperti IBA (International Bar Associataion) Standards,
Beijing Statements dan lain-lain.

Kedua, adanya dugaan semangat membela korps.
Hal ini menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh
MA kurang efektif.?! Keengganan korps hakim untuk
mengangkat kasus-kasus yang menimpa anggotanya,
secara tidak langsung juga telah menyuburkan praktik-
praktik tidak baik di peradilan.*?

200
201

202

Draft Studi Pembaruan MA. Loc. cit.

Ketidakefektifan proses pengawasan (dan pendisiplinan) yang dilakukan oleh
kalangan internal hampir selalu ada terjadi di semua intitusi, baik institusi
negara maupun masyarakat. /bid.

“BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional” (BPKP:, Jakarta, 1999). /bid.
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Ketiga, kurang lengkapanya metode pengawasan
dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang
ada secara efektif. Praktik negatif yang dilakukan oleh
hakim bervariasi, mulai dari yang mencolok sampai
dengan yang ‘halus’. Karena itu metode yang tepat
dalam melakukan pencarian fakta, sangat penting.
Ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk
memperoleh fakta, selain berdasarkan informasi
pelapor. Misalnya mengklarifikasi proses penentuan
majelis hakim,*® mengklarifikasi harta kekayaan pihak
yang diduga melakukan praktik negatif dengan sumber
pemasukannya dan sebagainya. Sebagian dari metode
tersebut tidak ada atau harus ditafsirkan sendiri dari
metode pengawasan yang ada saat ini.”* Namun dalam
praktiknya, hal-hal di atas dan metode lain yang diatur
dalam ketentuan yang mengatur metode pengawasan
hakim yang ada, jarang atau tidak dilakukan.

Keempat, kelemahan sumber daya manusia.
Penentuan seseorang menjadi pengawas tidak jelas. Di
MA, seluruh Ketua Muda dam hakim agung otomatis
menjadi pengawas. Hal yang sama terjadi dalam
pemilihan hakim tinggi yang membantu pengawasan.*®
Selain itu, mayoritas, pengawas tidak bekerja full time
karena memang tugas utama hakim agung adalah
memutus perkara.

203  Misalnya hakim tertentu selalu mendapat perkara-perkara ‘basah’ atau sering
menjadi hakim di perkara-perkara dengan lawyer tertentu. /bid.

204 Lihat Pasal 9 Kep. Ketua MA No. KMA/005/SK/111/1994 tentang Pengawasan
dan Evaluasi Atas Hail Pengawasan oleh MA dan Pasal 9 Kep. Ketua MA No.
KMA/006/Sk/111/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Hasil Pengawasan
oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. /bid.

205  Bahkan salah satu pejabat MA mengatakan bahwa ada hakim-hakim tinggi
yustisial yang ditempatkan di MA sebagai bentuk penghukuman (2002). /bid.
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Kelima, pelaksanaan pengawasan yang selama
ini berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
Sebenarnya, MA memilik sarana untuk merangsang
partispasi masyarakat. Namun sayangnya MA belum
mengoptimalkan sarana tersebut. Misalnya saja
mengenai Kotak Pos 1992 yang pada kenyataan kurang

disosialisasikan.?®

Keenam, rumitnya birokrasi yang harus dilalui
untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang
menyimpang. Misalnya jika ada surat pengaduan
dari masyarakat maka surat tersebut pertama-tama
harus melalui bagian tata usaha MA, setelah itu baru
diteruskan kepada pihak yang terkait. Tidak dikenal
sistem prioritas dalam menangani surat pengaduan
masyarakat tersebut.?” Dalam praktiknya, satu surat
(laporan masyarakat) bisa mengalami proses berbulan-
208 Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya
jaminan bagi si pelapor untuk dapat mengetahui
sampai sejauh mana surat pengaduan mereka diproses.
Selain itu rumitnya birokrasi selalu memunculkan
potensi ‘permainan’ dari oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab.?”

bulan.

Sejak tahun 2001, ada beberapa pemikiran
dan langkah yang diambil MA untuk melakukan
pembenahan terhadap sistem pengawasan yaitu:

Pertama, dibuat organ baru yaitu Ketua Muda
MA RI urusan Pengawasan dan Pembinaan (TUADA

206
207
208
209

Berdasarkan hasil pengamatan di sejumlah pengadilan di Jakarta. /bid.
Berdasarkan keterangan salah seorang staf bagian tata usaha MA (2002).
Ibid.

Informasi dari salah satu pelapor yang mengaku pernah dimintai sejumlah uang
oleh oknum tata usaha MA saat yang bersangkutan memberikan pengaduan
atas perilaku seorang hakim (2001).
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WASBIN) untuk menggantikan organ pengawasan
yang lama. Walaupun Ketua Muda ini dan beberapa
hakim agung menjadi Anggota Tim tidak bekerja full
time, namun waktu yang diluangkan untuk melakukan
pengawasan sudah lebih banyak dari masa lalu.

Kedua, ada pemikiran untuk memperbaiki
sistem pengawasan misalnya dengan mengedepankan
prinsip transparansi, mewajibkan hakim (pengawas)
untuk menghindari sikap ewuh pakewuh, harus lebih
menempatkan hak-hak pelapor (yaitu untuk dibri dan
didahulukan pemberian keterangannya dari pada
hakim),”® memberitahukan kepada pelapor secepatnya
atas hasil pemeriksaan dan pemberian batas waktu
pemeriksaan (3 bulan), perbaikan meode pengawasan,
menerapkan sistem punishment and reward, pemberian
kesempatan kepada kalangan non hakim untuk duduk
di lembaga pengawas internal dan sebagainya.*
Bahkan awal tahun 2003 ini, sebelum KY terbentuk, MA
tengah menyusun aturan mengenai pngawasan hakim
yang baru dan code of conduct hakim.

Ketiga, pembentukan tim ad hoc yang melibatkan
pihak luar untuk menerima kasus yang kontroversial,

misalnya dalam kasus Djoko Chandra.*?

Keempat, penerapan aturan yang lebuh ketat bagi
hakim agung, hakim dan pegawai MA dalam menerima
tamu, antara lain larangan menerima tamu yang terkait

210 Lihat SEMA No. 6 tahun 2001 tentang Mendengar Pengaduan Pelapor.

211 Kesimpulan mengenai sistem pengawasan di lingkungan peradilan dalam Hasil
Rapat Kerja Nasional Terbatas MA Rl dengan para Ketua Pengadilan Tingkat
Banding dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Jogjakarta, 23-
27 September 2001.

212  Walau ada pertentangan di kalangan MA saat akan melibatkan pihak luar ini,
permasalahannya sampai sekarang, hasil pemeriksaannya belum jelas.
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dengan perkara -kecuali urusan administratif. Dalam
hakim agung, hakim atau pegawai MA akan menerima
berperkara untuk urusan administrasi, maka harus
dilakukan bersama dengan pihak lainnya.*?

Perbaikan pengawasan ini sedikit banyak telah
membawakan hasil. Sedikitnya ada 4 hakim yang
diduga melakukan pelanggaran telah diperiksa dan
direkomendasikan untuk diberhentikan smentra dari
jabatannya sambul menunggu proses lebih lanjut.

Dalam konteks proses pendisiplinan di masa
lalu, terdapat beberapa kelemahan antara lain:

Pertama, adanya dugaan semangat korps dalam
proses pendisiplinan hakim. Hal ini tidak terlepas dari
keberadaan Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis
Kehormatan Hakim Agung yang komposisinya terdiri
dari kalangan hakim. konsisi ini mmgakibatkan proses
pendisiplinan kurang dapat berjalan optimal. Tidak
banyak hakim yang dijatuhi sanksi, walau jumlah hakim
yang diduga melakukan pelanggaran tidak sedikit.

Kedua, hukum acara dalam proses pemeriksaan
di majelis kehormatan hakim dan hakim agung terlalu
sederhana.

Ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas
dari proses majelis kehormatan hakim danhakimagung.
Halini terliahat dari ketentuan yang menegaskan bahwa
pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Selain itu, tidak
ada kewajiban bagi majelis untuk mepublikasikan hasil
pemeriksaannya. Hal ni tidak sejalan dengan prinsip
dalam standar internasional yang menyatakan bahwa
pemeriksaan hakim harus dilakukan secara terbuka (in

213

Lihat Keputusan Bersama Ketua MA No. KMA/039/SK/111/2002 tentang Tata
Cara Menerima Tamu.
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camera).**

Yurisdiksi pengawasan dan pendisiplinan: antara
KY, Ketua Muda Pengawasan dan Pembinaan MA dan
Majelis Kehormatan Hakim.

Gambaran kondisi di atas mengantar kita pada
kesimpulan pentingnya keberadaan lembaga pengawas
eksternal (di luar MA). Keberadaan lembaga eksternal
tersebut diharapkan bukan hanya akan mengefektifkan
pengawasan, namun juga mengurangi tugas non
yustisial bagi hakim dan hakim agung sehingga lebih
dapat mencurahkan perhatian dan waktunya pada
tugas pokoknya memeriksa dan memutus perkara.

Kesimpulan mengenai pandangan masyarakat
(selain hakim dan aparat penegak hukum) akan
pentingnya lembaga pegawas eksternal terhadap
institusi penegak hukum dan pengadilan, terlihat
dalam tabel 1 di bawah yang merupakan hasil survey
yang dilakukan oleh (Masyarakat Pementau Peradilan
Indonesia (MaPPI).2"

214

215

Lihat point 28 IBA Code of Minimum Standars of Judicial Independence point
2.36 Universal Declaration on the Independent of Judiciary, dan point 28 Beijing
Statement.

MaPPI, Discussion Paper Seminar dan Lokakarya, “Administrasi Peradilan:
Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu” (Diselenggarakan oleh MaPP!I
bekerja sama dengan KHN pada tanggal 30 Mei 2002).

Rosalid, Komini Vedinial Repudlid Indoneria 161



Bab III

Tabel 1

Pertanyaan mengenai Bentuk Pengawasan yang Ideal
terhadaplInstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan

Eksternal 38.9 423 44.0 63.5 85.5
2 Internal 72.2 73.0 69.9 63.2 35.5
Tidak
3 . 11.8 3.8 4.8 - -
Menjawab

Dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999, UU
No. 25 tahun 2000 dan penegasan dalam Amandemen
Ketiga UUD 1945, harapan sebagian kalangan akan
keberadaan lembaga pengawas eksternal —yang diberi
nama Komisi Yudisial —akan (segera) terwujud.

Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan, saat ini MA
memiliki alat kelengkapan baru yaitu Ketua Muda
MA RI urusan Pengawasaan dan Pembinaan (TUADA
WASBIN). Walau belum ada pengaturan yang jelas
mengenai tugas dan wewenang dari TUADA WASBIN,
dengan melihat namanya dan mengetahui aspek
pembinaan dan pengawasan hakim selama ini oleh
Departemen dan MA, maka TUADA WASBIN mungkin
akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap
hal-hal yang selama ini dipegang oleh organ pengawas
MA vyang lama (KORWASSUS, HAWASDA, dan
sebagainya)yaituteknis peradilan,administrasiperadilan,
perbuatan dan tingkah laku (conduct) hakim dan pejabat
kepaniteraan pengadilan.® Melihat (kemungkinan(

Lihat konsep struktur organisasi TUADA WASBIN dalam Loc. cit, Hasil Rapat
Kerja Nasional Terbatas MA (2001) serta Pasal 2 Keputusan MA No. KMA/006/
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lingkup pengawasan antara KY dan TUADA WASBIN
sebagimana dijelaskan di atas, maka pengaturan yang
lebih jelas mengenai pembagian lingkup tugas antara
kedua organ pengawasan tersebut harus dilakukan
untuk menghindari terjadinya overlapping.

Berkaitan dengan masalah di atas, ada beberapa
gagasan yang ditawarkan. Pertama, pembagian lingkup
pengawasan didasarkan pada objek yang diawasi.
Seorang pejabat MA mengusulkan agar fungsi KY
hanyalah untuk mengawasi hakim agung, sementara
TUADA WASBIN berfungsi mengawasi hakim dan
aparat pengadilan lainnya di tingkat pertama dan
banding.?’Kedua, pembagian lingkup pengawasan
didasrkan pada aspek yang diawasi.

Penerapan pembagian lingkup pengawasan
berdasarkan obyek yang diawasi, tidak tepat jika
kita menafsirkan UUD 1945 secara gramatikal.
Redaksionala yang digunakan Pasal 24B amandemen
ketiga UUD 1945 adalah “..perilaku hakim”. kalimat
‘hakim’ di sini harus diartikan sebagai seluruh hakim,
baik hakim tingkat pertma, tingkat banding, dan
tingkat kasasi (hakim agung). Jika maksud pembuat
UUD hanyalah hakim agung, maka redaksi yang
digunakan adalah ‘hakim agung’ sebagaimana
digunakan dalam menjelskan dalam pasal yang sama
membicarakan mengenai tugas pengawasan yaitu “...
mengusulkan pengangkatan hakim agung...”. Hal
senada diungkapkan Zein Badjeber, anggota PAH I
MPR yang turut menysusn pasal tersebut.”® selain itu,

217
218

SK/111/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh MA

Berdasarkan wawancara dengan pejabat MA (2002).
Hal ini diungkapkan dalam diskusi informal tanggal 28 Juni 2002.
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keberadaan KY akan menjadi kurang bermanfaat jika
hanya mengawasi hakim agung yang jumlahnya tidak
lebih dari 51 orang. Oleh sebab itu, pembagian lingkup
pengawasan antara KY dan TUADA WASBIN yang
paling tepat adalah berdasarkan aspek yang diawasi.

Sekilas, pembagian lingkup berdasarkan aspek
yang diawasi dapat dilakukan dengan tegas. Melihat
amanat amandemen ketiga UUD 1945 dam melihat
pembagian aspek pengawasan selama ini di MA -yaitu
aspek yustisial, administrasi peradilan serta tingkah
laku dan pebuatan hakim-maka yang menjadi lingkup
KY adalah aspek terakhir, tingkah laku dan perbuatan
hakim.

Masalahnya menjadi tidak sederhana jika kita
melihat apa yang dimaksud dengan aspek ‘tingkah
laku dan perbuatan hakim’. Dalam Keputusan Ketua
MA No. 005 dan 006 tahun 1994, pengertian tingkah
laku dan perbuatan hakim dibagi menjadi dua, yaitu
dalam kedinasan dan di luar kedinasan.”* Unsur-unsur
yang termasuk dalam aspek perilaku dalam kedinasan
yaitu:*°

1).
2).

Kesetiaan,;

Ketaatan;

W

Prestasi kerja;

Tanggung jawab;

AN N AN AN AN S/~
U1
~— — ~— ~— ~— ~— ~—

N

Kejujuran;

)

Kerjasama;

Prakarsa;

219

220

Pasal 9 Keputusan Ketua MA No. KMA/005/SK/111/1994 tentang Pengawasan
dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh MA dan Pasal 9 KMA/006/SK/111/1994.

Ibid.
Ibid..
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(8). Dan kepemimpinan.

Sementara aspek perilaku di luar kedinasan
mencakup anatara lain:**'

(1). Tertib keluarga,

(2). Hubungan dengan masyarkat.

Jika kita melihat pengaturan yang lebih rinci
mengenai pengawasan aspek teknis yustisial dan
administrasi peradilan, sedikit banyak terdapat
persinggungan dengan pengawasan terhadap aspek
tingkah laku dan perbuatan hakim. Dalam Keputusan
Ketua MA No. 006 tahun 1994, pengawasan aspek
teknis yustisial diartikan sebagai:

(1). Kemampuan teknis menangani perkara;
(2). Penuyusan berita acara sidang;

(3). Pembuatan dan penyisian daftar kegiatan
persidangan;

(4). Tenggang waktu penyelesaian perkara;
(5). Kualitas putusan;

(6). Eksekusi.

Mengenai pengawasan aspek administrasi
peradilan diartikan sebagai:

1).  Tertib prosedur penerima perkara;
2).  Tertib registrasi perkara;
3).  Tertib keuangan perkara;

4).  Tertib pemeriksaan buku keunagan
perkara;

—~
g1
~

Tertib kearsipan perkara;

—~
©))
~

Tertib pembuatan laporan perkara;

—~
N
~

Eksekusi putusan.

221

Ibid.
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Dari penjelasan rinci ketiga aspek di atas, maka
setidaknya ada 3 unsur dalam pengawasan aspek
tingkah laku dan perbuatan hakim yang memiliki irisan
yang sangat tebal dengan pengawasan aspek teknis
yudisial dan adminsitarsi perkara. Pertama, unsur
tanggungjawab. Dalam Kep. Ketua MA No. 006 tahun
1994 tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaskud
engan unsur itu. Namun jika kita membandingkan,
dengan pengaturan hal yang sama yang dibuat tahun
1993 dan telah dicabut dengan Kep. Ketua MA tahun
1994, unsur ‘tanggungjawab’ salah satunya diartikan
sebagai ‘menyelesaikan perkara secara cepat dan
lancar’.*? Unsur ini sangat dekat hubungannya dengan
unsur teknis yudisial, misalnya tenggang waktu
menyelesaikan perkara, penyusunan berita cara sidang
(demi kelancaran) dan sebagainya.

Kedua, unsur prestasi kerja. Sama dengan unsur
tanggungjawab, defenisi unsur prestasi kerja tidak
dijelaskan dalam Keputusan Ketua MA tahun 1994.
Namun dalam keputusan tahun 1993, unsur tersebut
diartikan termasuk prestasi kerja dalam persidangan
dan memberi keputusan. Unsur jelas memiliki irisan
yang sangan tebal dengan unsur dalam aspek teknis
yudisial, misalnya kualitas putusan. Hal yang sama
terjadi pada unsur ketiga, yaitu unsur kepemimpinan
yang terutama dekathubungannya dengan unsur-unsur
dalam aspek administrasi.

Kesulitan untuk memilah-milah aspek tingkah
laku dan perbuatan hakim dengan aspek lainnya (teknis
yudisial dan administasi) akan tetap sulit walau sudah
dikontekskankesuatukasus. Dalamrangkapengawasan

222

Keputusan Ketua MA KMA/050/SK/X/1993 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan oleh Hakim Agung Pengawas Daerah Mahkamah Agung.
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terhadap tingkah laku dan perbuatan hakim, bisa jadi
KY harus mempertimbangkan bagaimana tingkah laku
hakim dalam persidangan, ** bagaimana suatu hakim
dapat menerima perkara tertentu® dan sebagainya.
Kepentingan untuk mempertimbangkan hal tersebut
bukan dalam rangka menilai kualitas putusan atau
kemampuan hakim dalam memenuhi hukum acara an
sich, namun semata-mata untuk menilai ada tidaknya
indikasi tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang
dari hakim. Pertanyaannya kemudian, di mana batasan
masing-masing lingkup pengawasan tersebut? Jika
kita lihat unsur-unsur yang termasuk dalam lingkup
pengawasan aspek tingkah laku dan perbuatan hakim
yang dapat diartikan secara cukup luas, dan melihat
adanya usur-unsur tertentu yang mungkin harus
dipertimbangkan ulang untuk menjadi unsur dalam
lingkup tingkah laku dan pebuatan hakim, ** maka
pendefensisian secara lebih rinci -walau tidak akan
pernah tuntas - semakin diperlukan. Hal ini penting
untuk memudahkan proses pengawasan itu sendiri
(karena ada tolak ukurnya), sekaligus meminimalisir
dipergunakannya sarana pengawasan sebagai sarana
intervensi terhadap independensi hakim dalam
memutus perkara.

Untuk mendefiniskan secara lebih rinci lingkup
pengawasan oleh KY, tentu diperlukan suatu aturan.
Selama ini ketentuan yang dipergunakan untuk
mengatur perilaku hakim adalah UU dan PP?

223  Misalnya ada tidaknya tindakan yang menunjuk pada pasriasltas dari hakim.

224 Misalnya untuk mengetahui apakah hakim tertentu selalu mendapat perkara-
perkara ‘basah’ atau sering kali menjadi hakim di perkara-perkara dengan
lawyer tertentu.

225  Prakarsa, kepemimpinan kesetiaan dan sebagainya.

226  Antara lain, UU No. 2 tahun 1986 yang didalamnya mengatur perbuatan yang
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sedang di luar negeri aturan tersebut (yang bisa
disebut code of conduct) bisa diatur dalam bentuk UU
atau aturan internal pengadilan.*” Ada 4 (empat)
alternatif yang muncul dalam perdebatan mengenai
baju hakim aturan tersebut dan siapa yang seharusnya
membuatnya. Pertama, bentuk aturannya adalah code of
conduct (pedoman bersikap tindak) yang disusun oleh
KY. Kedua, bentuk aturannya adalah code of conduct
yang disusun oleh MA. Ketiga, dibentuk dengan UU
tersendiri, misalnya diberi nama UU tentang Pedoman
Perilaku Hakim. Keempat, berbentuk UU yang
materinya diintegrasikan dalam UU KY ini.

Berdasarkan hasil pembahasan tim, disepakati
bahwa akan lebih tepat jika aturan tersebut berbentuk
UU dan diintegrasikan dalam UU KY ini.?® UU itulah
yang nantinya menjadi satu-satunya‘definisi’ mengenai
apa yang menjadi lingkup pengawasan komisi dan apa
yang menjadi ruang lingkup MA.

Hallainyang perlu diaturadalah mengenai proses
pendisiplinan dan penjatuhan sanksi. Jika berdasarkan
hasil pengawasan dan pemeriksaan KY seorang hakim
dianggap terbukti melakukan pelanggaran perilaku,
kepada siapa hasil pengawasan dan pemeriksaan
tersebut harus diberikan untuk ditindaklanjuti? Apakah
KYsendiri berwenang menjatuhkan sanksi? Jika iya,
dalam hal apa Komisi memiliki kewenangan tersebut?

227

228

dilarang bagi hakim dan PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplinan PNS yang
didalamnya mengatur pedoman tingkah laku PNS, termasuk hakim.

Code of Conduct dapat diatur oleh kalngan hakim sendiri seperti code of
conduct hakim federal di Amerika Serikat atau dibuat oleh negara seperti
code of conduct hakim negara bagian California Amerika yang diatur dalam
konstitusi negara bagian tersebut.

Alasan mengenai pemilihan alternatif tersebut dapat dilihat di Bab Hukum
Material.
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Sebagaimanadijelaskansebelumnya,berdasarkan
maksud pembuat konstitusi dan redaksional yang

"

digunakan dalam Pasal 24B yaitu: “ ...wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan®”
kehormatan...”, maka dapat disimpulkan bahwa
memang seharusnya KY memiliki kewenangan untuk
menjatuhkan sanksi. Selain itu, pemberian kewenangan
ini pada KY diharapkan dapat menjawab masalah

lemahnya pendisiplinan selama ini.

Namun lingkup kewenangan KY menjatuhkan
sanksi ini tergantung jenis sanksinya. Jika pelanggaran
yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran
ringan, maka KY berwenang untuk menjatuhkan
sanksi ringan (berupa teguran yang bersifat tertutup
atau terbuka).? Jika pelanggarannya dikategorikan
pelanggaran sedang, maka ada 2 (dua) alternatif
yang ditawarkan: pertama, KY berwenang untuk
menjatuhkan sanksi sedang tersebut (walau pelaksana
sanksinya sebenarnya tetap pada MA atau lembaga
lain yang relevan), misalnya sanksi dibebastugaskan
dari tugas memutus perkara, penurunan pangkat/
gaji dan sebagainya. Kedua, komisi hanya menetapkan
bahwa hakim tertentu harus diberikan sanksi sedang,
sedangkan bentuk sanksi sedang yang dijatuhkan,
ditentukan oleh MA.

229

230

Kata ‘menegakkan’ (impose) jelas dimaksudkan sebagai wewenang
menjatuhkan sanksi.

Pembedaan teguran tertutup atau terbuka dihubungkan dengan derajat
kesalahan dalam pelanggaran ringan tersebut. bisa saja seorang hakim yang
sempatdiberisanksiteguran sevaratertutup kemudian diberikan sanksiteguran
secara terbuka saat ia mengulangi kesalah serupa dikemudian hari. Model
sanksi ini diterapkan dalam California Commission on Judicial Performance.
Penjelasan dari Victoria B. Henley, Director-ChiefCouncil California Commission
of Judicial Performance dalam studi banding mengenai Komisi Yudisial dan Anti
Korupsi di Pengadilan ke Amerika Serikat, 2002.
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5).

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan komisi,
hakim yang melakukan pelanggaran perilaku harus
diberikan sanksi berat berupa pemecatan, maka
komisi berwenang untuk mengajukan rekomendasi
pemberhentian hakim kepada presiden.

Kewajiban dan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial

Pada bagian sebelumnya, telah dielaborasi kelemahan-

kelemahan sistem pengawasan dan pendisipilinan yang ada

saat ini. Demikian pula perdebatan mengenai lingkup tugas
pengawasan dan pendisiplinan. Berdasarkan hal-hal di atas
maka KY dapat diberi kewajiban serta wewenang sebagai
berikut:

a). Melakukan pengawasan terhadap perilaku
hakim dan hakim agung di seluruh lingkungan
peradilan.

Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara
kunjungan-kunjungan ke pengadilan tingkat pertama/
banding untuk melakukan pengamatan secara
langsung terhadap hakim®' dan tidak langsung®? serta
mengumpulkan masukan praktisi hukum, pencari
keadilan atau pengguna jasa pengadilan lainnya.*

Untukmenjalankantugastersebut, KY berwenang
untuk meminta seluruh laporan berkala dari tiap-tiap
pengadilan yang diberikan ke MA dan informasi lain
yang dimiliki pengadilan di semua tingkat tentang
hal-hal yang dianggap perlu.

231
232

233

Misalnya dengan cara mengunjungi sidang-sidang.

Melalui pengamatan laporan dari setiap pengadilan atau pemberitaan di media
massa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perilaku hakim.

Misalnya dengan menyebarkan kursioner atau wawancara langsung.
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b). Mengundang, dan menyeleksi laporan
masyarakat.

Yang termasuk dalam kewajiban ini adalah
kewajiban KY untuk membuat saluran pengaduan
yang mudah diakses masyarakat, menerima laporan
yang masuk kepadanya, dan menyeleksi apakah
laporan yang masuk kepadanya dan menyeleksi
apakah laporan masyarakat yang masuk memenubhi
persyaratan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Syarat
laporan yang ditindaklanjuti adalah laporan mengenai
dugaan pelanggran hakim®* yang memuat identitas
jelas dari pelapor dan menjelaskan alasan laporannya.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, komisi
berwenang untuk tidak menindaklanjuti laporan
yang tidak memenuhi syarat yang di atas. Selain itu,
KY berwenang untuk tidak menindaklanjuti laporan
dari seseorang telah berkali-kali melaporkan, namun
laporannya tidak pernah terbukti benar. Hal ini
dimaksudkan agar komisi tidak perlu membuang
tenaga dan dana untuk menindaklanjuti laporan
dari orang-ornag tertentu yang telah terbukti sering
membuat laporan yang tidak benar.?*

234

235

Hal ini didasrkan pada aturan mengenai perilaku hakim dan tidak termasuk di
dalamnya hal-hal yang bersifat teknis yustisial.

Commission on Judicial Performance memiliki kewenangan untuk menolak
untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang main-main/tidak serius atau
frivolous (Pasal 109 Rules o the Commission on Judicial Perormance). Namun
dalam aturannya, tidak ada penjelasan lebih jauh apa yang dimaksud dengan
main-main/tidak serius. Karena itu dalam naskah akademis ini ditegaskan
bahwa laporan yang tidak perli ditindaklanjuti karena diduga tidak serius/
main-main harus diukur dari pernah-tidaknya pelapor tersebutmalaporkan
suatu dugaan pelanggarana oleh hakim yang kemudian setelah diinvestigasi
ternyata laporannya tersebut sama sekali jauh dari kenyataan.
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c¢).  Menindaklanjuti hasil pengamatan dan laporan
masyarakat.

Jika berdasarkan hasil pengamatan atau laporan
masyarakat, komisi menilai ada hal yang perlu
ditindaklanjuti ke proses pencarian fakta, maka komisi
wajib menindaklanjutinya.

Berkaitan dengan kewajiban ini, KY berwenang
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan
yaitu: memanggil pihak pelapor untuk dimintai
keterangan lebih lanjut, memanggil pihak-pihak lain
yang dianggap memiliki informasi yang mendukung
upaya pencarian fakta dan melakukan tindakan
penjebakan jika dianggap perlu.

Jika setelah dipanggil secara layak®® pihak
yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, maka
pihak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengingat proses ini bukan proses “projustisia’ maka
pemanggilan terhadap hakim tidak perlu disertai izin
dari presiden.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban komisi,
maka jika ada laporan yang memenuhi persyaratan
atau informasi di media massa mengenai dugaan
pelanggaran perilaku oleh hakim yang tidak
ditindaklanjuti oleh komisi, maka pelapor dan
masyarakat yang berkepentingan dapat mengajukan
gugatan praperadilan ke pengadilan.

d). Mengadakan pemeriksaan terhadap hakim
yang diduga melakukan pelanggaran perilaku.

Jika berdasarkan hasil pencarian fakta, KY menilai
bahwa telah ada bukti-bukti yang mengindakasikan

236

Pemanggilan secara tertulis sebanyak tiga kali.
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telah terjadinya pelanggaran perilaku oleh hakim, KY
berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap hakim
tersebut. Proses pemeriksaan akan dibahas lebih lanjut
pada bagian hukum acara pemeriksaan hakim.

e). Menjatuhkan atau Merekomendasikan Sanksi

Disiplin.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaannya, KY
menyimpulkan bahwa hakim yang diperiksa terbukti
melakukan pelanggaran perilaku, maka KY berwenang
menjatuhkan sanksi atau memberikan rekomendasi
sanksi ke pihak yang memiliki kewenangan, tergantung
jenis pelanggarannya. Jika pelanggaran yang dilakukan
dikategorikan pelanggaranringan, makaKY berwenang
menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran yang
bersifat tertutup atau terbuka. Jika pelanggarannya
dikategorikan pelanggran sedang, maka ada 2 (dua)
alternatif yang ditawarkan: pertama, KY berwenang
untuk menjatuhkan sanksi sedang tersebut (walau
pelaksana sanksinya tetap pada MA atau lembaga lain
yang relevan), misalnya sanksi dibebastugaskan dari
tugas memutus perkara penurunan pangkat atau gaji
dan sebagainya. Kedua, komisi hanya menetapkan
bahwa hakim tertentu harus diberikan sanksi sedang,
sedangkan bentuk sanksi sedang yang dijatuhkan
ditentukan oleh MA.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan komisi,
hakim yang melakukan pelanggaran perilaku hakim
harus harus diberikan sanksi berat berupa pemecatan,
maka KY berwenang mengajukan rekomendasi
pemberhentian hakim kepada presiden.

Putusan komisi untuk memberikan sanksi atau
tidak memberikan sanksi bersifat final dan mengikat.
Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan
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untuk men-challenge putusan tersebut.

f).  Menjamin Kerahasiaan Pelapor.

KY wajib menjaga kerahasiaan pelapor demi
keselamatan dan keamanan dirinya.?” Hal ini dilakukan
dengan merahasikan identitas pelapor. Kewajiban
ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar
berani melaporkan suatu pelanggaran perilaku yang
dilakukan oleh hakim.”® Apabila tanpa kehendak
pelapor informasi mengenai identitas pelapor
diketahui pihak pelapor, maka pihak terlapor tidak
dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelapor
atau melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana
ke pihak yang berwenang.?® Jadi selama pelapor
tidak dengan sengaja menyampaikan hal-hal seputar
laporannya ke publik, maka ia memperoleh imunitas.
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat
berani melaporkan dugaan pelanggaran oleh hakim.
Namun imunitas ini tidak berlaku jika pelapor dengan
sengaja mengumumkan atau mengungkapkan isi
laporannya kepada publik.?*

g). Mengirim Pemberitahuan Mengenai Progress
Laporan Masyarakat.
Sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, KY
bertugas mengirim pemberitahuan kepada pelapor
mengenai perkembangan laporan mereka, mulai dari

237
238

239

240

Lihat Pasal 5 ayat (1) RUU Perlindungan Saksi versi ICW.

Lihat juga Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Misalnya melaporkan bahwa pelapor telah melakukan pencemaran nama baik
atau fitnah.

Imunitas ini dan batasannya diatur pula dalam Pasal 103 Rules of The
Commission on Judicial Performance California.
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penilaian layak/tidaknya laporan sampai dengan
progress pemeriksaan beserta hasilnya, jika laporan

tersebut ditindaklanjuti.*!

6). Memperjuangkan  Peningkatan  Kesejahteraan
Hakim

Salah satu penyebab adanya pelanggaran perilaku
oleh hakim adalah karena masalah kesejahteraan. Benar
bahwa gaji dan tunjangan hakim telah lebih tinggi dari PNS.
Namun demikian, gaji dan tunjangan tersebut masih perlu
ditingkatkan agar hakim dapat tenang dalam menjalankan
tugasnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya
mencegah (preventif) adanya pelanggaran perilaku hakim
karena didorong kurangnya kesejahteraan hakim, maka
adalah tugas bagi KY untuk memperjuangkan peningkatan
kesejahteraan hakim tersebut.

Selain fungsi preventif, dengan adanay tugas-tugas
yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan hakim
maka diharapkan akan lebih mendukung keberadaan KY.
Pada awalnya, kelahiran KY di Australia mendapat reaksi
negatif dari kalangan hakim karena mereka merasa ada ‘polisi
baru’” yang akan mengawasi dan mengusik mereka. Namun
pandangan mereka berubah sejak mereka memperoleh
manfaat yang jelas dari tugas KY lainnya yaitu mengadakan
pendidikan hakim berkelanjutan bagi hakim.

7).  Memberikan Pelayanan Informasi Perilaku Hakim

Upaya preventif lain yang perlu menjadi tugas KY
adalah tugas untuk memberikan pelayanan informasi kepada
pihak-pihak yang berkepentingan seputar perilaku yang boleh

241

Hal yang hamper sama diatur pula dfalam Pasal 102 Rules of The Commission
on Judicial Performance California.
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dan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim berdasrkan UU.
Tugas ini berfungsi untuk mengantispasi diundangkannya
UU yang didalamnya mengatur mengenai apa yang boleh
atau tidak boleh dilakukan oleh hakim (semacam judge code
of conduct di Negara lain). Sebagaimana disinggung, kami
berpandangan bahwa pengaturan mengenai batas perilaku
hakim harus diatur dalam UU KY ini. Dengan pemikiran
tersebut, maka adalah wajar jika KY diberi tugas untuk
memberikan pelayanan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan sehubungan dengan batasan perilaku hakim
tersebut.

Bentuk konkret tugas ini misalnya, komisi bisa
memberikan pendapat -jika ditanya- mengenai apakah suatu
tindakan yang kan dilakukan oleh pengacara atau pihak
lain kepada hakim diperkenankan atau tidak oleh UU. Atau
komisi bias mengadakan pendidikan dan penyebarluasan
informasi mengenai tindakan-tindakan apa yang boleh
atau tidak boleh dilakukan oleh hakim. Tugas semacam ini
dimiliki pula oleh USOffice of Government Ethics dan California
BAR Association.*?

8). Merekomendasikan Penghargaan, Gelar, Tanda Jasa
dan Tanda Kehormatan Lain

Hal lain yang diusulkan untuk menjadi tugas KY
adalah merekomendasikan penghrgaan, gelar, tanda jasa
dan tanda kehormatan lain kepada hakim yang dianggap
memenuhi persyaratan untuk itu. Hal ini merupakan upaya
untuk meberikan reward kepad hakim yang baik.

242

Penjelasan dari perwakilan US Office of Government Ethics dan California BAR
Association dalam studi banding mengenai Komisi Yudisial dan Antim Korupsi
di Pengadilan ke Amerika Serikat, 2002.
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9). Memberikan Masukan dan Pertimbangan Kepada
MA dan Lembaga Negara Lainnya

Tugas terakhir yang diusulkan untuk diemban oleh KY
adalah tugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan
kepada MA dan lembaga Negara lainnya dalam rangka
mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku
hakim. Sebagaimana disadari bersama, pelanggaran
perilaku yang dilakukan oleh hakim tidak terlepas dari
ada ‘kesempatan’.?® Lubang-lubang dalam hukum acara
dan sistem manajemen perkara, kelemahan aturan internal
organisasi atau kelemahan sistem pembinaan sumber daya
manusia tentu membuka kesempatan lahirnya pelanggaran
perilaku. Demikian pula minimnya anggara pengadilan.?*

Berdasarkan alasan di atas, KY perlu diberikan tugas
untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada MA
atau lembaga Negara lainnya dalam rangka mendukung
kehormatan, keluhurn martabat serta perilaku hakim.

c.  Organisasi

1). Status dan Kedudukan Lembaga

Diskusi mengenai masalah masalah status dan
kedudukan lembaga KY terkesan sederhana, namun
sebenarnya rumit dan berimplikasi pada banyak hal, baik
itu status sumber daya manusianya, hubungan struktural
dan pertanggung jawaban, hubungan keuangan, implikasi

243

244

Menurut Jack Bolonge, selain greed (ketamakan), need (kebutuhan), dan
exposure (pengungkapan, maksudnya proses penegakan hukum), salah satu
faktor pendukung terjadinya korupsi —salah satu bentuk penyalahgunaan
kekuasaan- adalah karena adanya opportunity (kesempatan). Lihat, “BPKP,
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional”, (BPKP: Jakarta, 1999).

Kadang seorang hakim harus melakukan perbuatan yang tidak diperkenakan
guna menutupi biaya operasional dalam menjalankan tugas.Wawancara
dengan hakim agung dan mantan Hakim Tinggi, 2002.
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hukum dari keputusannya dan sebagainya.

Konstitusi telah menentukan secara tegas bahwa KY
adalah lembaga yang bersifat mandiri** Namun seperti
halnya komisi-komisi lain, apa yang disebut dengan “mandiri’
dan sejauh mana implikasi kemandirian tersebut harus
diartikan, tidaklah jelas. Selain itu, kedudukan lembaga-
lembaga yang berstatus mandiri, misalnya Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) atau Komisi Pemantau
Persaingan Usaha (KPPU) dalam struktur ketatanegaraan
kita pun masih tidak jelas pula. Bahkan beberapa peraturan
perundang-undangan, misalnya yang mengatur masalah
sistem anggaran, tidak pernah menganggap keberadaan

lembaga yang mandiri semacam itu.?*

Sebagai sebuah lembaga yang diharapkan mandiri,
dapat dikatakan bahwa status KY mirip dengan KOMNAS
HAM. Bahkan KY terbilang lebih istimewa mengingat
keberadaan KY diatur oleh konstitusi. Jika dianalogikan
dengan status KOMNAS HAM yaitu sebgai lembaga mandiri
yang setingkat dengan lembaga Negara lainnya, maka
setidaknya KY harus memiliki tingkatan yang sama.

Namun vyang pasti, selain berbicara mengenai
status yang bisa jadi kemudian makna dari status tersebut
direduksi dengan pengaturan dalam aspek-aspek lainnya,
naskah akademis ini mencoba untuk merumuskan berbagai
aspek yang terkait misalnya mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian anggota, jaminan anggaran, status anggotanya
dan sebagainya untuk mendukung dan memperkuat makna
kemandirian tersebut.

245
246

Pasal 24 ayat (1) Amandemen ketiga UUD 1945.

Lihat misalnya keputusan Presidan No.17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sama sekali tidak menyebutkan
(mengakui) keberadaan komisi-komisi yang mandiri. Yang disebutkan hanyalah
lembaga tinggi Negara, departemen (dan kantor wilayahnya), LPND, BUMN,
BUMD dan sebagainya.
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Di beberapa Negara, pengaturan mengenai status
KY beragam. CSM (Consiglio della Magistratura), KY Italia
merupakan lembaga mandiri setingkat dengan lembaga
tinggi Negara. 2/ Commission on Judicial Performance California
merupakan organ Negara bagian yang bersifat mandiri
pula,248
Denmark) berada di bawah menteri dan menteri dapat
membubarkannya. 2¥

sedangkan Domstolsstyrelsen (Komisi Yudisial

2). Tempat Kedudukan

Mengacu pada fungsi dan tugas yang akan
dijalankan KY, khususnya tugas pengawasan, maka kerja
lembaga tersebut mencakup pengawasan terhadap jumlah
hakim yang cukup besar yang tersebar di wilayah yang
luas (se-Indonesia).”® Untuk melakukan pengamatan
(pengawasan rutin) atau jika ada laporan mengenai seorang
hakim suatu daerah, maka KY harus pergi ke daerah tersebut
untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang
diperlukan guna mendukung laporan yang ada atau demi
pengawasan rutin dalam menjalankan fungsi mengusulkan
pengangkatan hakim agung, KY juga harus turun ke daerah
untuk menyelidiki latar belakang calon-calon tersebut, jika
ternyata ada calon-calon yang berasal dari daerah.

Melihat hal di atas, muncul pertanyaan: apakah KY
perlu pula ada di daerah? Pendirian KY di daerah akan
memiliki implikasi yang cukup luas. Jumlah anggota KY akan
membengkak (besar). Hal tersebut akan menyulitkan kontrol
terhadap KY sendiri dan secara psikologis mengurangi
‘keprestisiusan’ lembaga tersebut. Selain itu, pendirian KY

247
248
249
250

Wim, Loc. cit, him. 58.
State of California on Judicial Performance, 2000 Annual Report, him. 1.
Ibid, him. 37.

Jumlah total hakim se-Indonesia yang harus diawasi Komisi Yudisial adalah
sekitar 6000 orang.
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di daerah jelas akan membutuhkan sumber daya manusia
dan finansial yang tidak sedikit. Pertanyaannya kemudian,
semudah apa kita dapat memperoleh calon anggota yang
kredibel dalam jumlah yang besar dan bersedia untuk menjadi
anggota KY? Jawabannya: sulit®!

Dissisi lain, jika KY hanya ada di pusat, maka bagaimana
KY akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik? Jika kita
melihat pengalaman di komisi-komisi yang lain, misalnya
KOMNAS HAM, KPPU atau Komisi Ombudsman Nasional
(KON), memang sampai saat ini pelaksanaan tugas yang
berhubungan dengan daerah tetap dapat dikerjakan oleh
pusat. Khusus KOMNAS HAM, mereka dapat membentuk

252

komisi di daerah jika dianggap perlu.

Namun paling tidak bagi ombudsman, keberadaannya
yang terpusat dianggap menyulitkan pelaksanaan fungsinya.
Karena itu dalam RUU Ombudsman ada klausul khusus
mengenai keberadaan komisi Ombudsman di daerah.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka kami cenderung
sepakat bahwa KY hanya berkedudukan di pusat (Jakarta)
dan untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif,
komisi memiliki perwakilan di daerah dengan status
sumber daya manusianya yang berbeda dengan KY (pusat).
Mengingat konsekuensi anggaran yang akan membengkak
dengan adanya perwakilan daerah, maka untuk masa awal
pendiriannya, perwakilan daerah tidak perlu dibuat di setiap
provinsi, namun perwilayah tertentu saja dahulu. Dengan
memperhatikan persebaran hakim dan masalah perbedaan
geografis, usulan pembagian wilayah adalah sebagai berikut:

a). Medan, meliputi wilayah propinsi Sumatera
Utara, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat;

251  Penjelasan lebih lanjut lihat bagian jumlah Anggota Komisi Yudisial dalam Bab
Sumber Daya Manusia.

252  Pasal 74 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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b).  Palembang, meliputi wilayah propinsi Sumatera
Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan
Lampung.

c). Jakarta, meliputi wilayah propinsi DKI Jakarta,
Jawa Barat dan Banten;

d). Surabaya, meliputi wilayah propinsi Jawa Timur,
Bali, NTB, dan NTT;

e.) Semarang, meliputi wilayah propinsi Jawa
Tengah dan DI Yogyakarta;

f).  Palangkaraya, meliputi wilayah propinsi
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;

g). Samarinda, meliputiwilayahpropinsiKalimantan
Timur dan Kalimantan Selatan;

h). Manado, meliputi wilayah propinsi Sulawesi
Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara;

i).  Ujung Padang, meliputi wilayah propinsi
Makassar, Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Tenggara;

j)-  Jayapura, meliputi wilayah propinsi Papua.
3).  Struktur Organisasi

a).  Struktur Organisasi dan Status SDM Organisasi
Pendukung

Pengaturan mengenai struktur organisasi KY
tidak dapat dilepaskan dari fungsi yang akan dijalankan
oleh lembaga tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan,
KY memiliki fungsi dalam mengusulkan hakim agung
dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Oleh karenaitu, struktur
KY harus diatur sedemikian rupa sehingga komisi ini
nantinya dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
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Sampai saat ini, belum ada diskursus mengenai
struktur organisasi yang ideal bagi KY. Hanya dalam
RUU tentang MA yang disusun oleh LelP dan yang
disusun Departemen Kehakiman disebutkan secara
umum bahwa struktur KY terdiri dari pimpinan (Ketua/
Wakil Ketua), anggota dan Sekretaris Jenderal.™
Dengan pemikiran untuk memiliki perwakilan KY
di daerah, maka struktur tersebut harus dilengkapi
perwakilan Komisi di daerah yang dalam usulan ini
disebut “Koordinator Perwakilan Daerah”.

Dalam UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia
yang di dalamnya mengatur pula keberadaan Komisi
Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)—dinyatakan
bahwaKOMNASHAMdibantuolehSekretariatjenderal
(Sekjen) yang statusnya adalah PNS.** Sebelumnya,
lembaga Sekretariat Jenderal ini tidak dikenal. Dalam
praktiknya, pengaturan mengenai keberadaan Sekjen
yang berstatus PNS akan mereduksi independensi
KOMNAS - walau sekjen diangkat atas usulan
KOMNAS HAM sendiri melalui mekanisme rapat
paripurna.”® Selain itu, dengan adanya sekjen, maka staf
pendukung KOMNAS yang selama ini telah nyaman
berstatus pegawai swasta harus menyesuaikan diri dan
menjadi PNS pula. Hal ini dianggap akan merugikan,
KOMNAS karena belum tentu staf pendukung yang
memiliki kualitas baik akan mau menjadi PNS. Karena
itusebagiananggota KOMNAS HAM menuntutadanya
perubahan pengaturan tersebut.

253
254
255

Lihat pasal 56 RUU MA versi LelP dan Pasal 87 RUU MA versi Pemerintah.
Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (3) UU No. 39/1999.

Pasal 81 ayat (4) UU no. 39/1999. Menurut Sekjen (sementara)
KOMNAS HAM, Asmara nababan, berdasarkan Paris Principles (The
Principles relating to the Status of national institution).
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Di sisi lain, ketiadaan Sekjen dapat dilihat
sebagai faktor penghambat kinerja KOMNAS HAM
khususnya sehubungan dengan pengadaan anggaran.
Karena menurut beberapa pihak, dengan belum adanya
PNS dalam struktur organisasinya, KOMNAS HAM
tidak dapat memiliki anggaran tersendiri, lepas dari
sekretariat negara. Kabarnya, hal ini terkait dengan
ketentuan dalam ICW.»¢

Lain komisi, lain pula pengaturannya. Jika dalam
UU-nya, KOMNASHAM dilengkapi dengan sekjen, UU
No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa
KPPU dibantu oleh sekretariat®” yang dipimpin oleh
Direktur Eksekutif yang diangkat oleh KPPU sendiri.”®
Jika dilihatnamanya, sejarah penyusunannya dan status
organisasi KPPU yang mandiri, UU mengamanatkan
atau setidaknya memperbolehkan posisi Direktur
Eksekutif diisi oleh kalangan professional (swasta).
Namun dalam praktiknya, walau Direktur Eksekutif
dan staf pendukungnya telah lama terbentuk, sampai
saat ini organisasi staf pendukung tersebut tidak
diakui oleh Negara.”” KPPU menolak untuk merubah
‘konsep” Direktur Eksekutif menjadi Sekjen karena
alasan independensi.?® Alhasil, sampai saat ini Direktur

256

257
258
259

260

Walau menurut beberapa pihak argumentasi ini selalu dipergunakan
departemen keuangan untuk menolak memberikan anggaran langsung ke
KOMNAS 9 (dan KPPU), berdasarkan penelitiab kami, tidak ada satu klausul
pun dalam ICW (Indoneschee Compatebeliteitswet) yang menegaskan hal
tersebut. /bid.

Pasal 34 ayat (2) UU No. 5/1999.

Pasal 3 ayat (1) keputusan KPPU No.04/KPPU/KEP/VIII/2000.

Baik oleh Menteri Negara Aparatur Negara maupun Departemen Keuangan.
Wawancara Direktur Eksekutif KPPU (2002). /bid.

Direktur Eksekutif KPPU pernah ditawari posisi sekjen, namun menolak.
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Eksekutif dan tim pendukungnya tidak memiliki
status yang jelas. Dampak turunanya adalah ketiadaan
anggaran tersendiri bagi KPPU sebagai KOMNAS
HAM.*! dalam hal anggaran -- agar permasalahan bisa
diselesaikan — ditolak pemerintah.

Melihat pengalaman di atas, maka akan lebih
efektif jika untuk membantu KY, dibentuk 2 (dua) organ
pendukung, yaitu organ yang menjalankan fungsi
dukungan fungsional (functional support) terhadap
anggota KY. Organ administratif terdiri dari PNS.
Organ tersebut dipimpin oleh seorang Sekjen. Sekjen
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan
usulan dari KY. Dalam menjalankan tugasnya, ia
bertanggungjawab kepada KY dan Presiden. Tugas
utama sekjen adalah di bidang anggaran, pembinaan
dan pengawasan PNS di bawahnya dan tugas
administrasi lain yang diatur oleh KY.

Selain organ pendukungadministrasi, KY dibantu
staf fungsional yang diangkat dan diberhentikan
oleh komisi. Staf tersebut bertanggungjawab pada
KY. Mengingat konsep APBN di Indonesia tidak
membolehkan adanya dana rutin bagi penggajian
pegawai non PNS yang bekerja terus menerus pada
lembaga negara, maka gaji staf fungsional tersebut
diperoleh dari anggaran proyek dari KY. Hubungan
antara KY dengan staf fungsional adalah selayaknya
hubungan keperdataan. Oleh karena itu perlu
ditegaskan bahwa komisi merupakan badan hukum

261

Wawancara Direktur Eksekutif KPPU (2002). /bid.

Saat ini KPPU dianggap sebagai proyek dari Departemen Perdagangandan
Perindustrian dan mendapat anggaran dari sana. Wawancara Direktur Eksekutif
KPPU (2002). /bid.
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yang dapat melakukan hubungan keperdataan.?

b). Pembagian Sub Komisi.

Jika kita rinci lebih jauh, dalam menjalankan
fungsinya, KY perlu membuat pembagian kerja melalui
sub komisi. Memperhatikan fungsi yang diembannya,
setidaknya KY memiliki 5 (lima) sub komisi yaitu,
sub Komisi Sosialisasi, Pemantauan dan Pengaduan
Masyarakat, Pencari Fakta, serta Sistem Informasi dan
Pengelolaan Data.

Dalam rangka sosialisasi Sub Komisi Sosialisasi
bertugas untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan
fungsi KY.

Sub Komisi Pemantauan dan Pengaduan
Masyarakat mempunyai tugas-tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan pengawasan pengawasan oleh
KY secara aktif. Misalnya melakukan pemantauan
perilaku hakim di persidangan atau di tempat-tempat
lain dimana ia menjalankan tugas,*® pemantauan
kasus-kasus yang kontroversial di media massa dan
sebagainya serta menerima dan menyeleksi laporan
dan pengaduan masyarakat yang masuk.

Sub Komisi Pencarian Fakta bertugas untuk
menindaklanjuti  dengan  melakukan = semacam
investigasi hasil pengamatan atau laporan atau
pengaduan masyarakat yang telah diseleksi (yaitu
laporan yang memiliki nilai sebagai laporan atau
pengaduan).

Sub Komisi Sistem Informasi dan Pengolahan
Databertugas untuk mengumpulkan data daninformasi

262  Lebih lanjut mengenai hal ini, lihat bagian pertanggung jawaban. /bid.

263 Misalnya pemantauan terhadap hakim yang bertugas melakukan rekrutmen
hakim, mutasi dan promosi, diklat dan sebagainya. /Ibid.

Rosalil, Komini Vedinial Repudlid Indoneria 185



Bab III

yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas divisi-divisi
lain, misalnya data kepegawaian (hakim),** laporan
rutin pengadilan (yang berisikan administrasi umum
dan perkara)** dan sebagainya.

Masing-masing sub komisi ini dapat dipimpin
oleh seorang anggota KY pengaturan lebih rinci
mengenai job description masing-masing sub komisi
harus diatur lebih jauh oleh KY.

Untuk melakukan pemeriksaan atas hakim yang
diduga melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan
wewenang serta untuk melakukan rekrutmen hakim
agung, KY dapat membentuk tim ad hoc internal yang
beranggotakan beberapa anggota komisi saja.

c¢). Hubungan Komisi Yudisial (Pusat) dengan
Koordinator Perwakilan Daerah

Sebagaimana dijelaskan, untuk menjalankan
fungsinya secara efektif, KY perlu dilengkapi
perwakilan di daerah. Pimpinan perwakilan di daerah
disebut Koordinator Perwakilan Daerah. Mengingat
fungsi utamanya adalah sebatas membantu KY, anak
Perwakilan Daerah hanya dapat diberikan tugas yang
terbatas, yaitu:

(1). Melakukan pemantauan terhadap perilaku
hakim di daerah yang menjadi lingkup
wilayah kewenangannya.

(2). Meneruskan laporan masyarakat

264

265

Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pola mutasi/promosi
hakim, evaluasi skill dan performance, penyimpangan dalam pendistribusian
peserta diklat dan sebagainya. /bid.

Data administrasi perkara misalnya, penting dimiliki oleh Komisi Yudisial
sebagai bahan untuk meneliti apakah ada praktik pendistribusian perkara
yang diduga kolutif (perkara besar dengan lawyer tertentu selalu diberukan ke
majelis/hakim tertentu saja) dan sebagainya. Ibid.
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yang masuk dari daerah di wilayah
kewenangan kepada Komisi Yudisial
(pusat). Jadi Perwakilan Daerah tidak
berwenang menilai laporan masyarakat.
Pembatasan ini dimaksudkan agar ada
sentralisir kewenangan untuk menentukan
apakah suatu laporan masyarakat akan
ditindaklanjuti atau tidak sehingga
dapat meminimalisir praktik negatif dari
Koordinator Perwakilan Daerah.

(3). Melakukan pencarian fakta atas suatu
dugaab pelanggaran perilaku hakim di
daerah yang menjadi lingkup wilayah
kewenangannya berdasarkan perintah
Komisi Yudisial.

(4). Mengklarifikasikan laporan masyarakat
dan mencari informasi mengenai kualitas
dan integritas calon hakim agung yang
berasal dari wilayah kewenangannya
berdasarkan perintah Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan tugasnya, KY dapat
mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada
Koordinator Perwakilan Daerah dalam hal:

(1). Memanggil dan meminta keterangan dari
pelapor.

(2). Memanggil dan meminta keterangan dari
pihak-pihak lain yang dianggap memiliki
informasi yang mendukung upaya
pencarian fakta atau dalam rangka mencari
informasi mengenai kualitas dan integritas
calon hakim agung.

Kewenangan untuk memanggil dan meminta
keterangan di atas terbatas pada pihak-pihak selain
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hakim. Kewenangan khusus untuk memanggil dan
meminta keterangan dari hakim hanya ada pada KY.
Hal ini dimaksudkan untuk lebih menghargai status
hakim.

Organisasi perwakilan komisi daerah harus
dibuat seefisien mungkin. Setiap perwakilan komisi
di daerah dipimpin o